SALINAN

FRESIOEM
REFIBLIE INROMNES A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ bahwa untuk melaksansakan ketentuan Pasal 17, Pasal
153 ayat (4], Pasal 19 ayat {4, Pasal 20 ayat (4], Pasal 57,
Pagal 67, Pazal 6B ayat (7], Pasal 74, Pasal 78, Pazal 81,
Faszal 85, Pasal BS avat (4), Pasal 8%, Pasal 91 ayat (6],
Pasal 92 ayat |4}, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor
% Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara, perlu
menetapkan Peratyran Pemerintah tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat © 1. Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1943;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomer 6, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5494},

MEMUTUSEKAN:

Menctapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN
FPEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAE I
KETENTUAN UKWLIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud dengan:

1. Manajemen . . .
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Mungjemen Pegawai Negerl Sipil adalah pengelolaan
pcgawal neperi stpll untuk menghasilkan pepawad
negen sipil yang profesional, memiliki nilai dasar,
ctika profesi, hebas dari intervensi politik, bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disinpkat ASN
adalah profest bag pegawai neperi sipil dan pegawai
pemerintah dengan  perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.

Fepoawsl  Aparatur Sipill Negara yvang  selanjutnyva
disebut Pegawai ASN adalah pegawai neperi sipil dan
poegawal pemerintah dengan perjanjian kerju vang
diangkat oleh pejahar pembina  kepepawaian dan
diseralii tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau  dizerahi tugas negara lainnya  dan dipaji
berdasarkan peraturan perundang-undungan.
Pegawal Neperl Sipil yang selanjulnya disingkat PNS
adalah  warga negara Indonesia yang memenighi
syarat tertentu. diangkat sebagai Pegawa] ASH secara
tetapy  oleh  peiabat  pembina  kepegawalan untuk
menduduki jabatan pernerintahan.

Pegawai Petmmenmiah dengan Perjanjian Kerjs yang
selanjutnya disingkal PPPK adalah warga nepara
Indonesia yang memenul  syarat  terteniy,  yang
dianglkar berdasarkan penanjian kerja uniuk jangka
walttu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemeririalian,

Jabatan  adalah kedudukan  yang  mienunjukkan
Tungst, tugas, langpung jawab, wewenang, dan hak
seatang pepawal ASN dalam soatu satuan organisas.
Jabaran Pimpinan Tinggl yang selanjutnya disinglat
JPT adalah sekelompek Jabatan tingpi pada instans:

pemerintah.
A Pejabal o
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Pejubat Fimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN vang
menduduk: JPT.

- Jabatan Adminisirasi yang selanjutnya disingkat JA

adalah sekelompok Jabatan yang hberisi fungsi dan
tugas berkatan dengan  pelayanan  publik serla
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat  Administrasi adalah  Pegawai ASN  vang
menduduk JA pada instansi pemerintah.

Jabalan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan yang berisi funesi dan
tugas berkaitan dengan pelayanon lunpsional yang
berdaszarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan
tertentu.

Pejabat  Fungsional adalah  Pegawai ASN yang

menduduki JF pada instansi pemerintaly.

Komperens Teknis adelah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis Jabatan.

Komprtensi Manajerial adalah pengelabuan,
keteratnpilan, dan sikap/ perilaku yvanyg dapat diamati,
divkur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
rnengelola unit organisas.

kompetensi Sosial Kultural adalah  pengetahuan,
keterampmlen, dan sikap/ perilalou vang dapat diamari,
divkur, dan  dikembangkan  terkait  dengan
pengalaman  berinteraksi denpan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wewasan kebangsaan, etika, nilai-nilad,
maral, emesi dan prinsip, yvang harus dipenuhi oleh
seliap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabacan.

l&., Pojabat . ..
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Pejabal Yung Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pciabat yang mempunyai kewenangsan
mclaksanakan proscs penganglatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN  sesuasi dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat  Pembina  Kepegawadan yang  selanjulnya
disingkat PPE adalah  pejabat vang wmetmpunyai
Kewenangan menalapkan penpanglalan,
prmindshan, dan pemberheniian Pegawal ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pernerincah

seaual  dengan  Ketentuan  peraturan  perutwiang-

uhdangan.

Instansi  Pernenntah adalab  instans pusat  dan
inxtansl dasrah.

Instansi  Pusal  adalah  kementerian,  lembaga

pemerintah nonkementerian, kesckretariatan lembaga

negara, dan kesekretarialan lembaga nonstruklural.

Instansl Lraerah adaluh peranpkat daerah provins
dan perangkat daerah kabupaten/kota vang meliputi
sckretarial  daerah, sekretarial dewan perwakilan
rakyat dapgrah, dinas daergh, dan lembaga teknis
daerah.

Pemberhentian dari Jabwaran adalah pemberhentian
vang netgakibatkan PNS tidek lagi menduduki JA,
JF, atau JFT.

Pemberhentian  Sernentara  sebagai PNS  adalah
pemberhendan yang menpakibatkan PNS kehilangan

statusnya sebagai PNS untuk sementara wakiy.

23. Batas . | .
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23, Batas Usia Pensiun adalab batas usia PNS harus
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diberhentikan dengan hormat dari PNS.

Sistem Merit adalah kebijakan dan managjemen ASN
yvany berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinetja secara adil dun  wajar dengan tanpa
membedakan latar helakang palitik, ras, warna kulit,
dgama, asal usal, jenis kelamin, stalus pernikahan,
umur, atau kondisi kecacatan.

Pengisian JPT  secard Terbuka vanp  selanjutnwva
disebul Scicksi Terbuka adalah proses pengisian JPT
yvany dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

cPendidikan  dan Pelatihan Terinlegrasi o vang

sclamgutnya  disehul  Pelauhan  Prajabatan adalah
proses pelatihan untuk membangun intepritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasiohalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yanp unegul dan
bertanggung jawab, dan memperluat profesivnalisme
serta kompetensi bdang bagi calon PNS pada masa

perenbaarn,

Cutt PNS yang selanjutnva disingkal dengan Cuti,
adatah keadaan tidak masuk kerja yanp diizinkan

dalam jangka waktu tertentu,

Jiglem Informasi ASN adalab ranpkaian informasi dan
data mengenai pegawal ASN wvang disusun secara
siztetnalis, menveluruh,  dan terintegrasi  dengan

berbasis reknologi.

Bekolah  Kader  adalah  sistem  pengembangan
kumpetensi  yang  bertujuan untuk  menvapkan
pejabal  administrator  melalui jalur  percepatan
pominEkalan jabatan.

3. Badan ...
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Badan Kepegawalan Negars  yang  zelanjutnya
dizgingkat  BKN  adalah  lembaga  pemetiniah
notkementerian yang diberi kewenanpgan melakvkan
pembinaan dan menyelengparakan manajemen ASN
secara nasional schagmmana dietur dalam undang-

undang.

Lembaga  Adminisirasi  Negara yang  selanjutnya
dizimgkat LAN  adalah  lembaga  pemerintah
noenkementerian yang diberi kewenangan melakulan
pengkajian dan  pendidikan dan  prclatiban ASH
sebagaimana dialur dalam undang-undang.

Mentcri adalah menteri yang  menvelenpearakan
urlisan  pomerintahan di bidang  pendsyagunasn

aparalur negara.

Paszal 2

bManajemen PNS melipuri:

.

1.

penyusunan dan penetapan kebwiuhan;
pengadaan;

pangkal dan Jabatan;
pengenmbangan karier;
pola karier;

Promuosi;

rautast,

penilaian kinerja;
penpeafan dan hanjangan;
penghargaan,

disiplin;

pemberhentian,

. JAminan pensiun dan jaminan han tua: dan

pechndungan.

Pasal 3. ..
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Fresiden  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggl
pembinasn MN5 herwenang menetapkan
pergangkacal, pemindaban, dan pemberhenlian
FNE.

President dapat  menwlelegasikan  kewenanpan

menelapkan  pengangkatan, poemindahan,  dan

pemmberhentian FNS kepada:

a. menternn di kementerian;

I pumpinan lembaga di lembapga pemeriniah
nonkementerian;

. sekretans jenderal di sekretariat lembaga negara
dat lembaga nonstruktyeal;

d. gubernur <i provinsi; dan

c. bupatifwalikota di kabupaten fkota,

Mkecualikan tdari ketentuan sehagalinana
fimmaksud pada Ayt 2, pengpatigkatan,
permindahan, dan  peroberhendan bapi  pejabat
pimpinan linggi utama, pejabal pimpinan tinggi
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Ketentlan schagaimena dimaksud pada ayat [2)
huruf a termasulk:
a. Jaksa Apung; dan
b, Kepala Kepalisian Nepara Republik Indonesia.
Kelentuan sebagaimuna dimaksod padas ayat (3
huruf b termasuk juga;
#. Kepala Badan Intelijen Negara: dan
. Dejabal lam yang ditcntukan oleh Presiden.
Ketenfuan schagaimans dimaksud pada aval [2)
hural ¢ termasnk jupa  Sekretaris  Mahkamah
Agung.

EBagn. ..
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BAB 1l

FENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Buapian Kesatw
Uttym

Pugzal 4

Ponyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dun jenis
Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.

L1t

{2]

3]

(4]

{=]

(1)

Bapian Keduy
Penyusunan Kebutuhan

Pasal &

Sefiap lostansi Pemerintah wajlbh meoyusun
kebutuhan  jumlah dan jenis Jabatan PNS
berdasarkan  analisis Jabatan dan analizis beban
kerja.

Penvusunan kebwilvhan jumlah dan jenis Jabatan
Ph3 schapaimana dimaksud pada avat [1) dilakukan
untak jangka waktu 5 (lima) tahun vang diperinei per
1 {8211} tahun berdasarkan prioritas kebut whan,
Penyusunan kebutuhan FNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} harus mendukung pencapaian tujuan
instans Pemerintah.

Petiyusunan kebutuhan PNS untuk jangks waktu 5
(lima} tahun scbagaimana dimaksud pada aval (2]
diatur berdasarkan cepcana strategis  Instansi
Femerinigh,

Dalam  rangka penyusunan keburuhan  PHNS
sebagaimana dimaksud pada ayat ()
mempertimbanglkar dinamika/perkembangan
orzanisasi Kemenlerian! Lembaga,

Fazal &

Analisis Jabatan  dan analisis beban  kerja
sthagamana dimaksud  daloon Posal 5 oavar (1)
dilakukan oleh Instacnsi Pemerintah mengacy pada
peclemnan vang ditetapkan olch Menceri.

(21 Kelentuan . . .
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(2] Ketentuan  leblh  lamut  menpenai pedoman
pelaksanaan analisis Jabatan dan analisis beban
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

tlenuan Peraturan Menter,

Paszal 7

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 5 ayat [1) meliputi
keburuhan jumlah dan jenis:

a. JA;
. JF; dan
o, JPT.

Pagal 8

kincian  kebutuban  PNS  setiap rahun  sebugaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat {2) disusun berdasarkan:

a. hasit anahsis Jabatan dan haszil analisis beban keru;

h. peta Jabatan ¢i masing-masing unit erganisasi vang
menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan
PNS untuk setiap jenjane Jabatan: dan

¢. memperhatikan  kondisi  geografis daersh, jumlah
penduduk. dan  rasin  alokasi anggaran helanju
PEgEawEl.

Pasal 9

{i] Ha=il penvusunan kcbutuhan PN3 5 {lima) tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2
disampailian oleh PPK Instansi Permerintah kepada
Menteri dan Kepala BKN  dengan  melampirkan
dokutnen rencana strategis Tnzlansi Pemerintah.

(2) Rincian penvusunan kebrualuhan PHS aetiap lahun
acligaumana dimaksad dalam Pazal 5 ayat (2] untuk
penetapan  kebutuhan PNS rahun berikutnva
disampaikan oleh PPK Instansi Pemeriniah kepada
Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan
Marel {nhun sebelumnya.

[Gy Dalam . . .
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(3] Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun
berikutnva vang mengakibalkan perubahan dalam
perencanasn kebutuhan PNS, penyampaian rincian
PEILESUNat kelbuiuhan FNS Selld tahun
sebapaimana dimaksud datam Pasal 5 avat (2}
dilakilkan paling lambat akhir bulan April rahun
sebelumnya.

Pasal 10

(1) Pemyusunan kebutluhan PNS dilaksaoakan  dengsn
roengpunakan aplikasi vang bersifat elektronik.

(2} Retentuan  mengenai  tatm cara pelakssnaan
peryusunan keburnhan  vang  bersifat  elektronik
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] diator dengan
Peraturan Mentert.

Pasal 11

ketenluan lebihl lanjut meogenai tata cora pelaksanaan
penyusunan kebluhan FNS diatur dengan Peraturan
Kepala EKN.

Bapian Ketipa
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

(1) Kebutuhan PN secars nasional ditetapkan oleh
Menteri pada sctiap tahun, selelah memperhatikan
pendapat menteri yang menyelenggarakan  Urusan
pemerintahan di bidang Kevsngan dan pertimbangan
tcknis Kepala RKN.

2y Pertimbangan  teknis Kepala BKN  schapaimana
dimakyud pada avat (1) disampaikan kepada Menteri
paling lambat akhir bulan Juli tahun scbelumnya.

(3] Berdaserkan . ..
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Berdasarkan  pertimbangan  reknis  Kepala BKN
stbagaimana  dimaksud  pada  ayat (2),  Menler]
menyUsUn  rencana  pemenuban  kebutuhan  PHS

berdasarkan priorilas pembangunan nasienal.

RFencana pemenuhan kehutuhan PKS sebapaimana
dimaksud pada ayat {3) disampaikan oleh benteri
kepada menteri vang menyclenggarakan  urusan
pemenintahan oi bidang keuangan untuk dimintakan
pendapat paling lambat akhic bulan April untuk
rencana  petnenuhan kebutubarr . PNS rahun

herikutnya.

Pendapat menteri yang  menyelenggaralkan urusan
pemerintahan 4 bidang  keuanpan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri
paling lambai  akhir bulan Mei uniuk rencana

pemenuhan kebutuhan PHNS twhun berikutnya.

FPetetapan  kcbutuhan PNS pada setiap Instansi
Femerintah  setiap tabun ditetapkan aleh Menteri
paling lambat akhir bulan Mei tahun herjalan.

Fenetapan kebutuhan PNS sebagaimsana dimaksod

pada avat [1] dilakukan berdasarkan usul dari:
&, PPH Instansi Pusal; dan

I FPKE Instansi Davrab vang dikoordinasikan obek

Gubernur.

Pasal 13

Dalam pembenan pertimbangan teknis Kepala BKN dan

penctapan kebuluhan FNE olech Monileri sebapairmana

dimaksud dalam Pasal 12 avat {2) harus memperhatikan:

o

uniuk Instansi Pusat:

I. susunan organisasi dan tata kerja;

2. jenis . ..
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. Jenis dan silal urusan pemerintahan vang menjadi

fanpgunpiawabnya;

Jumlah dan komposisi PNS vang tersedia untuk

sefiap jenjang Jabatan,

. jumlah PNS yang akan memasuli Batas Usia

Pcn=un;

rasie jumlah antara PHN3 vang menduduki Jahatan
adminiztrator, .Jabalan pengawas, Jabatan

pelaksana, dan JF dan

rasio Antara anpgaran belanja pegawal dengan

anggaran belanja secara Reselurtihan,

uniuk Instansi Daerah provins:

l.
2,

data kelembagaan,
mtnlah dan komposizie PNS vang fersedia pada
setiap jenjang Jabalan,

Jutnlah PNS wang akan memesuki Hatas Usia

Pensinm;

raxio antara  jumlah PN&  dengan jumlah

kabupaten atan kota yang dikeordinasikan: dan

rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

AngEdaran belanja secara Keseluruhan,

urrilk Ingtans Daerah kabupaten fkotas

1.
.2_

dala kelembagaan:

luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi
daerabh untuk dikembanglkan;

jumlaty dan kemposisi PNS yang tersedia pada
setiap jenjang Jabatan,

jumlzh PN3 yang sken memasuki Batas Usia
Pensiun;

5. rasio . ..
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2. rasio  antara  jumlah PNS dengan jumlah
Petdudulk: dan

fi. raszio antara anggaran belanja pegawai dengan
anpearan helanja secara keseluruban,

Fasaj 14

Dalarn hal keburuhan PMNS vany telah ditctapkan pada
Instansi Pemerntah  tdak seluruhnya  direalisastkan,
Menitenn dapat mempertitnbangkan scbapal tambahan
usulan kebulubhan PHNS uniuk tabun berikutnyz,

BAB 1l
FEN{GADAAN

Eapal Kesaru
U

Pasal 15

Penpadaan PNS  di Instansi  Pemerintah  dilakukan
berdasarkan pada pEnetapan kebutuban PN3
sebapdimana dimaksud dalam Pasal 12,

Fazal 16

1) Untuk menamin  kualites PNS, penpadaan PNS
dilakukan zecura nasional.

£21 Pengadaan PNS merupakan kepiatan untuk mengisi
kebniuhan;
a. Jabatan  Administrast, khusus patda  Jabatan
Pelaksana;
b. .Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JE ahli
pertamsa dan JE ahli muda; dan

. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada
JF pemula dan terampil.

Pa=zal 17 .., .
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Faxzal 17

(1} Lalamn rangksa menjaumin obyektifitas pengadaan PNS

(2}

[3)

(4]

secara nasichal, Menlernt membentuk panitia seleksi

nasional pengadaan PNS,

Fanitia selekai nasional pengadaan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat {1] diketuai oleh Kepala BKN.

Fanitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana

dimaksud pada avat {1] terdin atas unsuar:

4.

il

2

kementerian vanp menvelenggarakan  urusan
pemerintabian i bidang pendayapunaan aparaar
TECRArad,

kementernian  vang  menvelenpggarakan  Undsan
pemerintaban ¢l bidang  pemerintahan dalam
negeri:

kementerian  yang  menyelenpgarakan  urusan
pemerintaban di bidang keuangan;

kementenian  vang  menyelenpgarakan Ll sarn
pemernnlahan di bidang pendidikan;

BKMN:

Badan Pengawasan Keuanpgan dan Pembangunan;

dan/aran

kementerian atau lembaga rerkair.

Panifia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana

dimakzud pada ayal (1) mempunyai tugas:

mendesain sistem selelsi pengadaan PNS;
menyusun soal selekai kompelens] dasar,;
menpgaardinasikan  instansi pembine JF dalam
ponyuisunan materi seleksi kompetensi bidang;

merekomendasikan  kepada BMenterl tentang
ambmng batas kelulusan sclcksi kompetensi dasar

untuk sctiap Instansi Femerintah;

o. melaksanakan . . .
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. melaksanakan scleksi kompetensi dasar bersama-
samd dengan [nstanai Pemenniah;
. mengolah hasil selelsi kompetensi dasar,
g, mengawasl pelaksanaan seleksi kompetensi dasar

dan seleksi kompelensi bidang:

h. menctapkan dan  menyampalkan lhasil seleksi
kompetensi dasatr dan menginteprasikan  hasil
seleksi kompetensi dasar dan scleksi kompetensi
bidang; dan

i. mengevaluasi  dan  mengembangkan  sistem

pengadaan PNE.

Kerentuan  lekib  lanjut menecnal susunan  dan
mckaniame korjd panida seleksi nasional pengadaan
PNS sebagaimana dimaksud pada ayar (1), avab [(2),
avat 3. dan ayat (1] diatur denpan  Peraluran
Menteri.

Paszal 18

Dalam rangka pelaksanaan penpadaan PHS di
Instansi Pemerintah, PPK membeniuk panitia seleksi

mstansi pengacdasn PHS.

Panitia sclekar instansi pengadaan PNS scbapaimana

ditnaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyIR2.

Paniun seleksi instansi pengadaan PHNS sebagaimana

dimaksud pada avat (1) terdir atas unsur:

a. unit kerja yang membidangl kepegawaian,

b, urit kerja vang membidangl pengawasan;

c. umt kerja vang membidanpi perencanaan;

d. unil kerja yvaneg membidangi Kevangasn; danfalag
. unit kcrja lain yang leckair.

Pambia scleksi instansi pengadasan PNS scbapaimana
dimaksud pada ayat (1] mempunyai tupsas:

. [MCIIY s ...
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menvusun Jadwal pelaksanaan selelksl penpadaan
FNS;

mengumumkan  jenis  Jabatan  yang  lowong,
jumlah PNS vang dibutuhlean, dan persyaratan
polamararn,

melakukan seleksi administrasi terhadap berkas
larmaran  dan  deokumen  persyaratan  lainnya
sehEgdlmana tercantum dalam pengumuman;
menylapkan SATATEA pelakzanaan selelis]
kompetensi dasar dan seleksi kompetensi Bidang;
melaksanakan seleksi kompetenzi dasar hersamma-
sama dengatt panilia selcks] nasional penpadaan
PN5;

mulaksanakan selekal kompelensi bidang;

mengumumban hasil sclcksi administrasi, hasil
seleksi  kompelensi  dasar, dan  hesil  seleksi

kempetensi bidang, dan

mengusulkan hasil selelsi tes kompetensi mdang

kepada panirla seleksi nasional,

[Pasal 19

FPengadaan PNS scbagaimana dimuaksud dalam Pasal 15

dilalukan melalui tahapan:

a,
b

el

pPeICNCanaan;
penigumuItian lewonpan,
pclamaran;

selclosi;

pengumuman hasil selelesi;

penpangkatan calon PNS dan maza percobaan calen
PNS: clan

pengangkatan menjadi PNS.

Eapian Kedua . .
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Bagian Kedua
erendcatiaan

Paxal 20

(1} Fanitia selzksi nasional pengadaan FNS dan panitia

(2]

(1]

[2]

seleksl Inslansi  pengadaan PNS  menyusun dan
menetapkan perencanaall pengadaan PNS.

Ferencanaan pengadaan scbagaimana dimaksud pada
ayat {1] paling sedikil melputi:
A, jadwal penpadaan PHS; dan

b. prasarana dan sarana pengadaan FNS.

Bapan Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 21

Panitia aelelos nasicnal pengadaan FN3
mengumumkan  lowongan Jabatan PNS secara
terbuka kepada masyarakal,

Fengumuman sehagaitnana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikt memuat:

a. nama Jabaran;
b. jumlah lowongan Jabatan;
kualilikas pendidikan; dan
d. Instanm Pemnenntah yang membutuhkan Jabatan

FNA.
Fasal 22
Panitma scleksi LS LANS] peTeadaan FNE
mengumumkan lowangan  Jabwran PNS S ssocara
terbuka keparly masyarakat berdasarkan

pengumuman lowongan oleh panitia selels masional
pengadaan PN: sebapaimana dimaksud dalam Paszal

21,
(2] PeEngumumat . . .
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{2] Pengumuman sebagaitnana dimaksud pada avat (1]
dilaksanakan paling sinpkat 15 {lima belas) han
kalender.

{+2]

(1}

Fengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (1),
paling sedhilat memuat:

E.

a
b
.
d
T
£,

nama Jabarar,;

. jumlah lowongan Jabatan;

unit. Kerja penermpatan;

kualifikasi pendidikan;

alamat dan tempat lamaran dilyjukan;
Jladwal tahapan selelosi, dan

syarat ¥ang harus dipenuhi oleh seriap pelamar.

Eagian Hecmpat
Felamaran

Pasal 23

Sctiap warga  negara Indonesia | mempunyai
kesempatan vang sama Uniuk melamar menjadi PNS
dengan metnenuhi persyacatan sebagal berkue;

o

usia paling rendah 18 [delapan belas] tabun dan
paling Lingp 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat
melamar,
tidalr pernab dipidana dengan pidana penjara
herdasarkan  pulusan pengadilan vang  sudah
mcmpunyai  kekuatan hukom tetap karena
melakukan tmdak pidana dengan pidana penjara
2 [clua)] tahun arau lebih:
tidak pernabk diberhentikan denpan hormat tidak
dtas permintaan sendin atan tidak dengan hormat
sebagal PNS, prajunt Tentara Naswonal [ndonesia,
anggota Kepolisian Nepara Republik Indonesia,
atpu dihechentbkan lidek denpan hoemmnar sebapas
PCEAWAL SWASLE;

d. tidak . ..
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d. tdak berkedudukan schapgar calon PNS, NS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anpggota
Ketwlisign Negara Repubilik Indonesia;

o Ldak menjudi anggels alau  penguius  partai
politik atau terlihat politik praktis,

f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan

pursyaratan Jabatan:

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan
persyuratan Jabatan yvang dilamar;

h. Dhersedia ditcmpatkan di sehingh wilayah Mepara
Kesatuan Republik Tndonesia atau negara lain

vang diteniukan oleh Instansi Pemeriniah; dan

1. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan vang
ditetapkan vleh FPK,

(2} Batas usia sebagsimana dimaksud pada avat [1)
huruf a dapat dikecualikan bapi Jabatan terientu,
valtu paling tinggi 40 [empafr puluh) tahun,

I3 Jabatan tertentu sehagaimana dimaksud pada ayat
{2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24

(1) &setiap pelamar wajlb memenuhi dan menyampaikan
scmua persyaratan pelamararn yang lercanium dalam

PEEITIUTLATL,

[2) Setigp pelamar berhak untuk memperaleh informas
lentang  seleksi  pengadaan  PHS  dari  Instansi

Pemerintah vang akan dilamar.

Pasal 25

Penyampaian ST PETSYATALATL pelamaran
sebagaitians dimaksid dalarm Pasal 24 diterima paling
latna 10 [scpuluh} hari kerja sebelum  pelaksacsan
geloksi.

Bagian Kelima . ..
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Bagiai Kelima

Seleks dan Penguniuman Hasil Seloksi

{1]

{£]

3]

(4]

(1}

Pazal 26

Scleksi penpadaan PNS sebapaimana dimaksud dalam
Fazal 1% huraf o wrdin atas 3 (tiga) tahap:

Aa. scleksi administraz;
br. seleks) kompetensi dasar; dan

¢. sclekst kompetensi bidang.

Selelcai administrasi sebugaimansa dimalksud pada
ayar (1] huruf a dilsakukan untuk mencocokkan
atitara npersyvaratan administrasi dengan  dokumen

pelatnaran vang disampailkan cleh pelamar.

Selelisn kompetensi dasar  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) buruf b dilakuksn uaniuk menilai
kesesuaian antara kempetensi dasar vang dimiliki
oleh pelaunar dengan standar kompetens: dasar FNS.

Slandar kompetensi dasar schagaimana dimaksud
pada  aval (3] melipull karaktenistik pribkadi,
intelegensia urmumm, dan wawasan kebangsaan.

Seleksi kompeftenst bDidanyg schagmmeana dimaksad
pada =mval (1) humul ¢ dilakukan untuk menilai
kesesualan antara kompetensi bidang yvang dimiliki

oleh pelamar dengan slandar kompetens] bidang

sesual kebutuhaon Jabatan.

|*asal 27

FPamtia scleksi instansi pongadaan PN5 meolaksanakan
geleksi  administrasi terhadap  seluorah dolioimen

pelamaran yang Jilerimsa.

(2f Paritia . ..
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Panitia seleksi  instansi  pengadaan PNS wayib
mengumumkan  hasil  scleksi  administrasi  secara
terbuks.

Dalam hal dokumen pelamaran tidak mememghi
persyaratan adminisrrasi, pelarnar dinyatakan lidak

Iulus seleksl administras.

Pasal 28

Pelamar yang lulus scleksi adminisicusi sebapaimana
dimaksad dalam Pasal 27 mengikuti  scleksi

kompetensi dasar.

Selekst kompetensi dasar schagaimana dimaksud
pada avat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PNS bersama  panitia  scleksi

nasiondl pengadaan FHS.

Pelamar dinvatakan lulus seleksi kompetensi dasar
apabila memenuhi nilai ambang bataz minimal
kelulusan yong  ditenfuken dun berdasarkan

peringkal milal.

Pasal Ju

Pelamar vang dinyatakan lulus seleksi kompelensi
dasar sebapaimana dimaksud dalam Pasal 28

mcnpikuti seleks] kompetensi bidang,

Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilaksanakan oleh panitia  sclcksi
instanst pengadaan PNS.

Jummlah peserta yvang mengikut seleksi kompetenst
bidang  sebapaimana dimaksud  padas aval [2)
ditentukan paling banvak 3 (uga) kali jumlah
kebutuhan musing-masing  Jabatan  berdasarkan

peringkat nilal seleksi kompetensi dasar,

Pasgal 30 .,
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Pasal 30

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi ingtans pengadaan
FN3 dapat melakukan yji persyaratsn fisik, psikologis,
dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan  seleksi
kompetensi bidang sesual denpan persyaratan Jabatan

pada Instan=zi Pemerintah.

Pasal 31

(1} Hasil seleksi kownpetensi bidang disampaikan oleh
panifia  seleks] instansi penpadzan PNS kepada
panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

(2) Panitia sclcksi nasional pengadaan PNS menstaphkan
hasil akhir scleksy berdasarkan integrasi dan hasil
sclcksi kompetensr dasar dan hasil seleksi kompetens

bidang.

Pasal 32

PP menpumumkan  pelamar yang dinyatakas lalas
selekst pengadaan PSS secara terbula, herdasarkan
penctapan  hasil akhic seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21.

Bapian Keenam

Pengangkatan Calon PNS dan
hasa Perecobaan Calon PN

Fasal 33

Pelamar vang dinyatakan lulus  seleks]  sebagaimana
dirmaksud  dalam Pasal 32 diangkat dan  ditetaphan
s:bagai  calon FHNS  oleh PPE selelah mendapat
persetujuan leknis dan penctapan nomor induk pegawai

dar1 Kepala BKM.
Pasal 24 ..,
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Fasal 24

Calon PN3 sebapaimana dimaksud dalam Pasal 33

walib menjalani masa percobaan selama 1 [satuy)
Lahun,
Masa porecobaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

merupakan masa prajabatan.

Masa prajabalan sebagaimana dimaksud pada ayal
{21 dilaksanakan melalui prosez  pendidikan  dun

pelatihan.

Proses  pendidikan dan pelatihan  sebagaimana
dimaksud pada aval (3} dilakukan secara terintegrasi
untuk  membangun  intepritas moral,  kejujuran,
semnangal dan meotivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian vang ungeu] dan bertangguns
Jawab, dan  memperkuat  profesionalisme  serla

kompetensi bidang.

Pendidikan dan  pelatiban scbagaimana dimaksud
pada ayat (4) hanya dapat ditkeati 1 {sata) kali.
Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
thimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN,

Retentyan lebih lanjut mengenai pendichkan  dan
pelatihan sebagaimana dimalesgd pada avat (4], avat

(=, dan ayal [B] diatur denpan Peraniran Kepala LAN,

Pasal 35

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saast menjalani

masa poronbaan sebapaimans dimaksud dalam Pasal 34

dikernakan  sanksi  ridak boleh mengikoti seleksi

penpadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketujuh . ..
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Bagian Ketiyjuh
Pengangkatan Menjadi PHNS

Fasal 36
Calon  PNS  yang diangkat menjadi PNS  harus
mermarinh persyaralan;

a. lulus pendidikan dan  pelatihan  sehagsioans
dimaksud dalam Pasal 34; dan

E. &ehal jasmam dan rohani,

Calon  PNS  vang (elah  memenuhl  persyvaratan
sebagrainany dimaksud  pada avat (1) diangkat
menjadi PHNS nleh PPK ke dalam Jabkatan dan pangkart
aesual  denpan Ketentdan  peraluran perundang-

undangan.

Fasal 37

Calon PN5  yang  tidak memenuhi ketenruan
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 avat (1)

diberlentikan sehapai calon PRS.

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), calon PNS diberhentikan apahbila:
1. menpundurkan diri atas permintaan sendiri;
k. meningpal dunia;

. terbaikltn melakukan pelanpearan disiphin tingkat

sedang ateu berat;

d. memberikan keterangan atau buko vang ddak

benar pada wakiu moelamar;

e. dibuykum  penjara aan kurungan  erdasarkan
putusan pengedilan yvang sudabh mempunyai

kchkuatan hukum yang terap:

f. metyadi . . .
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I, menjadi angeots dan/atau penpories partai politik;
ddan

g tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada
saat dianghkat menjadi FNS.

Pasal 38

Dalar hal culun PNS sebagaimana ditnaksaud dalam Pusal
35 lewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan

bak Kkepegawaian sesual dengan Ketentuan peraluran

perandanpg-undangan.

Bapian Kedelapan
Sumpah /. Jami

Pasal 39

(11 Setiap caloen PNE pada saal diangkal menjadi PNS
wallb mengucapkan sumpah,/jan)i.

(2) Pengucapan sumpah/jan)i sebagaimana  dimakesid
pada avat {1] dilakukan pada saat pelantikan olch
FPK.

(-3 Sumpah/ijan) secbagaimana dimaksod pada ayat (1)
dilekukan mepunute apama  atau  kepercayaanonva
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 40

Sumpah /janji sebagaimana dimaksod dalam Pasal 39

berbunyt scbagan beriloat:
*ODemi Allah, saya bersumpah:

hahwa saya, untuk diangkat menjacdi pepawal neger sipil,
akan sehia dan taat scprnuhnya kepada Pancasila,

Unclang-Undang Dksar Negara Republik Indonesia Tahun
1943, negars, dan pemenntah;

bahwia - ..
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hahwa saya, akan mentlaati segaia peraruran perundanp-
undangan  yang  berlakbu  dan  melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan langgung jawab;

bahwa saya, akan scnantiasa menjunjung  Llingpi
kehormalan negara, pemerintah, dun martabat pegawai
negeri wpill. serta  akan  senanliasa  mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan says sendird,

SCECOTAlLE, atau Eﬂl'ﬂﬂgﬁﬂ]

baliwa saya, akan memegang rahasia zesuatu vang
memirill sifaltnya atau menurur perintah harus sara
rahasiuloan,

bahwa saya, skan bekerja dengan jujue, 1erlils, cermat,

dan bersermangal untuk kepentingan negara®.

Pasgal 41

(1) Daleams hwl  caloem PHNS  berkeberatan untulk
mcngucapkan sumpah kerena keyakinannyva tocntang
agama atau kepercavaanva kepada Tuohan Yang Maha

Esn, PIVS yang bersangkutan mengucapkan janii.

{2) Dalam hal calon PNS mengucapkan janjl scbagaimana
dimaksud pada eval [1], maka fraza “Demi Allah, sara
bersumpah”™ sebapadmana dimaksud dalam Pasal 40
dipanti dengan kalinal: “Demi Tuhan Yang Maha Esa,
sAya meonyvatakan dan  berjanji dengan aungplih-
sungguh”.

L3 Bagl valon PNS vanp beragama Kristen, pada akhir
sumpah/janji ditambahkan [rasa wang  berbuangi:

“Kiranya Tulian menolong Saya’,

4] Bagr . . .
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Bagl calen PNE vang beragama Hinduy, frasa “Demi
Allah” sebagaimanea dimaksud dalam Pasal 40, diganti

dengan frasa "Om Atah Paramawisesa®™

Bagi calon PNS yany beragama Budha, frasa “Demi
Allab® sebapuimana dimaksud dalam Pasal 40, digant
dengan frasa "Demi Bang [lyang Ad] Budha",

Bagi calom PNS yang berapama Khonghuoeu, frasa
“Dremi Allah® sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440,
diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di rempat yang
Maha tinpgl denigan bimbingan reheni Nali Keng Z2i.
Dipermuliakanlah™

Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha FEsa selain beragama [slam, Kristen,
Findu, Budha, dan Knonghucw, frasa “Demi Allaiy”
sebagaimana  dimuaksud dalam  Pasal A0 dipanti
dengan  kalimat  lain vang  =esuai dengan
kepercaysannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Pasal 42
sumpahjann diambil oleh PFR di lingkungannya
BLARILE- ASETIE,
PPE s=scbogammana dimaksud pada ayat {1) dapat

mcenunjuk  pejabat lain Jdi  lingkungannya untuk

mengamhbil sumpali/janji.

Pagal 4.3

Fengaminlan sumpah/janji sebagaimana dimaksicl
Jalem Pasal 39 dilakukan dalam upacara khidmae,

Calonn PNE yang mengangkat  suropahjanji
selapaimana dimaksud pada avat [1] didamping oleh

Searang robarniwan.

{3] Pengatnbilan . . .
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(3} Pengambilan sumpah/janji sebapaimana  dimaksucd
pada ayat (1} disaksikan vleh 2 {dua) orang PNS yanp
Jabatannya palmg rendabh samu dengan Jabatan
calon PNS yang mengangkat sumpah / janji.

(4} Pejabat yang mengambi]l sumpah/jenji sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 42 mecngucapkan
sumpah fjanji kelimal demi kalimat dan diikati oleh
calon PHS vanp mengangkat sumpah/ janii.

(3] Pada saar pengambilan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat [4], semua orang yang hadir
dalaon upacara diwajibkan berditi,

(6] Calan PNS wang telah mengucapkan sumpah/janji
sebagaimana  dimaksud pada ayac (1) ditetaphan
mnjads PHS.

I'agal
(1] Pgabat vang mengambil sumpahJanji memboat

berila acara lentang pengambilan sampabjangi.

(2] Berita acara scbagaimana dimaksiaod pada ayat [1]
ditandatangani  oleh pejabat yang menpambil
sumpuah/jan, PNS vang mengangkat swompah/janii,
dan saksi.

[3] Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat rangkap 3 [tiga), vaitu:

a. 1 [zatu) rangkap wuniluk PNS yang mengangkat
suropatfjanyi;

br. 1 (satu] rangkap wntuk arsip instansi Pemerintah
FN5 vang bersanpkutan; dan

<. 1 [satu] rangkap untuk arsip BEKEN.

Fazal 4>

Ketentuan  lebih lamput mengenai  petunjuk  teknis
pengadaan PHE dislur denpan Peraturan Kepala BEN.

BAB [V . ..
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Bagian Kesato
Pangkat dan Jabatan

Fuzal 46

(1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan
tingkatan Jabatan berdasarkan lingkat kesulitan,
tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi
pekerjaan vang digunakan schagal dasar pengpajian.

(2] Pabghkal sebagaimana dimaksaud pada avat (1] diatur
dalam Peraturan  Pomcrincah VANE  miengalur

mengenan g1, lunjangan dan fasilitas bapi PNS,

Pazal 47

Jabatan PNS terdin alas;

a. JA:
1. .JF; dan
. JPT.

Fasal 48

(1] Muotnenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan
JPT  toadya ditetapkan  oleh  Presiden  atas  usul
Instansi  Pemerinrah  terfait setelah  mendapat

prrumbangan Menter].

(2} Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pralama, JA,
dan JF untuk masing-masing satuan  organisas
Instansi  Petnenmtah  ditctapkan  oleh pirmpinan
Inslatst Pemorintah setelah mencdapal  perselujuan
Mentert,

Faszal 49 . . .
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Pasal 49

Pengisian Jabaton pelaksana, JF keahlian jenjang ahli
pertama, JF kererampilan jenygang pemula, dan JF
kKeterampilan  jerjang  rerampll dapat  dilakukan
melalul pengadaan PNS,

Pengisian Jabatan administraror, Jabalan pengawas,
JE keablian jetyang ahli utama, JF Keahlian jenjang
abhll madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF
keterampilan  jenjang  penvelia, JF kelerampilan
lenjang mahir, dan falau JPT dapat dilnkukan melalui
rekmatmen dan selcksi dari PNS vang rersedia, baik
vang berasal dart  internal  Instansi Pemerioeah
mauput PHNE yang berasal dari Instansi Pemerinrah
lain.

Ragian Kedua
Jabatan Administrasi

Paragrat 1

Jenjang, Tanggang Jawah, dan Akuntabilitas

Pasal 50

denjang JA dari vang paling tinggl ke vang paling remdah

terdirl atas:

A
tr.

[

(1]

Jabalan admunistrator;
Jabalan pengawas; dan

Jubatan pelaksana.

Pamsal 51

Fejabat administrator sebagaimana dimaksud odaloon
P'asal 30 hurul a berlanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serla
administrasi pemcrintahan dan pembangunan.

(2) Pegabat ., .
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(2; Pejabat  pengawss  sebagaimana dimaksad  dalam
Fasal 30 hural b hectangpung jawab mengendalikan
pelaksansan keplatan yvang dilekukan oleh pejabat
pelaksang.

(4) Pejabal pelaksana schagaimana dimaksud  dalam

Pasal 30 huruf ¢ bertanpgung jawab: melsksanabkan
kegiatan  pelayanan publik serta adminisirast
pemerintahan dan permbangunan,

Pas=al 532

il] Setiap  pejabat  admirisirasi  harus menjamin
akuntahlitas Jateatan.

2] Akunrahilitas Jabatan sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi terlaksanatva:

4, geluruh  kegatan  vang  sudah direncanakan
dengan beak dan clisicn scsuml standar
operasional  presedur  dan rersclenpggaranya
pemngkatan kinerja secara berkesimambungan,
beapi Jabatan administralor;

k. pengendalian seluruh keglatan pelaksanaan vang
dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar
operasional prosedur, bapl Jabatan penpawas; dan

€. kegilan sesudl  dengan standar  operasional
presedur, bag Jabatan pelaksana.

Fasal 53

Pejabal administrasi dilarang rangkap Jabatan donpan
JE,

Daragraf 2
Persyvaratan dan Pengangkatan

Pasal 54

{11 Persyaralan untuk dapat diangkat dalam Jabatan
admimistrator schagai benkut:

a. berstarus . . .
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berstatus FNE;

memiliki kualilikasi dan lingkual pendidikan paling
terutah sarjana alaw diploma v

riemniliki integntas dan moralitas yang haik;

memihki pengalaman pada Jabatan  pengawas
paling singkat 3 fuga) tahun atau JF vang
setingkal  dengan Jabalan  pengsowas  scsuad
dengan bidang (uges  Jabatan  vang  akan
diduduki,

seliap unsur penilaian prestast kerja paling sedilat
bernilal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
rietniliki hompetenat Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompelens: Sosial Kultural sesam
standar kompelenst vang dibuklikan berdasarkan
hasil evaluas oleh m pendal kinerja PNE di
instansinya; dan

sehal jasmani dan tohani.

Persyvaratan sebapaimana dimaksodl pada ayar (1)

dikecualikan bagi PN yanp mengikuli dan hglus

sekolah kader dengan predikal sangal memuaskan,

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan

penpawas scbagal berikut:

A,
b

d.

brersiatus PNS;

memiliki kyalifikast dan tingkat pendidikan paling
rendal diplama TTT atau yang setara;

tnerikikl integrilas dan moralitas yang baik;
memilik penpalaman dalam Jabatan pelaksana
paling smgkat 4 [cmpat] tahun atau JF yang
setinglkar  denpan  Jabatan pelaksana sesoai

dengan Indang  lugas  Jabatan yang  akan
diduduke;

o, sctiap . . .
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&, sehap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 {dua) tahun terakhir;

. memijliki  Kempetensi Teknis, Kompetensi
banajerial, dan Kempetensi Sosial Kultural sesuai
slandar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan

hasld evaluast oleh tim penilai kinerja PNS o

instansinya; dan

g. sehar jasimani dan rehani.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan
prlaksana schagal berikut:
a. berstatus PNS;

b. tmemiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling
rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yvang
setara;

c. rtelah mengikut dan  lulus  pelatihan terkant
dengan bidang tugas dan/fatag lulus pendidikan
dan pelaliban terintegrasi;

¢l rmemihkl integritas dan maoralitas yang haik;

€. memihki  Kompetensi Teknis, Bampelen s
Manajerial. dan Kompelensi Sosial Kaltural sesuai
dengan standar kompetensi yang ditctapkan; dan

[, sehat jasmani Jan rulian,

EBagl PNS vang berasal cdari daerab tertinggal,

perbatasan, danfatau terpencil vang akan diangkat

dalam  Jabatan  administrator  pada [nstansi

Femerintah i daerah  tertiinggal,  perbatasan,
danfatau  terponcil, dikecnalikan rari persvarEilan
kunalifikasi dan Lngkat pendidikan sebapaimana

thimaksud pada ayat [1} hurof b.

(@] PMS . L
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FN5 sebagaimana dimaksud pada ayal {5 wuib
memenuhi  persyaralan  kualilkasi  dan  tinghkat
pendidikan paling lama 5 {lima) tahun sejak diangkal
dalam .Jabalan.

Eetentuan  lebih lanjut  mengenal  sckoelah kader

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Pararuran Presidern,

Pasal 35

Komnpetensi Jabkatan administrator, Jabatan
pengawas, Jdan  Jubatan pelaksana sebagaimana
chmaksud dalam Pasal 34 avat {1] huraf {, ayat (3)
huruf I, dan ayat [@4) bumf ¢ meliputi Kempetensi

Tekrus, Kompetensi Manajerial, dan  Kompetetisi
Sosial Kulturai,

Kompetens: Teknis sebapgaimana dimaksud pade ayat
(1] dnkur dan lingkat dan spemiahisas: pendidikan,
pelatiban teknis fungsional, dan pengalaman bekena
SeCAra teknis.

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayar (1) chivkur dlan lingkal pendidikan, pelabhan
struktural  atau manajemen, dan pengalaman
ke [T P LA,

Kompetens: Sosial Kultural sehepgaimana cimaksd
pada ayat (1) diukur dar) penpgalaman kerja berkailan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, sukuy,
dan budaya schingga mcmiliki wawasan kebangsaan.
Ketontuan lebah latipae MTLETLRE ChaL pediman
PETTYLISLINATY Kompetensi Tektlis, Kompelens
bManajenzsl, dan  Kompetensi  Sosial Kuailural
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat {3], dan

ayat 4) diatur dengan Peraturan Menleri.

Paragral 3 . _ .
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Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

(1]

2]

(2}

(%
(5

6

Fusal 56

Jetiapp PN3 yang  memenuhi  syarat Jabatan
mMempunya kesempatan yvang sama untuk diangkat
dalam JA yang lewong.

PvB mengusulkan pengangkatan PNS  dalam  JA
kepade PPK setelah mendapat pertimbangan tim
penilal kincrja PNS pada Instans Pemeriniah.

Perlimbangsn om penilal kinerja PMNE sebagaimana
ditnaksud pada aval (2} dilakukan berdasarkan
perbandingan objektd antara kompetensi, kaalifikasi,
syaral  Jabatan, penilalan  atas  prestasi kerja,
Repommplnan,  kera  sama,  kreadvitas,  tanpa
membedakan jender, suky, agama, ras, dan golongan.
PPK menstapkan keputusan penganglaian Jalam JA.

PPK  scbapaimana dimaksud pada ayat [4) dapat
memberikan kuasza kepada pejabat di lingkangannys
untuk menctapkan pengangkatan dalam JA.
Ketentuan leih lanjut menpgenad tata cara pemberian
kuasa  penganghalan dalam JA sebuprimana
dimaksud pada ayar (5) diatur detigan Peraturan
Menteri.

Paragral 4

Faelantikan dan Pengambilan Suompah/JJanj

Jabatan Administrasi

Fazal 57

Sctiap PNS yang diangkar mernjadi pejabal adminisieator

dlan pejabmt penpawas wallb dilantik dan menganekal

sumpah /janj Jabatan menurat BEana atau

kepercavaannyd kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 58 . - .
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sumpah /janji Jabatan sebzpaimsana dimaksud dalam
Fasal 57 hervbunyi sebagal benkut:

"Dremi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan sctia dan taat kepada Undang-Undang
Dasar Nepura Republik Indonesia Tabun 1945 serta akan
rmerydlankan scgala peraturan perundang-undangan
dengan  selurus-lurusnya, denn dharma baktl o sayva

kepada bangsa dan negara;

bahwa =sava dalam memjalankan lugas Jabatan, akan
rmergunung  etika Jabatan, bekerja  dengan sebaik-

baiknya, dan dengan penuh rasa tangpung jawaly;

bahwa  saya. akan  mmenjaga indegritas,  tidak
menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan

dini dari perbaatan tercela;

Fasal 39
(1] Dalarn hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan
sumpah karcna keyakinan rentang  agamsz atsu

kepercayaannya kepada Tuhban Yang Maha Esa, PNS

yang bersangkuran mengucapkarn janji Jabsalan,

[Z2] Dalam . ..
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Dalam hal scorang PNS mengucapkan janji Jabatan
sebapaimana dimaksud pada ayar (1], maka kalimat
“Demi Allah,  saya bersumpsah™  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan kalimart:
“Demi Tuhan Yang Maha Esg, sqaya menrvatakan dan
benjanjy dengan sungguh-sungzuh”

Bagi PNS yeng beragama krosten, pada  alkhir
sumpah,janji Jabalan dilambahkan kalimat vang

berbunyl: "Kiranya Toban menolong sava”.

Bapl PNS vang beragama Hinchy, maka frasa *Demi
Allah™ sebagaimana dimaksud dalem Pasal 58 diganti

denpgan “Chm Atah Paramawisesa”.

Bagi PNS vang heragama Budha, maka (rasa “Demi
Allah® schagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipanti
dengan “Demi Sang Iyvang Adi Budha",

Begi PNZ vang beragama Khenghucu maka frasa
“Nemi Allah™ sebagaimana dimaksad dalam Pasal 58
diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yaong Maha
tingg dengan  bimbingan  rohani Nabi Kong  Zi
Dipermuliakanlah®.

BHagi FN& yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa selain beragama [slam, Wristen, Hinduw,
Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah”
sebapaimana  dimaksad dalam  Pasal 58 diganti
dengan  kalimat  lain wvane  sesual dengon

kepercavaannya ferbadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal mi)

Sumpah/janl Jabalan sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 57 dismbil olch PPK di lingkungannyas masing-
MmAasing.

(21 FPK . . .
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{41 PPK sebagaimana «dimaksud pada avat {1] dapat
menunjuk  pejabat  lain i lingkungannya untuk

menpambil sumpah fjanji Jabatan,

Pasal 61

{1] Pengamimlan  sumpah/jangi Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dilakakan dalam suatu
upzcara khidmat.

{4] PNS  yanp mcngangkat sampab/janp Jabatan
sebagaimana dimaksud pada avat [1] didampingi oleh
georang rohaniwan dan 2 (dug) orang saksi.

{3 Saksit schagaimana dimaksud  pads oaval {2
tnerupakan PNS vang Jabatannya paling readah sama
denpan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah fjan|
Jabatan,

{4] Pglabat vang mengambil sumpah/jani  Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mengucapkan
setiap kata dalamy kalimar sumpah fjanji Jabatan vang
dukutl eixh PNS vang mengmogkal  sumpan fjarg
Jabatan,

Fasal 62

Pengambilan  sumpah/jan)  Jabatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &1 dituangkan dalam berita acara
yang ditandatanpam  oleh  pejabat vang  mengambil
sumpah/janj  Jabatan, FN& yang mengatnglkat
sumpah f1an)i Jabatan, dan saks).

MPasal &3

ketentuan lebih lamyut mengenai tarta cara pelantikan dan
rengambilan sumpah{janji Jabmtan adminisitator dan

Jabatan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala BEN.

Faragral 5 . _ .
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Paragral &

Femberhentian dar Jabatan Administrast

(1)

(2]

i3]

(4]

(1)

(]

Pasal 64

PNS diberhentikan dari JA apabita:

4. mengundurkat diti dar Jabatan;

b. diberheniikan sementara sebagan PNS;

v renjalan cutl di luar tangpungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari & (enam) hulan,
e dilupaskan sccara penuh di luar JA; atew

. tidak memenuhi persvaratan Jabalan.

Dalam keadann terlents, permehonan popgunduran
diri sebmapzimans dimaksud pada ayat (1) hural a
dapat ditunda untuk paliog lama 1 [satu) tahun.

Selain alazan sebagaimana dimaksud pada ayse [1),
pejabat  administrator  dapat  juga  diberhentikan
apabila  Ldak melaksanakan  kewajiban untuk
memenubn persyvaratan kualilikasi  dan tingkat
pendidikaty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
avat (h).

PNS wang diberhentikan dar JA karena alasan
schapaimana dimaksud pada avat [1] hurel b, hurnaf
£, hurat d, dan ol & daparn dignghkal kembali sesaai
dengan .JA yang 1erakhir apubila tersedia lowongan
Jahatan.

Paragral &
Tala Cura Pemberhentian dari
Jabatan Administrasi

Paszal 65
Pembethentian dan JA diusulkan oleh PyB keprada
Pre.
FPPK meneclapkan keputuszan pemberbentian dalam
JA,
Pasal Ba .,
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Pazal &6

(10 PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 ayvat (2)
dapat memberikan kuasza keparla  pejabat di
hngkungannya untuk menetapkan pemberhentian
dalarn JA.

2} Ketentuan lebih lanjut mengenai 1ata cara pemberian
kuasa dalam pemberhentian dari JA sebagaimans
dimaksud pada ayatl (1) diatur dengan Peraturan
Menteri,

Bagian Ketliga
Jabatan Fungsional

Paragrafl 1
Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kateger. Jenjang,
Kriferig, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Fazal /7

Pgjabat  Fungsional  berkedudukan  dibawah  dan
hertangpung Jawab sccara langsung  kepada  pejabat
pimpinan tmggi pratama, pejebatl administrator, atau
pejalial  pengawas yang memiliki keterkaitan  dengan
pelaksanaan tugas JJP.

I*azal F.8

JF memihki tugss memberikan pelavanan Ungsional
vang berdasarkan pads  keahlian don keterampilan
tertentu.

Pasal &4

{1] ERategori JF rerditi atas:
a. JF keahlian; dan
h. JF kcterampilan.

(2] Jenjang . .
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Jenjang .JF Keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] huruf a, terdiri stas:

a. ahlutama;

b. ahl madya;

¢. uahll muda; dan

. ahl pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana  dimaksud
pada avat [1} huruf b, terdir atas:
a. penyelia;

k. makir;

oo terampil; dan

d. pemula.

Jenmjang JI ahli utama sebapgaimanza dimaksud pada
ayal () huruf a, melaksanalan tugas dan Nongs
utama vahg rensyaralkan koalibkas: profesional
tingkal tertinggl.

Jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksad pada
aval (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi
utama vang mensyaratkan kualifikas) profesional
tingkat nEE,

Jenjang JF ahli muda zebagaimana dimaksuadd pada
ayat {2] huruf ¢, melaksanakan tupas dan fungsi
LUlama vang mensyaratkan kuoalifikast profesional
Ungkat lanjutan.

Jempang WJJE ahli pertama scbagaimana dimaksud
pada avat (2] huruf d, melaksanakeon tugas dan
fungs: utama  yang mensyaratkan kualifikasi
profesional tingkat dasar.

Jenjang JF penyelia sebagmmana dimaksud pada
ayat 5y huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi
koardinasi dalam JF keterampilan.

2] henjang . ..
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(9 Jenjang JF mahir zebagaimana dimaksngd pacla ayat
13) hurat b, melaksanakan tugas dan Tungs] utama
dalam JIF keierampilan.

(10) Jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} huruf c, mclaksanakan rugas dan fungsi
vang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan,

{L1] Jenjang JF pemuwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} hurnl d, melaksanakan lopas dan Tungs:

yang bersifat daszar dalam JF keterampilan.

Pazal 70}

JF ditetaplean dengan knteria schagm berikut:

4. fungs] dan tugasnya berkaitan denpan pelaksanaan
fungsi dan tugas Inslansi Pemerintah,

b. mensyaratkan keahlian araun keterampilan lerieniu
vang  diboktikan dengan serhkas danfatag
penilaian terteniu;

. dapal  disgsun  dalam suatu jenjang Jabaran
berdasarkan linghkat kesulitan dan kompetensi;

d. pelaksanaan lugas yang bersifat mandiri dalam
rmenjalankan {ugas profesinys; dan

& Kegialannya dapat diukur dengan satuan rulai atan

akumulasy nilai butir-butir kepiatan dalam bentuk
angla kredil.

Pasal 71

(1) Sctiap pejabat  fungsional harus METATII

akuntabilitas Jabatan,

() Akuntabilitas Jahatan sehagaimana dimaksud pada

aval (1) meliputi terlaksananya;

a, pclavanan .
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4. pelavanan  fungsional  berdasarkan  keahlian
ferteninl vang dimilike dalam rangka peningkatan
Kinerjs orgamsasl sccara berkesinambungan bapi
JE keahlian; dan

tr. pelayanan (ungsional berdasarkan keterampilan
tertentu vang dimiliky dalam rangks peningkatan
kincrja erganisasi secara berkesinambungan bag

JRE kelerampilan.,

Paragral 2

Klasifikasi Jabaran Fungsionsl

Pasal 7

(11 JF  dikelompokkan  dalam klasifikasi  Jabatan
berdasarkan  kesamaan  karaklerisiik, mekanisme,
dan pola kerja.

(2) Kerentuan lebih lanjul mengenan klasifikasy Jabatan

sebagaimana dirmaksugd pada ayat (1) diatur dengan

Poraturan kenteri.

Paragral 3

Penolapan Jabatan Fungsional

Pasal 73

(1} Penetapan JF dilakukan nleh Menteri berdasarkan

usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah denpan

teracy pada klasitikasi dan kriteria JF.

(2} Dalam hal diperlukan, Menteri dapal menetapkan JF

ranpa usulan dan pimpinan lnstans: Pemerintah.

(3 ketentuan ...
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hetentuan lebibe lamjut mengensl latd cdra
pengusulan dan  penslapan JF diatur denpan
Peraluran Menter,

Paragral 4

Fengangkatat dan Persyaratan Jabatlan Fungsional

{1]

(2]

]

(4}

(L

Puasal 74
Penpangkatan PHNE ke delam JF keahlian dan JF
keterampilan dilakukan melalii pengangkatan:
4. pertama;
b. perpimdahan dari Jabatan lain: arau
€. penyesuaian.
elamn penganghkalan sebagaimana dimaksud pada

ayar [1], pehgangkatan ke dalam JF lerlentu dapad
dilakukan melalui penpanpgkatan PPPEL

Jenis JF tertentu sebagaimana Jiemabesud  pacla avat

(2} diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan  letah lappl! mengenar lata cara
pengangkatan JF melalul pengangkatan PPPK diatur

dengan Peraturan Pemerintah tersendird.

Paxal 75

Pengangkatan  dalam  JF keahlian melalw
peEngangialan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ™ huwrul a harms memenuohn persvaratan
gebagar berikul:

a. Dberslaluzs PHS;

b. memiliki mtegritas dan moratitas yang baik;

<. schat. ..
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¢, zehat jasmanm dan rohani;

d. berijazah paling rendsh sarjana atau diploma 1v

sesuml  denpan kualbfikasi pendidikan yang
dibutuhkan:

¢, mengikuatt dan lulus uji Kompetensi Teknois,
Kompctensl Manajenal, dan Komperensi Sosial
Rultural sesual standar koempetens vang tetah

disusun oleh instansi pembina;

{. milal prestaz1 kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 1 {satu] tahun terakhir; dan

g syarat lamnya vang ditetapkan oleh Menteri.

Penpangkatan pertamna sebagaimana ditnaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengis
lowongan kebutuhan JF  vang telah ditetapkan

melaly pengadann PHNS,

Pasgl 76

Fengangkatan dalam JF keahlian e lalui
perpindahan dari Jabatan  lain sebapaimana
dimaksua dalam Pasal 74 hural b harus memenuhi
persvaratan sebapal benkut:

H. berstatus PNS;

b. memiliki imlegritas dan moralitas yang baik,

sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma [V
sesual  dengan  kualilkasi  pendidikan yanp
dibutubkan;

¢. mengikuti dan lulus wji Kompelensi Teknis,
Eompeternst Manajenial. dan Kompetensi Soszial
Kultural sec=zual standar komperensi yang telah

tlizusiin oleh instans pembina;

{. memiliki . .
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memilikil pengalaman dalatn pelaksanzan tugas di

bidang JF yang akan diduduki paling kuranpg 2

(dua) tahun:

nilen prestast kerja paling sedikil berpilal baik

dalam 2 [duga) tahun terakhir:

berusia paling tinggl:

1] 33 {ima puiub oga) tabun untuk JF ahl
Perlama dan JF ahl muda:

2] 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli

madya, damn

3] &l fenam puluh) tahun untuk JF ahh utama
hagi PNS yvuang telah menduduk JPT; dan

syarat lainnva yvang ditetapkan oleh Menter.

(20 Pengangkatan JF keahlian scbagaimana dimaksud

pada ayat {1) haris mempertimbangkan ketersediaan
lewaongan Kebaiubam unluk JF yang akan didoduks,

Basal 77

(1) Penganpkatan dalam JF kcalilion telalui

penyesuaian sehagaimana dimaksud dalam Pasal 74

huruf ¢ harus memenuhi perayaratan sebagai berikuar

a.
b.

c.

berstatus PNE:

memiliki incegriras dan moralilas yvang baik;
sehat jasmani dan robani;

berijazah paling rendsh sarjana atau diploma Lv;

merniliki pengalaman dalam pelaksanasn iugas di
hidang JF yang akan diduduki paling kurang
2 [chaa] tahoarg

nikal prestysi kena paling sedikol bernils hak
dalam 2 {dua) tahun rerakchir; dat

syaral lainnys yagr ditetapkan olebh Meniaron

(] Pernpanghkalan .. .
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Fenpangkatan dalam  JF keahlian  sebagaimana
ditnakksud pada zval (1) dapat dilakukan apabila PN3
yang bersangkutan pada sasl penclapan JF olch
Menter memiliki pengalaman dan masih menjalankan
tugas di badang JF yang akan didudukl berdasarkan
kepulusan PyB.

Penyesualan dilaksanakan 1 {satu} kali untuk paling
laina 2 [dua} tahun scjak penetapan JF dengan

raempreriinbangkan kebuluhan Jabatan,

Pasal 78

Pengangkataty dalam  JF  keterampilan melalud

plipanpidalan pertama sebagaimana dimaksd dalam

Fasal 74 hurul a harus memenuhl  persyaratan

schapal beriknt:

a. berstatus PN

b, memiliki inlegritas dan moralilas yang baik;

i, sehat Jasmand dan rohani;

. berjazah paling rendah sekolah lanjuran fingkar
atags  Aafay selara sesudd dengan kuslifikosi
pendidikan vang dibutnhkan,

c. menglkutt dan lolus  wji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesnai standar kompelensi yvaneg lelan
disusun vleh nstans: pembina;

F,. nulal prestasi keria paling sedikil hernilai beailk
dalatn | [salu) lahun terakhic: dan

E. syarat lainnva vang ditetapkan oleh Menieri.

Pengangkatan pertama sebagmimana dimaksud pada

avat [l] merupakan pengangkatan untuk meongisi

tewongan  kelbatlyhan JF wanp  telah  ditetapksn
melalui pengedasan PHNS.

Pasal 7%, ..
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Pasal 749

Penpangkatan  dalam  JF  keterampilan  melalui
perpindahan dari Jabatan  lain scbagaimana
dimaksud dalam Pasal ¥4 huruf b harus memenuhi
persyaratan sehapai berikut;

., berstatus PNS:

b, memilik] integritas dan moralitas vane baik;
schat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendab sckolah lanjutan rinpgkat
dtas atan setara  sesus]  denegan kusalifikasi
pendidikan vang dibutuhkan;

¢, mengikatt dan lulus ujl Koempetensi  Teknis,
Kompelens: Mangjenal, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesual standar kempelensi yang telah
disusun oleh instanst pembina;

{. menuliki penpalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang
2 [dua| tahun:

g nilai prestas kerja paling sedikit hernilai bak
dalam 2 {dua)] tahun terakhir;

h. usia palitg Unggl 53 {lima puluh tipa) tahun; dan

1. gyarat lamnya yang ditetapkan oleh bMenteri,

Fengangkalan JF keterampilan sehagaimana

dimaksud pada ayat (1} harus mempertimbangkan

kelersediaan lowongan keljiuhan untuk JF vang
akan diduduki.

Mazal 80

Penpganpkatan  dalam  JF  keterampilan  melslo
peayosualan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 74

huruf ¢ harus memenuhi persyaratan sebapai berilout:

4. beralaios .. .



<)

(3]

(1]

(K}

MeEES D E™
REALJBLIN IMRNODRES|A

an

19 -

a. berstaius PHNS;
b. memiliki infegritus dan moralitaz vang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah puling rendah sekolah lanjulen tingkat

ALAs Aldl setara;

=, memilikl penpgalamen dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF vang akan diduduki paling singkat
2 [dua] tahun;

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernild baik
dalam 2 [dua) tahun terakhir, dan

g svarat lamnya yang ditetapkan aleb Menler,

Penganpkatan dalam JF ketcrampilan sebagaimana
dimaksud pada ayar {1) dapal dilakukan apabila PNS
yang pada sant penetapan JE aleh Menteri memiliki
pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang

JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyR.

Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali uniak janska
waktu paling lama 2 {dua) tahun techitung sejak
ranggal penetapan JF dengaon mempertimbangkan
kebutuhan Jabalan,

Fazal &1

Pengangkatan  dalam  JF  keahlisn  dan  JF

kelerampilan melalui promosi scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf d harus memenuhi persyaratan

sebagal berikut:

a. mengikuti dan Julug wi  Kempetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai slandar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembiog;

Ba. milamg.
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b, nilai presasi kerja paling sedikic bernilai hadk
dalam 2 {dua) talwan terakhir; dun

c. syaral lamnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan JF keahlian dan JF  keterampilan
sebapalmana  dimaksud  pada ayat (1] harus
mempertimbangkan ketersediaan I ongan
kebutuhan untuk JF vanp akan diduduki.

Faragraf o
Tata Cara Pengangkalan Prriama

dalam fabalan Fungsional
FPasal 52

PvE menpusulkan pengangkatan pertama PNS dulam
JbF kepada PPK untuk:
. JF alili pertama;
t, JF ahli muda;
. JF prmula; dan
d. JF lerampil.

Fengangkatan pertama  dalam  JF sebagmimana

dimaksud pada ayvat [1) ditetaploan oleh PPK,

Paragral i

Tata Cara Pengungkatan dalam Jaluatan
Fungsional melalui Perpindahan Jabatan

il

Pasal 83

Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatao
divusullan oleh:

4. PPK kepada PFresiden bagi PNS vany akan
mendudulki JF ahli utama; atau

h., PyB. . .
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b. PyR kepada FTE bap PNS yvang akan menduduki
JF sclain JF ahli utama schapgaimana ditmaksud
pada huruf a.

[2} Fengangkatan dalam JF schagaimana dimaksud pada
ayat [1) huruf a ditctapkan oleh Presicden,

[3] Pengangkatan dalam JF sehagaimana dimaksud pada
ayat (1] hural br ditelapkan oleh PPE.

Farapraf 7
Tala Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesalan

Fasal 84
1] Penpangkatan PNS vang akan menduduk JF melalui
penyvesuaian diusulkan cleh FyB kepuada PRE.

i) Pcngangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud
pada axat (1) ditelapkan oleh PPE.

Paragral &
Tata Cara Penganpgkatan datam Jabaran Fungsiona
meclalui Prormos

Pasal 83
(1} Pengangkatan dalam JF melalui promosi diuswlbkan
olch:

a. FPK kepada Preasiden hagi PNS  yang  akan
mienduduky JF ahli ulama: atau

b PyB kepadu PPK bagi PN3 yvaneg akan mendudule
JF selain JF ahbh gtama sebapgaimana dimaksud
pada huraf a.

(<) Pengangkatan dalam JF sebapaimana dimaksued pada
awat (1} hurul a ditctapkan oleh Presiden.,

(3} Pengangkatan dalam JF sebagsimana dimaksud pada
ayat {1] huruf b ditetapkan cleh PPK.

Parapraf 9
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Faragraf 9
Fendelegasian Penpangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 8o

{l] PPk dapar memberikan kuesa kepada pojabat vang
ditunjuk i lmgkungannya unmuk menctapkan
pengangkatan dalam JF sclain JF ahli madya.

i) Krtentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemberian
kuasa penpangkatan  dalam  JF sebapaimand
dimaksud pada myat (1) diatur dengan Peraturan

Menilern,

Paragral 10
Pelantikan dan MPengamlywlan Sumpah/Janji

Pasnl &7

setiap PNS yang diangkat meryadi pejabat fungsicnal
wallh dilantik dan diarobil sumpah/janji menurat agama

aldll kepercayaannya kepada Tuban Yang Maha Eza.

Basal 88

sumpah /e Jabatan scbhapaimanz dimaksud dalam

Fasal 87 berbunyi sebagail berikut:

"Drermi Allah, sava bersitmnpah:

bahbwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang
Dazar Megara Republik Indonesiz Tahun 1843 serta alan
menjalankan  segala  peraturan  porundang-dncangan
dengan  selurus-lurusnya, demi dharma  bakti  saya

Lepada bangsa dan negara,;

bahwa . ..
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Babwa sava dalum menjalankan tugas Jabalan, akan
menjunjung <tika Jabatan, bekerjn dengan  sebaik-

bailhwa, dan dengan perntuh rasa tanggung jawal;

bahwa  saya, skan menjaga  integritas,  tidak
menyalabpunakan kewcnangan, serca  menghindarksan

oiri dart perbuatan tercela:

Faszal &t

(1] Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan
sUNLpE KATeNd  keyakinan  temang apama alag
kepercayvaanyva kepada Tuhan Yanpg Maha Fsa, PNS

yang bersanskutan mengucanpkan janji Jabatan.

(2] Dadatn hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan
sehagaimana dimuaksud pada ayat (1], meka kalimal
"Iemnt Allah,  =zaya  Dersumpab” sebagsimana
tirnaksud dalam Pasal B3 dipanti denpan kalimat;
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan

betjangi dengan sungguh-sungpuh™

(3] Bagi PNS vang beragama Knsten, pada  aklur
sumprabf janji Jabatan ditambahkan kalimal:

*Kiranya Tuhan menoleng saya”

4] Bagi . . .
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(4] Bagi PN5 yang beragarma Hindd, maka frasa “Demi
Allah” scbagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganl
dengan "Om Atah Paramawiscsa”

[3] Bagl PNS yang beragama Budha, maka frass “Temi
Allah” sebapaimana dimaksud dalam Pasal 88 digant
dengan “Detni Sang Hyvanp Adi Budha”

[&] Bagi FNS yang bcragama Khonghuowu maka frasa
“Temi Allah® sehagaimana dimaksud dalam Pasal 88
diganri dengan "Kehadirat Tian di tempal yang Maha
tingg  cdengan bimbinpan  rohanmi Nali Keng 2
Dipermulinkanlah™

{7] Bagi PN8 wang herkepercayaan kepada Tuhan Yang
baha Esa selain beragama Islam, Kristen., Hinduw,
Budha, dan Khonghuen maka [rasa “Demi Allah®
scbagaimana  dimaksud dalam  Paszal B8 digaot
dengan  kalimst lain  wang  sesuai dengan
kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Fasal 90

(1] Sumpah/janji .Jabatan diambil olch  FPK i
lingkungannya masing-musing.

{2] PPE sebagmuimana dimaksud pada ayat [1] dapat
menunjuk  pegjabat lain di lngkunpannys untuk
mengambil sumpdh /janji Jabatan.

Pasal 91

{1] Penpambilan sumpalh/janji Jabatan dilakukan dalam
sat Upacara kbidmat.

{2] PNS  yang mengangkar sumpah/janji Jabatan
diddamping eleh scorang rohaniwan.,

{3] Pengambilan sumpah/janji Jabalan disaksikan olzh
dua orang PNS vang Jabatannya serendah rendahnya
sama  detgan Jabatan  PNS vanp  menpangkat

suumpah JJang Jabatan.

[4) Mgpabat . .
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(4)Pejabat  vang  mengambil sumpah/janji  Jabatan,

{1]

{2]

{3

mengleapkan  susunan Kata-katw  sumpah /fjanji
Jabatan kahmat demi kalimnat dan dikuco olch PNS
vang mengangkal sumpah/jan) Jabatan.

Fasal 92

Fzjabat vamg mengambil sumpah/janji  Jabaian
membuat berita acara renlang pengambilan sumpah
janji Jabatan tersebual,

Benta acara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditandatangani oleh  pejabat  vang  mengambil
sumpah/janji  Jahkaran, PNS yang menpanglat
sumpah fjangt Jabatan, dan salosi.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayac (1)
dibuat rangkap 3 [tigal, ¥aitu salu ranpkap untuk
N3 vang mengangkal sumpah/jani Jabaran, san,
rangkanp untuk  Instansi Pernerimlah YAang
bersangkilan, dan satu rangkap untuk BEN,

Fazal 93

hetontuan lebib lanjul mengenal tata cara pelantilean dan

pengambilan sumpah/janji JF diatar dengan Peraburan
Eepala BKN.

Paragraf 11

Pemberhentian daci Jabatan Fungswonal

Fasal o4

(10 PNS diberhentilan dari JF apabila

a, mengundurkan dir dari Jabatan;,

b, diberhentikun sementara sebagai PNS,

¢ Tenjalani ..
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roetiyalant cutl di luar tangpungan negara,;

c
d. roengalani tugas belajar lebib dari 8 [enam| bulan;
e, dilugaskan secara penygh di luar JF; atan

M.

tidak memenuhl persyaratan Jabatan.
(2} PN& wyang diberhentikan dari JF karena alasan
sebagaimana ditnaksud pada avat (1) huraf b, horal
¢, huraf d, dan hunaf e dapal diangkat kembali zesuai

dengan jemjang JF terskhir apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Faragraf 12
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Fasal 95

(1} Pemberhentian dari JF diusulkan olch:
a. FPK kepada Presiden bagh PN3 yang menduduki
JF ahll ntama; atau

b. FvB kepada FPK bagi PNS vanp menduduki JF
selain JJF ahll utama sebagaimana dimaksud pads
brarafl a.

2} Pemberhentian dan JF zcbagaimana dimaksue] pads
apar i) huruf 4 ditetapkan oleh Presiden

{}] Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada
dayat (1) huruf b ditetaplkan oleh PR
Fazal 96

FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 avat (3
dapat memberikan kuasa kepada pejabat vang ditunjuk
di linghungannys uniuk menctapkan pemberhentian dari
JF selain JF ahli madya.

Pa=zal 57

kKetentuan lebibh lanjut mengenar tata cara pemberhentian
dari JF diatur dengan Peraturan Menterd,

Faragral 13 . ..
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Faragraf 13
Rangkap Jabatan

Fazal S8

Dalanm  ranglka  spumalizasi  pelaksanaan  lugass  dan
pencapaian  kiners  organisasi, pejabat  fungsional
dilarang rangkap Jabalan dengan JA atau JPT, kecuali
untuk .]A atau JPT yvang kompetensi dan bidang tugas
Jabarannya sama dan tidak dapar dipisahkan dengan
kompetens! dan bidang migas JF,

Faragraf 14
[hatansl Pembina

Pasal 4

{1] [nstansi pemhbina  JF  merupakan  kementerian,
lembapa peterintah nunkementerian, atau
kesckretanatan  lembaga nepara vanp  sesual
kekhususan tugas dan fungsinyva ditetapkan memyadi

nslansi pembina suatua JF.

{2] Instansi pemhina berperan scbagar pengelola JF vang
menjadi tangging  jawabnya  untuk  menjamin
terwujudnya  atandar  kualitas dan  profesionalitas
Jabatan,

{3] Balam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud
pada ayat [2], instansi pembina memiliki tugas
sebapal benkut:

a. menyusun podoman fermast JE;

b. menyusun standar kompetensi JF;

¢. menyusun pelunjuk pelakzanaan dan perunjuk
leeknis JF;

. roenyasun . .
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menyusun  standar  kualitas  hasil kerja dan
pedoman penilaian kuaulitas hasil kerja pejabat
flingsional;

menyusun pedoman penulisan karva lulis/karya
ilmiah vang bersifar inevatif di bidang tugas JF,
menyilyun kankulum pelarihan JF;
menyelenggarakan pelatihan JF;

mumbina penyelengguraan pelatthan fungsional

pada lembaga pelatibian;

menyelenpgarakan uyi kemapelensi JEB;
menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;

telaklikan sozializasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjilk teknis JF;

mengembangkan sisteny infucrmasi JF;
memiasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
membasililas pembentukan arganisas prolesi JF;
memfasiitasi penyusunan dan penstapan kode

etik prefesi dan kode penilakw JF;

metakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacy kepada Ketentuan yang telah ditelapkan
olety LAN;

melakukan pemancauan dan evaluasi penerapan
JE i oseluruh Instansi Pemerintah vang
menggunakan WJahalan terschut; dan

melakukan koordinasi dengan inslensi pengguna
dalam  rangka pembinaan  karier  pejabatc
lunpgsintal.

i koemperensi gebagaimana dimaksud pada avat [3)
huruf 1+ dapat dilakukan oleh [hstanzi Pemecintah
pengguna  JF o setelah mendapat  akredilasi  dan
Instansi perobina.

(2] Instlanst . ..
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[5h Instansi  pembina  dalam melaksanakan tugas
pengelolaan wapk menyampaikan  secara berkala
setlap tahun hasil pelaksanaan tupas sebagaimana
dimaksad pada ayat (3) hurol a, buruf b, humf o,
huruf d. hareuf ¢, bhanal 3, harf k, oaaf [ hoaeof m,
hurul n, hurnuf o, hural g, dan harul e, pengelotaan JF
vaig dibinanya sesuwi  dengan perkembangan
pelaksanaan J¥ kepada Menteri dengan tembusan
Kepala BEN.

(B Inslansl pembina  menyampaikan  sceara  berkala
sctiap  tahun  pelaksanaan  tagas schapaimana
dimaksud pada ayat (3) hurat f, horal g, hucof b,
Puraf 3, dan hurnal p  kepada  BMenteri dengan
tembusan Kepala LAN,

[7h Ketentyan letnh lanut mengenai penyelengparaan wji
kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
burad | dhizlur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100}

Pengawasan terhadap  pelaksanaan  tugas  instansi
pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat {3)
dilakukan oleh Mentern.

Paragraf 15
Orpanisasi Profesi

Pasal 101
{1] Setap .JJF pang telah  ditetapkan waph  memiliki
1 {zatu} organisas) profesi JE dalam jangka wakou
paling lama 5 {lina)] lshun terhitung sejak tanggal
Penetapan JF.
(2) Sctiap pejabat fungsional wajib menjadi angpota
nrgAnisasl profos: JI

[3} Permbentulkaty . . .
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Pembentukan organisasi profesi JF  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasililasi instansi pembina.
LUrganmisasi profesi JF sebagaimana dimaksad pada
aval (1) wajib menyvusun koce elik dan kode perilakn
profosi.

Crpanisast profost JE mempunyal fugas:

. menyuauh Kode elik dan kode perilaku profesi;

b, membenkan advokasi: dan

¢, memeriksa dan memberikan rekomendss] atas
pelanggaran kade etik Jan kode perilake prefesi.

Kode etik dan kede perilakn profesi sebagaimana
ditmaksud pada ayat (4) dan ayat {5 hural a
ditctapkan oleh  organisasi  profesi JF sctelah
mendapar persetuyjuan dari o pimpinan instansi
petnbang.

Ketenluan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan eorganisasi peofesi JF dan hubungan
kerja inaranhs pembina dengan organisasi profesi JF

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bapian Keempal
Jabatan Pimpinan Tingg

Paragrai 1
Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jabatan Pimpinan Tingg

Pasal 102

Jenjang JFT werdin atas:

a.
b.

L.

JPT utacmneg;
JPT mnarlya; dan

JPT pratama.
Pasal 103 . ..
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Pasal 103

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai
ASN pada Inslansi Pemerintah,

(1} Setigp

Pasal 104

nejabyal  pimpinan  tingpi harus  mernjsmin

akuntabtihtas Jalbalan.

[2F Akurnlabilitas Jabalan schagaimans dimaksud pada

ayat {1) meliputi:

a. JPT utama:;

L. tersusunnya  kebijakan  vang  mendukung
nelaksanaan pembanpunan;

2. peningkatan kapabihitas orpanisasi;

3. terwwjudinya  sinergl aolar  mstansi  dalam
mencapal 1uan pembanpunan; dan

4, terselesatkannva masalah vang memiliki
kompleksilas dan risiko tinggi yang bevdampak
pelitis.

b, JPT madva;

L. terwiwgudnya perumusan kebijakan vang
memberikan solusi;

2. terlaksananya pendayagunaan sumber daya
unluk menpamin predukiivitas unil ke,

3. terlaksananya poencrapan kebijakan  dengan
ristko yang minimal,

<4, lersusunnya program yang dapal menjamin
polcapaian [juan oTEanisast;

2. rerlaksananya penerapan program argainisasi
vang berkesimambungan; dan

6. terwwudnya sinergl aniar pimpinan di dalam

dan atlar organisast untuk mencapai 1ljLian
pembanpunan vang elektif dan efisien.

. JPT
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<. JPT pratama;

1. tersusunnya rumusan  alfernatil  kebijakan
vang memberikan selusi;

2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan
Funlan erganisasi;

Ao terwojudnya  pengembangan stratepi  vang

terintegrasi  untuk mendukung  pencapaian
tiyuan organisasi; dan

4. lerwujudnya kapabilitas pads unit kerja untuk
MenCapal ouicomea DEPanisas,

Puragraft 2
Petrsyvaralan Jabatan Pirmpinan Tingg

Paszal 105

(1} JJPT wlama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari
kalangan FNS.

(2] Sctiap PHNSE wang memeonuhi syarat  mempunyai
kesempalan yang sama untuk mengisi JPT vang
lowone,

Pasal 106

(1) JFI utama dare JPT madya tertentu dapat diiei dari
kalangan non-PNS dengsn persetujuan Presiden yvang
penpisiannya  dilakukan  secara terbuks  dan

kompetitif  serta ditetapkan  dalam Keputusan
Presiden.

(<) JJPT atama dan JFT madva tertentu sebapgaimama
dimaksud padas awvat (1} dikecualikan untuk JIT
vtarna dann JPT madya di Hdang rahasia negara,
pertahanan, keamanan, pengeldsaan apacatur nepara,
kesekretarintan negara, pengelolaan sumber daya
alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

(3] Ketentuan . .
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(3) Kerentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT

madyq terlentu schagaimana dimaksud pada avat |2)
diarur dengan Peraluran Presiden,

Pasal 107

Persvaralan uniuk dapar disngkat dalam JPT  dari
kalangan PNS sebapaimana dimaksud dalam Pasal 105
sebagal berikur:

a. JPT ulama:

1.

4.

-
¢

memiliki - kualiikas: pendidikan paling  reendah
sarjand atau diploma 1V,
memihki Kempetensi Teknis, Kompretens]

Manajerial, dan Kompelensi Sosial Eultural sesuai
standar kompetensi Jabaran vang ditetapkan;

tnemmiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
vang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
SCCATA lurnaialil — palicg sinpkat silama
10 {sepulub) lahun;

sedlang alauw pernah menduduki JPT madva alaw
JF jenjang ahli uluma paling singkat 2 [dua)
tahun;

mcmiliki relam jejak Jabatan, intcgritas, dan
ttalilas yung bak;

usta pahng ringgi 58 (lima puluh delapan) tahun;
dan

gschat jasmani dan rohang.

b, JPT maglya:

1.

momilikl  kualifikasi  pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma TV

memiliki Kompetensi Telknis, Konmpetonsi
Manajenal, dan Kompetensi Soslal Kullural sesaal

standar kompetensi . Jabalan yang ditctaplan,

g, memilila , L.
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3. memiliki pengalaman Jabatan dalam hidang tugas
yang terkait dengan Jabutan yang akan didaduki
sccara kumulatif paling singkat selama 7 {tujuh)
tahun;

4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atan
JFE O Jengang abili utama paling singkat 2 [dua)
1ahun;

5. menubki rekam jejak Jabatan, integritas, cdan
moralitas vang haik;

B. usia paling tingg 538 {lima puluh delapan) tahun;
dan

7. sehat [asmani dan rohani.

JPT pratama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV

2. memiliki Kompelenst Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetens] Sosial Kultural sesual
standar knmpetensi Jabatan vang ditetaplan:

2. memiliki penpalaman Jabatan dalam bidang tugeas
vang rerkait denpan Jabatan vang akan diduduki
secara kumulatl] paling kurang selama 5 {lima)
Lahun;

4. scdang ataun  pernah menduduki Jabatan
administrator atan JF jenjang ahli madva paling
singkat 2 [dua) tahang;

2. memilikl rekam  jejak Jabalan. intcgritas, dan
moralitas vang baik;

. usia paling tingpi 56 (lima puluh enam) tabg;
clan

7. sehal jasmani dan rohani.

Pasal 108 . ..
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Pazal 1{i4

Persyvaratan unluk dapat dangkat dalam JFT dan

kalangan non-PNS scbagaimana dimaksud dulam Pasal
106 avat [1} setwesn berikut:

a. JPT uilaria;

1.
2.

wArga negara Indonesis;

memiiki kualifikasi pendidikan  paling rendah
TaSCASEIAna;

metmiliki Kompetens: Teknis, Kompetensi
Mangjerial, dan Kompetensi Sosial Kulrural sesaad
slaridiur kempetcnsi Jabatan yang diletapkan;
mcrmiliki pengalaman Jabutan dalam bidang topgas
vang terkait dengan Jabatan yang akan didweduki
secara kumulatif paling singkat 15 {lima belast
lahiun;

tdak menjadi anggota atsu  penpurus  partai
poliik  paling =ingkal 5 (limal tahun sebelum
pendaftaran;

tidak pernah dipidana denpgan pidana penjara,
termilikl rekam  Jejak Jabatan, integntas, dan
muralitas yang bak:

Usid paling tinggl 58 [lima puluh delapan) tahus:

sehal Jasmani dan rehani; dan

Aidak pernah diberhentikan tidak dengan hormal

dari PNS, prajurit Tentara Masionad Indenesia,

anggora  Kepolisian  Republik  fndonesia  atay
PERAWA] Swasta.

b. JPT madva:

1.
2.

warga nepara Indenesia;

memiliki  Kualiikasi pendidikan  pualing rendah
[HSCHTAT]AILA!

memili Rompectensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Rempctensi Sosial Wulturat sesuai
slandar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan,

4. memihki . ..
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4. memilki pengalaman Jabatan dalam hidang tugas
yang terkait dengzn Jabatan yang akan diduguki
secara  Kumulatif paling singkar 10 [sepuluh)

talman,

A, tidak menjadi anggota/pengarus partad  politik
paling  singkat 5 ({lima} tahun  schelom
prendaflaran;

6. twlak pernah dipidana dengan pidana penjara;

Y. omermlikn rekam  jejak Jabatan, integritas  dan
moralitas yang haik;

8. usa paling tinggi 38 (lima puluh delapan) tahun;

9, schat jasmani dan cohani; dan

10 tilak pernah diberhentikan ridak dengan hormat
dari PMNS. prajurnt Tentara MWasional Todonesia,

angeola  Kepolisian Negara Republik Indoncsia

datau pegawal awasta.

Fasal 10

Kompetenst Teknis sebagaimana  dirmaksud  dalam
Fasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tlingkat doan
spestalisasi pendidikan, pelatihan teknis funpsional,
dan pengalaman bekerja secara toknis

kompetensi Manajenal scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 dan Pasal |08 diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural arag mangjemen,
dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimalksud
dalam Pasal |07 dan Pasal 108 diukar dan
pengalaman  kerja  berkailan dengan  masyarakat

majemuk dalam hal agama, suku, dan hudaya

sehingga memilik wawasan Kebanpsasn.

4] Stancdar .,
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Standar Kompetensi Tekniz, Kompetens: Manajona,
dan  EKompetensi  Sosial  Kultural  sebapgaimana
dimaksud  pada ayat {1), avat [2) dan ayat {3
ditctapkan nleh Menteri berdasarkan vsulan Tnsransi
Femerintah,

kelentuan  letwh lanjur mengenai pedoman
PENYLE EUnAL Kompetensi  Teknis, Kompetensi
bManajerial, dan  Kompelensi  Sosial  Kultural
sebapmimana dimaksud pada ayval [(2), ayat (3, dan
ayat (4] diatur dengan Peratucan benteri,

Paragraf 3

Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan

i1]

(2]

(3]

(4

Jabatan Pimpinan Tingsi

Fasal 110

Pengisiat JJPT ulama dan JPT madya di ketnenterian,
lembapga permerintah nonkemencerian, keselretariatan
lembaga negara, lembaga nonstrukiucal, dan Instansi
Daerah dilakukan sccara terbuka dan kompetitif oi
kalanpan PHS  sesum denpan persyaratan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 hwut a dan
huruf .

Pengisian JPT utama dan JPT madys sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan pada Gngkat
nasional.
Pengisian .JPT pratama dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS%  scsual dengan
porsyaratan sebapairnana dimaksud dalam Pasal 107
huruf ¢.
Peogisian JPT pratata sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3) dilakukan serara terbuba dan kompetitl pada
tingkat nasional alay antar kabupaten/kota dalam
| {&zalu] provins.

Pasal 111 . ..
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Pasat 111

Pepgiyian JIPT utama dan JPT madva tertentu vang
berasal  dari kalungan  nen-PNS  sebapaimana
dimaksud  dalan Pasal 106  sesusi  denpan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 108

hurul a dan huruaf b

Fengisian JPT utama dan JPT madyva tertentu yang
berasal dari kalangan non-FNS  schapaimana
dimaksud  pada  ayat {1) harus terlebih dablu
moendapat  persetujuan Presiden serta ditetaplan
dalam Kcputusan Presiden,

Pasal 112

Fecngisian JPT wlama wvang memperoleh  hak-had
kevanpan dun fasilitas laintya  selara  menteri
dilakukan molaluw seleksi ferbuka dan komperiif
sesual sistemn ment dan diangkat aleh Presiden.

Presiden  selaku  pemepang  kekuaszaan  tertingpi
pembinaan ASN  dapal mengangkat JPT  wtama
sebagaimana  dimaksud pada  avat (1) tnelalud

PenugasHn dtau penunjukan langsung.

Fasal 113

Pengisian JPT sehagaimana dimaksud dalam Pasal 110

flan Pasal 111 dilakukan meclalui tahapan:

H.

ks

PUTCNCANAA,
PETEMMIUMAN W or pan;
pelamaran;

seielisi;

pengumuman hasil seleksi; dan
penelapan dan pengangkatan.

Paszal 114 . ..
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Pazal 114

Perencanaan pengisian JPT scbagaimana dirmaksud

dalam Pasal 113 hurul 2 meliputi:

a.  penentuan JPT yang akan diisi;

. pembentukan panitia selekst;

¢, penyusunan dan  penetapan  jadwal  tahapan
pengisian JPT;

. penentuan metode  seleksi dan penyusunan
materi aeleksi; dan

¢, penentuan sislem vang digunakan pada setap
tahapan pengistan JPT.

FPamiua seleksi sebagaimana dimaksud pada ayac (1)

huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden.

Pamutia seleks: scbagaimana dimeksud pada ayar (1)

hurnf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama ditentuk

olchi PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibenluk olch

Fresiden.

Dalam  membentuk panitia seleksi  scbapgaimana

dimaksud pada ayat {3), PPR berkoordinasi dengan

Komisi Apararur Sipil Negara.

Panilia selcksl sebagaimana dimaksud pada avat (3)

terdiri atas unsur:

a. pejabat pimpinan tinge terkait dari lingkungan
Inslansi Pemenintah yang bersanekutan;

b. pejabat pimpinan tnggi dari Instansi Pemerintah
lain yang terkait denpan bidang tupas Jabatan
vang loweng, dan

c. akademis), pakar, atau profesional,

anitia seleksi sebagaimana dimeksud pada avat (2),

ayatl (M, dan ayat {4) harus memenuhi persyaratan:

ga. metniiki pengerahuan danfatag pengalaman
sesllal dengan penis,  bidang  tugas,  dan
kompetenst Jabatan yang lowong;

B memililer . . .
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b. memiliki penpetabuan urmum mengenal penilaian
kempectensi;

¢. hdak menjadi angWota/pengurus partai politilg
dan

d. ldak berpotens menimbulkan konflik
kepentingan.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada avat {2)

berjumlah gasal yaitu paling sedikait 5 {iima) erang

dan paling banyak % (sembilan) orang.

FPasal 115

Panitia scleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

memiliki tapas:

A.

(1)

menyusun  dan menatapkan jadwal dan tahapan
PEnEISIATL
menentukan metode scleksi dan menyusun materd

scleks;

menentukan sistem vang digunakan pada sctiap
tabiapan penglsian;

menentukan knteria penilaian  seleksi administrasi
rlan selekst kompetensi;

mengumumkan  lowengan  JPT  dan  persyaratan
pelamaran;

melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan

menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi
kepada PPK.

Pauaal 1146

Dalam melaksanakan tugas sebapaitmana dimaksud
dalam Pasal 115, panilia scicksi dibantu  oleh

seliretariat,

{Z] Sekretanat _ ..
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Sekretariat sebagaitmana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit organisasi yanp membidang

urusan kepegawaian.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada avat (2)
memiltkt tugas memberikan dukungan administratil

kepada panita selcksi

Pasal 117

Pengumuman lowongan pengisian JPT sebapgaimany
dimaksud dalam Pasal 113 hurmf b wajib dilakubkan
gecara  ferinlka melalni media  eetak  npasional

dan fatau mmedia clektrork.

Fengumuman lowongan sebapaimana Jdimaksud pada
avai (1] dilaksanakan paling singkar 153 {lima belas)
hari  kalender scbelum  batas  akbir tangpsl

penerimaan lamaran,

Pengumuman lewongan sebagaimana dimaksud pada
ayar (I dilakukan berdasarlean ketentuan scbapad
berkue;

a. rterbuka pada tingkat nasional kepads seluruhb
Inslansy Pemernintah untuk JJPT pada Inslansi
Pusal dan JPT madya pade Tnstansi Dacrab
PTOVITLSL,

b, rterbuka pada tingkat nesional atau  terbuka
antarkabupaten/kota dalam 1 (salu]  provins
untuk .JPT  pratama  pada  Instansi  Daerab
provinst; atauy

. terhuka pada tingkal nasional atau terbuka aniar
kabupaten/kota dalam 1 {satu} provinsi untuk
JPT pratama pada [nscansi Maerah

kabupaten/kota.

[} Pengumumean. .
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Pengumuman lowongan scbagaimana dimahsod pada
aval {3] paling sedikit hatrus memuat:

a. nama JPT yang lowong;

b, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 dan/atau Pasal 105,

¢, kualifikazi dan standar kompetensi Jabaran vang
Loy,

d. balas wakbu penyampaian berkas pelamaran;
¢, tahapan, jadwal, dan sistem scleksi; dan

(. alamat dan nomor (elepen  sekretariat panitia
seleksi vanpg dapat dibubungi;

Penpumumman lowongan sebagaimana dimaksud pada

ayat 4] ditandatangani oleh ketua panitia scleksi atau

ketnpa sekretarial panitia scleksi atas nama kelus

panitia seleksi.

Pazai 118

Pelamaran  pengisian JPT  sebagaimana  dimaksud
dalam Fasal 113 hurul ¢ disampaikan kepada panitia
selelisi.

Pelamaran  vang  dilakukan  olch PN8 harus
direkomendasikan oleh PPK instansinya.

Fasal | 1%

Jelain  mnelalul pelamaran  sebagaimana  dimakosud
dalatn Pasal 118, panida seleksi dapal mengundang
FN5 yang memenubi syaral sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 107 untuk dikurserakan &i dalam
sclcksi.

Dalamm hal panitia seleksi mengundang FNS  vang
memenuh syarat sebapaimana dimaksud pada avat
(1] urtuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan
harus  tctap mendapal  rekomendasi dari PRK
NslANSIinya.

Pasaul 120, ..
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Pasal 120

Geleksi petgisian JPT scbhagaimana dimmaksud dalam
Pasal 113 bhurl 4 dilakuksn srsual  denpan
perencanaan pengisian GJJPT scbapgaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (1.

Feoyuszunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal
seleksl dalam perencanaan sebagaimana dimaksud

pracda ayal (1) dilakukan sesuai kebatubhan erganisasi.

Fenentuan metode seleksi dan penvlisunan materi
ecleksi sebagaimana dimaksud datam Pasal 114 ayal
(1] huruf d diakukan mengacu kepada srandar

kompetensi Jabatan.

Panilia sclcksi wajib melakukan seleks] secara objektif

dun transparan.

Tahapan selekst sebagaimana dimaksud pada avat (2]
paling sedikit terdin atas:

a. scleksi administrasi dan penclusuran rekam jejak

Jabatan integritas, dan moralitas;
b scleksi kompetensi;
¢, wawancara akhir; dan
. tes keschatan dan tes Kejjwaan,

Seleks kompetensi sebapgaimana dimaksic pada avat
{3] bumaf b dilakukan olch panitia seleksi.

Panitia seleksi cdapat dibantu oleh tm  selekai
kempetensi yang independen dan memitiki keahlian
untuk melakukan scleksi kompetens:.

Kelentuan lebih lanjut mengenal seleksi pengisian
JPT sebagaimana dimaksud padsa ayvat (S) dan avat (9)

diatur dengan Peraiuran Menterd,

Fasal 121 _ ..
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Paszal |21

(1} Pengumuman hasill  seloksi pengisian JPT
sebagaimana dimaksud dalam IPasal 113 bhoeal e
waplh dilalkeykan untuk setiap tahapan seleksi,

(2} Panitia scleksi wajill mengumumkan secara tertnika
pada setiap tahapan seleksi:

#. nilai yang diperoleh peserta zeleksi berdasarkan
perinpkat; dan

Iy pesuria scleks) vanp berhak mengibut tahapan
seleksi selanjuiny.

(3] Pada lahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga)
crang peserta selelst dengan nilaj terbaik uniuk
sefiap -Jabalan yang lowong, sebagal calon pejabat
pimpinan linggi utama, pejabat pimpinan  tinpgi
madyd, atau pojabat pimpinan fingel pratams untuk
dizampaukan kepada PPK.

Pasal 122
Penetapan  dan pengangkatan  JPT  sebagamimana
dimaksuad dalamm Pasal 113 bural T dilekukan oleh

Presiden artau PPE sesusi kewenangan berdasarlean hasil
seleksi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 121 avar (3).

Fasal 123

{1] Panitia seleksi menvampaikan 3 {tiga] orang calon
pejabal  plmpinan  tinggi  pratama yvang terpilih
schagaimana dimaksud dalam Posal 121 ayat (3) di
lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.

(2] PPR mermilibe 1 [saiu) dari 3 {tiga) orang nams calon
peiabal pimpinon toged praiama hasil  scleksi
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayac [(3)
dengan  memperhatikan  pertimbangan BB untuk
ditctapkan.

FPasal 124 . .
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Piaal 124

(1) Pamutia seleksi menvampaikan 3 (tipa) vrang calon
pojabat  pimpinan lingel  madya  vang  rerpilib
sehagaimana dimaksud calam Pasal 121 ayat (3} 4]
lingkurngan kementerian dan lembaga pemerintab
noenkementerian  kepada PPK, untuk disampaikan

kepada Presiden,

{2] Panitia selekrsi menyampaikan 3 [tigs) orang calon
pojabat pimpinan  linggl  utama  yang  lerpilib
sebopmimana dimaksud dalam Pasad 121 avat {3] di
Iighungan  lembaga  permerinlah nonkementerian
kepada menteri yang menpoardinasitkan,  untuk
disampaikan kepada Presiden.

{3 Panitia Seleks) menyampaikan 3 [liga) orang calon
pejabat  pirapinan tinggl  madye  yang  terpilib
schagaimana dimaksad dalam Pasal 121 ayat (3) di
hngkungan lermbaga nonstruktural kepada Menter,
untuk digsmpaikan kepada Fresiden.

(4) Preswden memiih 1 (zatu) dari 3 [liga) orsng nama
calon pejabal pimpinan tingpi sebagaimana dimaksad
pada ayat (1), ayat (2], dan ayat {3) untuk diterapkan
sebagal pejabal PlLmpinan tinggi tlengun
memperhalikan  pertimbangan FPK, menleri yang

mengoeordinasikan, atau Menteri.

Pasal 125

Fanitia seleksi menvampaikan 3 (tiga) orang calon pejahat
mmpnan  tnggi  madyva  vang  terpiih schagaimana
dimaksud dalam  Pasal 121 ayat {3] di lingkungan
kesekrelarialan  lembapa  negara  kepada  pimpinan

lembaga nepara untuk disampaikan keparla Presiden.

FPa=zal 126G
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Pasal 126

FPanita seleksi menvampaikan 3 (tiga] orang calon
perabat  pimpinen  tinggi madya  vang  lerpilih
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 121 apat (3) di
lingkungan Instansi Dacrah provinsi Kepads PPE.

PPK mengusulkan 3 {tiga) nama calon  pejabat
pirmimnan tinggl madya di ngkungan Instans: Daerah
provins sebapaimana dimaksud pada ayar (1) kepada
Presiden melalui menteri vang  menvelenpearakan

urusan pemerintahan dalam negern.

Presiden memilih 1 {zafi) darl 3 [ligs) nama calon
pejabat  pimpinan cngpi | madya sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} unluk dilctapkan sebagai
pejabat pimpinan tinggi tadya dengan
memperhalikan pertimbangan PPE,

I*fasal 127

Fanitia Seleksi menyampaikan 3 jtiga) orang calon
ptjabat pimpinan linggl pratama vyang terpilib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dt
lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi
[raerah kabupaten/kots kepada PPK mclalui PyB.

PR memilift 1 [salu] dard 3 (bga) nama calon pejubat
pimpinan  Ungg  pratama  pada Tnstansi Dacrah
provinsi  dan  [nstansi Dacrah kabupatenkota
sebapaimana dimaksud  pada osyvat (1) untuk
dit¢tapkan scbagai Pejabat Pimpinan Tingg Pratama
dengan rnemperhatikan pertitnbanpan PyH.

Khusus untuk pejabat pimpinan tinggt pratama yang
memimpin  sekretariat daerah kabupaten/fkola
zebelum dditetapkan oleh hupatifwalikota

dikpordinasikan dengan gubernuar,

4] Khusus . o,
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(4} Khusus untuk pejabal pimpinan tinggi pratama yang
mermimpin  sckretariat dewun  perwakilan  rakyat
dacrah, sebelum ditelupkan oleh PPK dikonsullasikan
dengan pimpinan dewan perwakilan rakovat daerah.

Pasal 1238

(1} Malam  memilih - celon pejabat pimpinan  tingpd
schagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayvat {4) dan
Fazal 126 ayart (3}, Presiden dapar dibanig oleh tim.

(2} Pembentukan tim sebapusimana dimaksud pada agal
(11 ditetepkan  olels Presiden  denpan Keputusan
Fresiden,

Pasal 129

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dan calon
pejabar pimpinan tnpgl yang alus seleksi pada JPT vang
lain.

Paragrat 4
Pengisiat .JJabalan Pimpinan Tinggi
karena Penataan Organisas:

Pasal 130

(1) Dalam  hal terjadi penatasn  organisasi  Instansi
Pemerinah Vang mengakibatkan arlanys
pengurangan JPET, penataan Pejabal Pimpinan ‘Tingg
dapal dilakukan melalui uji kompetensi dari pojabat
vang ada oleh panitia selelsi.

() Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan
Tinggi sebagaimuana dimaksud pada ayar (L) tidak
mempetcleh  calon pejabat pimpinan tinged  vang
memiliki kempetensi sesual, pengisian JPT dilakalkan
melalul Scleksi Terbuka.

Pasal 131 ...
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Pasal 131

Pengisian JPT yang lowong melalul mutasi dari satg
JPT ke JPT vang lain dapat dilakoban melaloi wii
kompetensi duri pojabat yang aca.

Pengisian JPT schagaimana ditmaksud pada avat [1)
harus memenuhi syarat:

. satu klasilikasi Jubatan;

b. memenuhi standar kompetensi Jabatan: dan

. telah mendudukn Jabatan paling singkat 2 {dua)

tahun dan paling lama 5 (litna) tahun.

Kemperensi teknis dalam standar lompetensi jahalan
sebagammana  dimaksud pada avat (2) huruf b
dibuktikan denpan;

a. =erdfikas ieknis dan organisasi profest; atau

Lo lulus pendidikan  dan  pelatihan  ekus vang

disclenggarakan oleh inslansi teknis.

Pengizan JPT sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dilakulkan herkoordinasi denpgan Komisi Aparatur Sipil

Negara.

Lralam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon
pejabat pimpinan tinggl vang memiliki kompetensi
sesu|l, pengisian JPT dilakuken melalun Scleksi
Terbulka.

UIntuk kepentingan penvelenggarsan pemerintahan
secara  nasienal, Presilen  berwenang  melakukan
pengisian JPT melalu mutasi pacda tingkal nasional.

Ketentuan lebib lavnjul mengenal pelaksanaan mlasi
pada fingkat nasional sebagairmana dimaksud pada

ayai {B) diatur dengan Peraturan Presiden.

IFasal 132 ...
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Pasal 132

Penpisian JPT melalui mutasi darl satu JPT ke JPT
vang lain dapal dilakukan melalui up kompetensi di
antara pejabat pimpinan Unpgl dalam satu instansi.

blutas) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi svarat:

a. sesudl standar kompetenan Jabatan dan

b. telabh menduduki Jabatan paling singkat 2 {duaj
tahun dan paling lama 5 (lima) {abun.

Penpisism JPT scbhagaimana dimaksud pada avatl (1)
dilakukaty berkoordinas) dengan Keomisi Aparacur Sipil
Megura.

Pasal |33

JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 {lima) tahun.

JPT  sebagmmana dimaksud pada aval {1] dapal
diperpatjang  berdasarkan  pencapaian kinerjs,
kescsuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan
nmxlansl  sctelah mendapat  persenijuan PRE dan
berkoordinagi denpan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasgal 134

Kelenluan mengenal pengisian JPT secara terbuka

dan  kompedilif dapat dikecualikan pada Instansi

Pemerintab vang telah menerapkan Sistem Werit

dalam pembinaan Pegawal ASN dengan persetujuan

Koumist Aparatur Sipil Negara.

Zislem Mernt scbagaimana dimaksud pads ayat (1)

meliput kritena:

a. seluruh  Jahatan  sudah memiliki | slandar
kompetensi Jatvatan;

h. perencanaan kebutuhan pegawal sesual dengan
hehan kerja;

c. pelaksanaan  seleksi dan promesi dilakulkan
secara terbuka;

a. memihik .
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d. memiliki manajemen Rarir yang  terdint dari
perencanaan, pengombangan, pola karie, dan
kelompok rencana sulisesi yvanp diperoleh dari

mandajcmen talenta:

e. memberitan penghargaan dan menpenalan
sankst berdasarkan pada penilaian kinerja yane
cbjektil dan transperan;

{. meneraplkan kode etik dan kode perilaku Pegawan
ALN:

g- merencanakan  dan memberikan kesemnpalan
pengembangan kompetensi sesuai hazil penilaian
kinerja;

h. membernikan perlindungan kepada Pepawal ASN
dar Uindukan penyalahgunaan wewenang; dan

i. memilila sistcm mformasi berbasis Kompetens
yang tenntegrasi dan dapatl diakses oleh seluruh
Pegawal ABN.

{3] Instans: Vomermntaby vang lelall menerapkan Sistem
Metil dalamm pembinaan Pegawai ASN  sebagaimana
dimaksud pada ayaf (1} waibh melaporkan sccara
berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negpara untuk
mendapatkan persenijuan baru.

Paragral 5
Felantikan dan Pengambilan Sumpah )/ Janji
Jabatan Pimpinan Tinggl

Pusal 133

Setiap PN ataw nun-PNS vang diangkat menjadi pregakat
mropinan linggr wajib dilaniik dan  mengangkat
sumpah / jan)i Jabatan meuat agaITa arau
kepercaysannya kepada Tuhan Yang Maha Fua.

Pasal 136, .
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Pasal 136

sumpah sl Jabatan sebapaimans dimaksud dalam
Pasal 135 berbunyi sebagal beribout-

‘Dec Alluh, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setlia dan laat kepada Undang-Undang
Daszar Negara Republik Indoncsia Tahun 19345 serta akan
menjalankan  segala  peraturan  poerundang-undanga
dengan selurus-luruznys, demi dharma bakd  saya

kepada bangsa dan negara;

bahwa =ava, dalam menjalankan tugas Jabatan, akan
menjuryung otika Jabatan, bekerja dengan  sehaik-

Iatknya, dan dengan penuh rasa langpung jawab,

Babwa  saya, akan  menjaga inlegritas,  tidak
menyalahgunakan kewenanpan, serta menghindarkan

din dari perbuatan tercela.

Pasal 137

|1t Dalam bal PNS alau non-PNS berkcberaan untulk
menpucapkan sumpah karena kevakinan  lentang
agama atau kepercayannyva kepada Tuhan Yang Maha
E=za, TN yang bersanghulan mengucapkan  jan)i

Jabatan.

{2] Dalam . ..
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(2} Dalam hal secrang PNS atau non-FNS mengucapkan

[3]

{4]

{3]

i)

(1}

jamyi Jabaran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
maka kalimat *Demi  Allah, saya bersompah®
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 136 digant
dengan kalimat; *Demi Tuhan Yang Meha Esa, saya
menyatakan Jdan beganji dengan sungguh-sungepuh”,
Bagi PNS atay non-PNS yang beragama Krislen, pada
akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat:
“Kiranya Tuhan menelong save”,

Bagl PNS atau non-PNS yang beragama Hindu, maka
frasa “Deomn Allah®™ sebapaimana dimaksud dalam
Paszal 1.36 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”,
Bagi PNZ alau non-FNS vang beragama Budhs, maksa
frasa “Demi Allah” sebapaimanz dinaksud dalam
Pasal 136 diganti denpan *Demi Sang Hyvang Adi
Budha®.

Bam PNS atau non-PNS vang berapama Khenghuco
maka frasa “Demi Allah™ sebapsimana dimaksad
tdalam Pasal 136 diganti dengan “Kehadirat Tian di
lempat yang Maha tnggl dengan bimbingan robani
MNabi Kong Zi, Mpermulizkanlah™

Bagi PNE atau non-PMNS yvang berkepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa sgelain beragama lslam,
Kristcn, Hindu, Burdha, «dan Khonghucu maka frasa
“Dermi Allah™ schagaimana dimeksad dalam Pasal 136
diganti dengan kalimal lain vanp sesual denpan
kepercayaannya lerhadap Tuban Yanp Maha Esa.

Pasal 135

Felantikan dan  sumpah/janji  fabatan pejabat

pimpinan tingg diambil aleh Presiden,

(2} Presiden . . .
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Presiden sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dapat

menunjuk:

a. PPK untuk pejahal pimpinan Ungg pratama di

lingkungarn Tnslansi Pusat dan Instansi Daerah;

. PPK untuk pejabal pimpinan tingei madya di
lingkungan kementerian, lembaps  pemerintah

nonkemenlenan, dan [nstansi Dacrah provinsi;

c. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabar
pimpinan finggl Wama di lingkungan lembaga
pemerintah nonkementerian;

d. pejabat lain unfak pejabal pimpinan tingpi madya
di lingkungan kesekretarialan lembagn nogara:
atau

e Menteri alau pejabat laun untuk pejabat pimpinan
b madva di lingkungan lemtrapa
nonstruktural,

untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

PPK sebapaimana dimaksud pada zvat (2) huraf a
dapat menunjuk pejabat lain i lingkungannya uniuk

mengambil sumpah/janji Jalwtan,
Pasaf 139

Pernpgamnbilan sumpah /janji Jabatan dilakukat cdalam
sualll updcara khidmat,

PN3  danfatan  non-PNS vang  menganpgkat
sumpah/janp  Jabatan  didampmgn  oleh scorang
rehaniwan dan 2 {fdua) orang saksi.

Boksl  sehmpaimernse dimaksud pada oyal [2)
merupakan PNS yang Jabarannya paling rendah sama
dengan Jabatan PKE danjfalau  non-PNS yaop
mengangkat sumpah [/ janp Jabatan,

4] Pejabat. ..
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(4] Pejabat  wvang mengambil sumpab/jangi Jabatan
mengEucapkan AT kata dalam kaliroal
sumpah/janji Jabaten vang diikuti olch pejabat yang
mengangkat sumpah/jang Jabatan,

Pasal 140

Fengambilan  sumpsh/janji Jabatan  sebagaimanea
dimaksud dalam Pasal 13 diuzngkan delam  berita
acara vang dilandatanzani olch pejabat yang mengambil
sumpah/jann Jabatan,  pgabat vang  menpangial
sumpah fjanji Jabatan, dan saksi,

Pasal 141

Kelentuan lebih lanjur mengenai lals cara pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji Jabatan pejabdl pimpinan
tingpi diatur dengan Peraturan Kepala KN,

Paraprual &
Target Kinerja dan Uji Kompetensi
I'glabat Pimpinan Tinggl

Tasal 1472

{11 Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target
kinerja lerientu scsuai perjanjian kinerja vang sudah
disepakall denpgan pojabat atazannya seszuai dengan
kerentuan peraturan perundang-uncdangan.

{2] Pejabar pimpinan linggi vang tidak memenuahi kinerja
yang diperjanpkan dalam waktu 1 {satu} rahun pada
suatn  Jabatan, diberikan kezempatan selamisn
& {enam] bulan untuk memperbmki kinerjanya.

(3] Dalam hal pojabat pimpinen togel  sthagaimana
thmaksud pada ayat (2] tidak menunjulkan perbaikan
kincria maka pejabat yang bersangkuten  harus
retgikall seleksi ulang gji kempetensi kembali,

(4} Berdasarkan - . .
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{4] Berdasarkan hasil wji kompectcnsi  sebagaimana

dimaksud pada ayar (3), pejabat pimpinan tnggi
dimaksud dapat ripindabkan pada .Jabatan lain
scsual  dengan  Kompetensi  yuang  dimiliki @ atauo
ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 143

[talam hal pojabat pimpinan tinggl yang berasal dar non-

F5  tulak memenuhi  target  kinerja  sebagaimaba
dinaksud dalam Pasal 142 ayat {3), yvang bersangkilan
diberhentikan dari JPT.

Parapgraf 7

Femberhentian dariJabatan Pimpinan Tinggl

M

a.
b

L v B = P

k.

Paxal 144

3 diberhentikan dor JPT apabiia:

tnengunciirkan dirl dari Jabatan:

diberhentikan sebagai PNS;

diberhentikan sementara sebagal PN3;

menjalant cuty di luar rtanggingan oepars;
menjalani tugas belajar lebih dar 6 {enam) bulan;
ditugaskan secara penuh di luar JPT;

terjadi penataan organisasi; atan

rdak memenuhn persyaratan Jabatan.

Paragraf 8
Tata Cara Pemiberhentian dan
Jabatan Fimpinan Tinged

Pasil 145

(1} Pemberhentian dan JPT diasulkan aleh:

9. Menteri. ..
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A, meniern yang mengoardinasikan kepada Presiden
bagl PNS vang menduduki JPT utama:

b. FPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT madya;

¢ peabal lan kepada Presiden hagl pejabal
pimpinan Cingeh madya  di Imgkungan
kesekreranatan lembaga negara;

d. Menteni kepada Presiden bagi pejabat pliopinan
LiNggi madya i lingkungan lembaga
romslrukiural; dan

£. PyB kepada PPE bagl PNS yang menduduki JPT
pratama.

[2} Petnberheniian dari JPT utama dan JPT  medya
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} humaf e, hoaf

B, hiuiraf ¢, dan huraf d ditctapkan oleh Presiden.

(2} Pemberhentian  dari JPT  pretama sebapgaimans
dimaksud pada ayat [1] hurmif & ditetapkan oleh PPE.

Pagsl 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata care pemberbentisn
dari JPT diatur dengan Peratiran bMenteri.

Bagian Kelima

Jabatan AN Tertentu yong dapat Diisi
oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Angpots
Kepolisian Negara Republik [ndonesia

Fasal 147

Jabatan ASN tertenru i liogkungan [oslansi Pusat
tertentu dapat dusi ovleh prayjunt Tentara  MNasional
Indonesia  dun  anggota  Kepolisian  Negara  Ropublik
Indonesia  sesuvarl denpan kompelenst berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 145, ..
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(1} Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentaps
Masional Indonesia dan anggota Kepolisian MNegara
Eepublik Indonesia.

(2] Jabatan ASWN tertentu sehagaimana dimaksud pada
myat {1] berady di instansi pusal dan scsual dengan
Undang-Undang tentang Tentara Nasional [ndonesia
dan  Undanp-lUndang tentang Kepelisian  Megara
Republik Indoncsia,

Pazal 149

Nama .Jabhatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan
Jabatan ASN pada Instansi Pusat schagaimana dimaksud
dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditelupkan oleh FPK
dengan persctujuan Menter,

Fasal 150

Prajurit Tentara Navional Indonesia dan  anegota
kepolizian Negara Republik [ndonesia yang menduduki
Jahatan ASN pada Instansi Pusat sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 1458 ticdak dapat berabh status menjadi FNS.

Pasal 131

[1] Pangkat prajurit Tenrara Nasional Indonesia untuk
menduduks  jabatan  ABN  pada  Instansi  Musat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan
olch Panglima Tentara Nasional Indnnesia dengan
persetdjuan Monteri.

{(2) Pangkat anpgots  Kepolisian  Nepara  Republik
[ndonesia untuk menduduki  jabatan  ASN pada
[nstansi Pusar sebagaimena dimaksud dalam Pasal
148 ditctapkan  woleh  Kepala Kepolisian  Negara
Eepublik Indenesia dengan persetujuan Menteri.

Pasal 152, ..
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Fazal 152

Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 148 barus memenuhi persvaratan  kuabifikasi,
kepanglaran, peclidikan dan pelatihan, rekam jejak
Jabatan, kesehalan, intecgritas, dan persyvararan Jabatan
lain berdasarkuan kompeoteonst sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pagal 153

FPE Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara
Nasivnal Indenesia atau anggots Kepolisian  Negars
Fepubiilk Indonesia untuk menducduki Jabatan terteniy
pada  Instanst Pusat scbagamana  dimaksud  dalam
Pasal 145 mengajukan permohonan secara  lertulis
kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atan kepala
Kepolisian Negard Republik Indonesia dengan remlngsan
kepada Menteri dan Kepala BKN,

FPasal 154

(1] Apabila permohonan PPEK schasaimana  dimaksud
dalam Pasal 153 disetujui, Panglima Tentara Nagional
Indonesia alaw Kepala Kepolisian Negara Republik
[ndonesia mengajukan 3 (tga] orang calon disertai
genEan dosumen paling sedikil;

4, dattar riwayat hidug,

b, salinan/forekopi  surat  keputusan  pangkat
terakhir vang telah dilegalisir;

c. salinan/fotokopi surat kcputusan penpangkatan

dalam Jabalan terakhir yang telah dilegalisir; dan

d. surat  keleranpan  kesehatan  cari doekter

PCIIcTintah.

(2] Dalam . . .
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Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JA atag JF
selain JF ahlt Wtama, PPK memilih dan menecapkan |
[satu) orang calon unluk menduduki Jabatan tertenty
pada inslanst sebagaimana dimaksud dalam Pasal
L 45.

Dalam bal Jabatan yang akan diisi adalah JPT, calon
sehagammana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuri
Selelg] Terhuks sebagmmana diatur dalam tata cara
pengisian dan pengangkatan JPT pads Instansi Pusat
schagaimana diatur dalarn Peraturan Pemerintah ini,
kecuali ponugasan atau penunjukkan oleh Presiden
bag JPT utama ataw JPT madya.

Pasal 135

Prajurit Tentara WNasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Megars Republik [ndonezia vang zedang
menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu
schagaimana clirnaksad dalam Pasal 148
diberhent:kan daci Jabatun ASN apabila:

a. mencapal Batas Usia Pensiun prajuric Tentara
Nasional Indonesia  atan  anpggota  Kepolisian

Negara Republik Indonesia; atau

b. dicarik kembali karcna kepentingan organisasi
arau  alasan rerreniu  wleh Panghma Tentara
Wasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara

Repablik Indonesia.

Prajurit Tentara Masiopal Indoncsia dan anpgota
kepolisian  Nepgara  Republik Indonesia yeog
diberhentikan schagammana dimaksud pada ayer [1]
hurel a4 dikembalikan ke Markes Besar Tenlara
MNasional [ndanesia alau Markas Besar Kepolisian

Negars Rempublik Indnnesia.

Fazal 136 ...
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Pasal 126

Batas Usia Pensiun bagl prajurit Tentara Kasional
Indonesia dan anggota  Kepolisian Negara  Republik
Indoncsia vang menduduki Jabatan ASN pada lnstansi
Pusat lerlenlu sebagaimana dimalkezad dalam Pasal L48
sesiial dengan ketentuan peraluran pecundang-
undangat bagl prajurit Tentara MNaswonal Indenesia dan

anpgota Kepolizian Megara Republik Indonesia,
Pasal |57

(1) Praurit Tentara MNasional Indonesia dan aneeota
Kepolisian Megaca Republik [ndoncsia dapat menpisi
JPT pada Instansi Pemerincah selain Thstansi Pusat
tertentu sebagaimans dimaksud  dalam Pasal 148
sctelah mengundurkan divi dari dinas akll apabila
dibutuhkan dan sesusi dengan kompetensi yang
diletlapkan  melalul  proses secara  terbuka dan
kornpetitif.

2] Pernpundurcan din sebapaimana dimaksud pada ayat
{1] dilaksanakan sesuai dengan kelentilan peraluran

perundang-undangan.

(3] Proses seleksi dan persvaratan JPT  =ebagaimana
dimaksud pada ayar (1) dilaksanakan sesuql dengan
ketentuan  peraluran  porundang-undangan  yang
mengalur tentang pengisian JPT.

Pasal 158

Nara Jabalan, kompetons: Jabatan, dan persvaratan
Jabatan ASN pada Instansi Pusal sebuapaimana dimaksud
dalarm Pasal |49 harus sudah ditelapkan oleh PPE paling
lama 2 [dua) tahun ferhilung sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkean.

Pasal 139 ., .



A
%ﬂd

PRCZIDCH
REFPUBLIE IMN2OMNES1IA

-4] -

Pazal 159

Persyaratan uniluk dapat diangkat dalam JPT  dan
prajurit Temlara Nasionzl Indonesia  dan  anggots
Kepolisian  Negara  Eepublik Indonesian sctelah
mengundurkan  diri dari dinas  aktf  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 sebapal berikut;

A, -JPT utama:

1. memiliki kualilkasi pendidikan paling rendah
pascasarjana;

2. memiliki Kompetensi  Teknis, Kotrperensi
bManajenial, dan Kompetensi Sosial Kuliweal sesuai
standar kempetensi Jabatan yang ditetaphkan,

3. memiliki pengalaman Jabuatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
sevara  kumulatif | paling singkat  selama
10 jsepuluh) tahum;

4. memiliki rckam jejak Jabatan, intepritas, dan
ttahitas vane bak:

4. usid paling ungel 55 (lima puluh lima) cahan; dan

A seho!l jnsmori dan rohani.

b JPT madya:

1. memilikl kualifikas] pendidikan  paling  rendah
PHSCASAT]ANG;

2. memilikl Kompectensi Teknis, Kmnperensi
bManajerial, dan Kompetensi Sosial Kultueal sesiyai
standar kompetensi Jabatan vang dietapkan;

J. memiliki pengalaman Jabacan dalam bidang 1Lgas
yvang terkait dengan JJabatan yang akan diduduki

secard kumulatf paling singkat selama 7 (tujuh)
lahun;

4. mgmilikn pekian gejak Jsbatan, integritas, dan
moralitas vang baik;

= w5 paling tinggl 35 (lima puluh lima) vahuan; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

o. JPT . .
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c. JPT prarama;

1. memiliki kusliikas:) pendidikan  paline rendah
sanana atau diplema IV,
2. memiliki Komperensi Teknis, Kompetens:

Manajerial, dan Kempetensi Sesial Kultural sesuai

statddat kompetens: Jabatan vang ditetapkan,

3. memiliki pengalamun Jabatan dalan bidang tugas
vang terkait dengan Jabatan yanp akan diduduki

sccara kumulafil paling sinpkat sclama 3 (lima)
tahum,

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
tiuralitas yang baik;
2. Usia paling tinggl 33 (lima puluh tiga) tahun; dan

sehat jasmant dan rehand.
[*fasal 160

Ketentuan  lebih lanjut  mengenai tata  cara dan
persyaralan prajunt Tenrara Nasional Indenesiz dan
angpota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan
mengisi JFT  tertentu pada  instans)  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 diatur oleh
Fabpglima Tentara MNasional I[ndonesia dan Kepals
Kenolisian Negara Eepublik Indonesia.

Eagian Koecnam
Jabatan Terteniu di Lingkangan
Tentara Nastonal Indonesiaf Kepolisian Negara Republik Indonesia
Yang Dapal Dhdudukt Pegawai Neperi Sipil

Pasal 151

{l] FNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada
limgkungan instansi Tenfara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[2) PNS . .
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2] PN5  yang diangkat dalam  jabaan lerlento
sebapaimana dimaksud pada ayat (1), pangkat atau
Jabatan disezuaikan dengan pangkat dan jabatan di
lingkungan inslansi Tentara Nasional Indonesia dac
Krpolisian Negara Repoblils Indonesis

{3] Penyesuaian pangkat dan jabatan sebagaimana
dimakzud pada ayar (2] ditetapkan dengan Keputusan
Panglima Tentara Wasional Todonesia atau Kepala
Hepolisian Megara Repubhk Indonesia.

BAB ¥

PENGEMEANGAN KARIER, PENGEMBANGAN
KOMPETENS], DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KARIER

Eupgian Kesatu
Utnatn

Pasal 162

Pengembangan karier, pengembangan koempetensi, pela
karier, murtasl, dan promesi merupskan  manajemen
karier PNB yang harus dilukuban denpgan menerapkan
prinsip Saslem Ment,

FPasal 163

Penyelenggaraan manajemen karier PHNS  sehagaimana
dimakaud dalarm Pasal 162 bertujuan untuk:

. membenkan kejelazan dan kepastian karier kepada
FNE,

. menyeimbangkan antara pengembangan karier PHN3
dan kebutuhan instansi

c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan

G, anendornng peningikatlan profesionaiitas FNS.

Pasal 164 ..
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Pasal 164

Sasaran penvelenpearaan manajemen karier PRS yaitu:

a. tersedianya pola karer nasional dan  panduan

prenyusunan pola karncr Instansi Pemerintah; dan

. meningkatkan kinerja Instansi Pemerinrah,

Pasal 165

(1] Munajemen karicr PNS dilakukan sejak pengangkatan

pertama sehagal PNS sampa dengan pemberhentian,

(2} Manajemen karler sebagaimana  dimaksod  pacda

ayat (1) disclenggarakan pada ringkat:
A. instansi, dan

k. nasional.

(3} Penyclengparaan manajemen Katier PNS sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 162 disesuaikan  dengan

kebutuhan instansi.

(4} Dalarn  menyelengparakan manajemen kanicer PNS

sehagaunans dimoksud pada ayat  [2],  lnstansi

Pemerintah harus memyusun;
a. standar kempetenst Jabatan; dan

b. profil PHNE.

(5} Standar kaompetensi  Jabatan  dan profil | PHS

sebagaimana dimaksud pada avet (4) disusun pada

rngkat mstanst dan nasional.

Pasal 1/b

[1} Btandar kompetenst Jabalan sehagaimana dimaksud

dailam Pasal 165 ayat (4] huml 2 berisi paling sedikil

infurmasi tentang:

H. mAMA ...
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a, nama Jabatan;

h, urman Jabatan:

e, kode Jabatan;

d. pangkat yang sesuai;

¢ Rompelens: Teknos;

. Rompetensi Manajerial;

g Kompetensi Sosial Kullural dan
h. ukuran kinerja .Tabatan.

(2] Ketentuan lelyih lanjui MEengenal pedoman
pentusunan standar Kompetenst Teknis, Komperensi
Manajerial, dan  Kompctensi  Sosial  Ealooral
sebapaimana dimaksud pada ayec (1) dianur dengan

Peraturan Menter:.
Pasal 167

Profil PNE  sebapaimana dimeksud dalam Pasal 1635
aval (4 huruf b merupakan  kumpulan  informasi

hepepawalan dari setiap PHS yang terdiri atas:

a. dala personal,

b. kualifikasi;

. rekam jojak Jabatan,

d. kompctensi;

£. riwayat pengembanpgan kompelenst;
f. riwaval hasil penilaian kinerja: dan

g informag kepepawaian lamnya.
Fasal 16a

Data personal sebapaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf a berisi informasi menpenai data dirl PNS, paling
gedilegr melimti

4. nama. ..
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Iy, nemer induk pegawai:
. tompat tanggal lahagy;
d. status perkawinan

. agama; dan

t. amlamat.

Pazal 164G

Kualifikasi sebagaimane dimaksud dalam Pasal 167
huruf b merupakan informasi mengenai kualifikasi
pendidikan formal PNS dari jenjang paling linggl sampai
jengang paling rendah.

Paasal 170

Rekarn jejak Jabatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
167 hurul ¢ merupakan informasi mengenal riwavat
Jubatan yvang pernah diduduki PNS.

Pasal 171

(1} Kornpelenst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf d merupakan inforinasi menpgenal kemampuan

PS5 dalam melaksanakan tugas Jabatarn,

[2) Dalatn  rangka menyediakan  informas  mengena
kompetensi PNS  dulam  profil PMN2  zebapaimana
ditnakesud pada ayat (1), setiap PNS harus Jdinilal
telalus bj kampetensi.

(3} Wil kompetensi PNS sebapaimana dimaksud pada ayat
(2] dapat dilakukan elch assesaor intertnal pemerintah
atay bekerjasama dengan assessor independen,

(4] Up kompctensi PNS  sebapaimana dimaksad pada
ayat (2] mencakup pengukucan Komnpelensi Teknis,
Kompestenst  Manajerial, dan Kompelensi Sosial

Hulrural.
(3 Uji - . .
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(5] U kompetensi FNS sebagaimana dimaksud pada ayac
[2] dilakukan secara berckala,

Pazal 1732

1] Fiwavat pengembangan kompetensi sebapsimona
dimaksud dalam Pasal 167 huruf ¢ merupakan
informast MENRE Na Tiwayat progembangan
kompetensi yang pernah ditkat oleh NS,

2] Eiwavat pengembangsn  kompetensi  sebapaimana
ditmaksgd pada ayat (1} antara lain meliputi viwayar
pendidikan dan pelatthan,  seminar,  kursos,
penataran, danfaran nagang.

Fazal 173

Eiwayal hasil penlaian kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf [ merupakan informasi mengenai
penilaian  kinerju  yang  dulakukan  berdasarkan
perencanaan kinerja pada ringkal individu dan tingkat
unit atau organisasi dengan  memperhatikan  Larget,
capalan, hasil, dan manfaat vang dicapai serts perilakn
PNS.

Fazal 174

Informasi kepegawdian lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 hural g moerupakan infermast yang

memuat prestasi, pefeluargaan, dan/atag hukuman yang
pernah diteritne.

Pasal 175

(1) Profil PNS selmapaimana dimaksud dalam Pasal 14T
dikelola dan dimutakhirkan olch P¥E sesuai dengan
perkembanpan arau peruhahan informasi
kepepawalan FNS vang bersangkulan dalam sistem
informasi  kepepgsawaiasn  masing-masing  Inscansi
Pemerintah.

(2} Prodll. . .
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(2] Profl PHNS  scbapaimana dimaksud pada ayac (1}
diintegrasikan ke dalam Sistem Iniortmasi ASN secara

nasiunal vanp dikelola oleh BEN,

Bapgian Keclua

Pengembangan Karcier

Paragral 1

mnwrm
Pasal 176

t1] Pengembangan Kaner PNS sebagaimana dimaksad
dalam Pazal 162 dilakukan berdazarkan kualifikasi,
kompetensi, penilddan  kinerja, dan  kKebutuhan

Instansi Pemerincah.

[2) Pebgembangan karier scbagaimana dimaksud pada
avdt (1] dilakukan melalui manajernen pengembangan
kaner denpan mempertimbangkan  inlegrilas  dan

moralilas.

Fazal 177

(1} Pergembangsan kaner scbagaimana dirmaksud dalam
Pasal 170 dilakukan olch PPK melalul manajemen
pengembangan  karier dalam rangks  penycsualan
kebwluhan organisasi, kompetensi, dan pola Karier
FH3.

(2} Manajcmen  pengembangan  karier  scbapaimana

dimaksud pada ayat (1} digelenpearakan di tingkat:
a. mslansg; dan

v nasional.

(3] Manajetnen . .,
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bManajemen penpembangan karier PNS sebapsimana
ditmakisud pada ayat (1] dan ayat (2] dilakukan
mitslalui:

&, mutasi: dan/atau

b, promosi.

Pasal 178

Sclam mutasi dan/fatal prumosi scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 177 avat (3), pengembangan Karier dapat

elilakukan melahn penupasan khusas.

{1]

{2]

(3

Pasal 179

Dalam menyelenggarakan mangjemen pengembangan
karer FNS unghkat instansi scbagaimana dimaksud
dalam Paszal 177 ayal [2) buruf a, PPK wajib:

mcnotapkan rencang pengembangan karier,
b melakzanakan pengembangan karier: dan

. mclakukan pemantausn dan evaluazi terhadap

pengembangan Kaner,

Dalan menvelenggarakan manajemen penpembangan
karier PNS tinglat nasional scbapaimana dimaksud
dalam  Pasal 177 aval (2) huruf b, BKN wajib
mengumumkan  informasi  lewongan  Jabaran  di

scluah instanst Pemernntah melalui Sistern Infoomasi
ASN.

Berdasarkan imformasi IowonEan Jabatan
schapaimana dimaksud pada awat (2], setinp PPE
mecneminasikan PNS yang masuk dalam kelompok
rencana sukses) di lngkungannya unluk mengisi

lowongan dimaksud sesuai kebutuhan instansn.

Paragraf 2 . ..
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Paragrar 2

Rencana Pengembangan Karer
Masal 180

Kencana pengembangan karier sehagaimana
dimaksud dalarm Paszal 179 ayat {1] hum! a disusun di
tinghkat;

4, instansi; dan
b. nasional.

Rencana pengembangzan Larer sebagaitnana
dimaksud pada ayat [} meliputi rencana:

A. PNS yang akan dikembangkan karieriya;

2o penwmipatan PNE sesual pola karier;

¢, bentuk pengembangan karjer;

d. wakiu pelakzanaan; dan

2. prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan,

Rencana prrngembangan Lkarier SEDARALINATLA
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk janpgks waktu
5 {livaa) tabugn.

Rencana  pengembangan kaner sebagaimana
dimaksud pada ayal (3) dirinci setiap tahun.

Pazal 151

Rencana penpgembangan karier di tingkat Instansi
Pemerintah sebagaimang dimaksud dalam 1'asal 180
aval [1] humf a disusun oleh PyR.

Fencans prengembmangan karier scbagaimana
dimaksud pada ayat [1} diterapkan oleh PPE,

Dalam meényusun perencanaan pengembangan kavier,
B memetakan JPT, JA, dan JF vang akan diisi dan
merencanakan  poncmpatan PNS delamn Jabsatan
tersebut  zesus dengan kualhlikasi, kompoionsi,
penilaian Kinerja, dan keburuhan instans.

{1] Pengisian. . .
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Pengisian dan penempatan PNE dalam JA den JF
scbapaimana dimaksud pada ayat (3 dilakukan
melalui mutazi dan/atau promesi dari lingkungan

internal Instansi Pemerind aky.

Pengisian  dan penempatan PNS dalam JPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakulkan
mmelalul mutasi danatan pronosi secars terbuka.
Dalam bl PNS dan lngkungan internal Instans
Pemenntah tidak dapat memenuhi persyvaralan unluk
mengist JA dan JF vang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), mutazl danfaran promos
dii=i dari lingkungan eksternal lnstansi Pemerintah.
Eencana  pengembangan  karier  sebagaimana
dinaksud pada avat (2) disampaikan kepada Kepala
BEN untuk dimasukkan ke dalam Sistern [olformas
ABHN,

Fasal 182

Kenecana pengermbangan Karer i tingkat nasional
gebagaimana dimaksad dalam Pasal 150 zvat (1)
huruf br disusun aleh Kepala BKN.

Rencana pengembangan karer sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] ditetapkan oleh Menteri.

Dalam menyusun perentanasn penpembangan karer
sthagmmana dumaksud  pada ayat (1}, RBKN
memetakan JA, JF, dan JPT vang akan diisi.
Fengisian  dan penempatan PNS dalam JPT
sehagmmana dimaksud pada ayat (3] dilakukan
melalul selcksi terbuka.

Fenpizgiat dan penempatan PNS dalam JA dan JF
sehagaimana dimaksud pada oorat (3] dilakukan
melalul mutasi danfatau promas.

(A} Rencana - ..
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Rencana pengembangan kacer nasional sebhagaimana
dimaksud pada ayat (1] dimasukkan dalam Sistem
Infermasi ASN untuk dipublikasikan.

Publikas) rencana pengembatgan karier sehagaimana

ditnalksud pada avat {3) melipuri informasi;
a. Jabatan yang lowong; dan

b. Jabatan yang skan lowong.

Faragral 3

Pelaksanaan Pengembanpgan Karer
Pasal 1#3

Felaksanaan pengembangan Karier tnekal instansi
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2]
hurul a dilakukan oleh PyB dan ditetapkan aleh PPK.

Felaksanaan pengembangan karr dngkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 avat {2
hural b dilakukan sesuai dengan rencana
pengembangan karner sebagaimana dinnaksud dalam
Pasal 180, Pasal 151, dan Pasal | /2.

Pasal 184

Fengembanpan karier di tingkat tiAsinnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 avat (2]
huruf b didasarkan pada Jabatan yang lowong yang
telah divmumkan oleh BEKN melalul Sistem Informasi
AGN,

Jabatan yang lowong sebapaimana dimaksud pada
ayat (1] dapar dins dan internal danfatau elkaternal

Ilnstan=1 Pemerintah.

(3] Dalam . ..
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Dualam hal terdapat Jabatan yang lowang pada suatu
Instansi  Pemeriniah PPK dapat meminla  alaw
mengusulkan dari alau kepada PPKE instansi lain

Apabila lerdapat PNS yang memenuhi syarat.

Faragral 4

Pernantauan dan Evaiuasi Pengembangan Karvier

(11

2]

(3]

{1]

Pasal 185

Pemantavan dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan
pengembangan kancr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal |83 dan Pasal 184 dilakukan untuk menjannn
ketepalan pengisian dan penempatan PHNE dalam
Jabatan 1 lingkat instansi dan tingkat nasional.

Petmantavan dan  cvaluasi pengembuangan  karcier
scbagaimana  dimuksud pada  ayat (1) meliput
cvaluasi terhadap:

A. nerencanaan pengembanpgan karcr,
L. prozes pelaksanyan pengembangan karier; dan

.. hasil pengembangan karter.,

Hasll pemantavan  dan  cvaluasi  sehapaimana
dimaksud pada ayat (2] dipunakan sebagal dasar
penyetnpurnaan alau perbaikan pengembangan karer
pada Instansi Pemerintah.

Faszal 18k

Pemantauan dan evaluss! pengembangan karier 4
tingkat instans sebagaimana dimaktsud dalam Pasal
165 ayal (1] dilakukan oleh PyE,

{2] Pemantauan . . .
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Femantauan dan evaluasi penpembangan karier di
tingkat inslans scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan setiap (ahun, dan digunakan untuk

PENYEMPUITIAAN pelencanaan tabiun berikbutnva,

Hasil pemantanan dan cvaluas pengembangan karier
di tingkat instansi sebagaimana dimalksod pada ayal
(1) dimasukkan ke dalam Sistern Informasi ASN,

Masail 1Y

Pemantausan  dan  evaluasi pengembanpan  karier
tingkal nasional sebagaimana dimaksuwd dafyam Pasal
1823 dilakiksan olch BEKN.

Pemantalan dan cvaluasi pengembangan karier di
tingkat nasional sebagaimarra Jdimaksud pada ayal [ 1}
dilakukan setiap tshun dan digunakan untui

Penyempuinaan perencanaan (@hun berikutnya.

Hasil pemantausn dan evaluasi pengembangan kacier
di tingkar nasional schagaimana dimaksad  pada
aydt (1) dimasukkan ke dalam Sislem Informasi ASH.

Paragraf 5
Pola Karier

Pazal 188

Untuk mergyamin kesclarasan potensi PNS clengan
petipeicngparaan tugas permnerintahan dan
pembanpunan, petll disusun pola karer FNS yang
terinteprast secara nasional.

Pola karier PNS sebagaimana dimakszud pacda avar (1)
merupakan pola dasar mengenal uratan penempatan
dan/fatan perpindahan PNS dalam dan antar posisi i
sctiap jonis Jabatan secars herkesinambungan,

[(3) Pola ...
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Fola karier FNS sebapaimana dimaksud pada avat [1}
lerdin atas:

Aa. pola kaner instansi; dan
e poli korier nasional,

Setiap Instansi Pemerintah menvusun pola karier
instanzi sehayaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a
secara khlsus sesual denpan kebighan berdasarkan
prle. karer nasional.

Fola karier instansi sebagaimana dimaksud pada avat
(4} cliterapkan oleh PPK.

Fola karier nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] hurul b disusun dan ditctapkan oleh Menteri.

Pasul 189

FPK dalam tnenetaplan pola karier instunsi harus
memperhatikan jalur karier yang berkesinarnbungan,

Jalur karer scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kintasan pogsisi Jabatan yang dapat dilalui
cleh PNS baik pada jenjang JJabalan vang sctara
maupun joijang Jabatan vang lebil tingps

Pala karier PNS dapat berbentuk:

A. horizontal, yaitu perpindahan dari saru posisi
Jabatan ke poasisi Jabatan iain vang setara, bajl
di dalam satu kelompok maupun antar kelompok
JA, JF, atau JPT;

b. wertikal, yawilu perpindahan  dari satu  posisi
Jabatan ke pusisi Jabatan vang fain vang lehih
unpzl, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT;
dan

¢. diagmmal, yaitu  perpindshan dari sata posis
Jabuatan ke posisi Jabatan lain yang lebib tingpi
antar kelompok JA, JF, atau JFF

Paragral &, .,
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Faragrafl &
hMutaszi

Pasal 190

Instanst Pemerintaby menyusun perencanaan mutasi
FNE di lingkuangannya,

Jetiapy PN3 dapat dimutasi fagas dan/atan lokasi
dalam 1 {satu) Instansi Pusat, antar-instansi Fusat, |
[atiy Inslans Daerah, antar-Tnstans) Dasrah, antar-
Tnatans:  Pusat  dan  [nstansi Daerah, dan ke
perwakilan Negara Kesatuan Republik Indoncsia di
IEr negern.

bMuttas) sebapirnang  dimaksud  pada ayat {3
dilakukan paling singkat 2 {dua) lahun dan paling
lama S5 (lima) tahun.

Blulasi scbhapgaimana  ditnaksud pada ayat  (2)
dilakukan atas dasar kesesuman antara Kompelens
PHE denpan persvaratan Jabaran, klasifikasi Jabatan
chant pula kaner, dengan memperhatikan kebutuhan
nrEatlisas.

Mutasi PNS sgbagaimana dimaksud pada avat [2)
dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
konflik kepentingan.

Helain  mullesi karena  togas  danjatau lokasi
sebapaimana dimaksud pada aval (2], PNS dapat
mengajukal mutasi tugas  danfatawn lokasi  atas
permintaat sendiri.

Pasal 191

bMutasi dalam | [(satu) mstansi Pusat atau  dalamm
1 {zatu]| Instansi Daerabr dilakukan olch PPK, setelah

memperolch pertimbangan fim penilai kinerja PNS,

Pazal 192 ..,



(1]

[2]

{:3]

{4

il

=y

[

(4]

PRESIOEM
REFUCL!KE IMNDOMESIA

- 107 -
Payal 192

Murasi  PNS antar-kalmpaten/keta dalam  satn
provinst  ditetapkan oleh pubernur sctelah
memperoleh pectimbangan Kepala BKN.

Pertimbvangan Kepala BKR sehapaimana  dimakesuad
pada ayat (1} berdesarkan usul dari PPK instansi
prenenma dan persetujuan PPE instansi asal dengan
menyvebutlan Jabralan vang akan diduduoki.

Berdasarkan pertimbangan Kepala BRN sebapaimana
ditnaksud  pada ayat (2], pabernur menetapkan
keputusan mutasi,

Berdasarkan  penetapan  gubernur  sebapaimana
dimaksud pada ayal [3), FPK instansi  penerima
monctapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 193

hulas: PNS antar kabupaten fkota antar provinsi, dan
antar provinai  ditetapkan  olch  menteri vang
menyelenggarakan  uruzan  pemetinlahan dalam
neger] selelah memperoleh pertimbangan Kepala BEN.

Pertimbangan Kepala BRN sebageimana dimeksud
pada avat {I) berdasarkan usul dari I'PK instansi
penerima dan perselujuan PPE instansi asal Jdenean
renyebutkan Jabatan yang akan diduduki,

Brrdasarkan perlimbangan kepala BKN sehagaimans
dimaksud  pada  avat  (2), i menteri wang
treryelengparakan wusan pemernntahan dalam
ncpori metetapkan keputusan mutasi.

Bordasarkan penetapan menteri Yang
trenvelengrarakan wrusan pemeriniazhan dzlam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3], PPK
instansi penerima menctapkan pengangkatan PHNS

dalam Jalwartan.
Pasal 194._ . .
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Pazal 194

Mutasi PNS  provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
Musar ataw sebaliknya. ditetaplan oleh Kepala BKN.

Penerapan Kepala BKN sebagaimana dimaksiud pada
ayat [1] berdasarkan usul dari PPK instanst penerima
dan  persetujuan PPK ioslansi asal  dengan
menyebutkan Jabalan yang akan diduduoki.

Berdasarkan penetapan Kepals BKMN  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima

menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

FPuasal 193

Mutasi FNE anrar-Instansi Pusat ditctapkan oleh
Kepala BKN.

Penctapan Kepala BEN sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) berdasarkan usul dar FI'K instansi penerima
dan  persetujusn PPK instansi  asal  denpan

menyebillkan Jabatan yang akan didoudulki.

Berdasarkan pengtapan Kepala BKN  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK inatansi penerima
menctapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 196

Petnbiayaan scbagal dampak dilakukannva mulasi
PN3S scbagaimana dimaksyud dalam Pasal 190
dibebankan pads angparan pendapatan dan belanja
negata wuntuk  Instansi Pusat  dan anggaran
petdapatan  dan  belama  daerabh untuk Ionstansi
Diaernh.

Biava mylasi sebagaimana dimaksud pade ayar [1)

dibetrankan pada mstans) penerima.

Pazal 197 . .
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Fazal 197

ketentuan lebih lanjut mengenai tada cara pelaksanaan

mutasi sebapaimana dimaksud dalam Pasael 190 sampal

dengan Pasal 190 diatur dengan Peraruran Kepalas BEN.

(1]

{3

{4]

i3]

Paragrafl 7

Prommins
PPazal 198

Fromesi scbagaimana dimaksud dalam 1'asal 162
merupakan bentuk pola karier yong dapat berbentuk
vertikal atau diagonal.

PNS dapat dipromasikan oi dalam dan/ataw antar JA
dan JF keterampilan, JF ahli pertama. dan JF ahli
trijily sepanjang memenuhi persyaratan  Jabmtan,

dJenpan memperhatikan kebutuhan organizas.

[ralam hat instansi belum memiliki kelompok rencana
suksesi, promoasi dalam JA dapat dilakukan melalud
seleksi internal oleh panitia scleksi vang dibentuk
olch PPK.

PFNE wang menduduks Jubalan administrator dan
J¥oabli madys  dapal  dipromosikan ke  dalam
JPT  pralama sepanjang  memenuhi persyaratan
Jabatan,  mengikatl, dan  lulus  seleksl terbuoka,

dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

PrS  wvang mendurduke JF ahli ulama dapat
dipromosikan ke dalam  JPT  madys  sepanjanyg
memenuhl persvarataty Jabatan, memgikott, dao Tualuws
seleks) lerbuka, dengan memperhatikan kebutulan

TEALLISAS.

Paual 190 .
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Fuzal 193

(11 PPE menetapkan kelompok rencana suksesi setiap
tehun dan menpgumumkan melalui Sistern Informasi
ASN.

(2} Eclompek rencana suksesi sebagaimana dimaksod
pada avat (1} berisi kelompok PNS vang memiliki:

4. koempetensi sesuad klasifikasi Jabatan;

b, memenuhi kewajiban pengembuangan kompotonsi
dan

¢. memiliki penilaian kinerja paling kurang hernilai
traik dalam 2 [dua} tahun terakhir.

[3] Kelompek rencana suksesi sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola olch unit kerja yang menangani
bciang kepogawalan.

(4] Ketentuan lelih lunjut menpgenai kelompok rencana
suksest diaeur denpan Peraturan Meonteri.

Fasal 200

1) Promosi PNE  dalarm JA  dan JF  sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 198 ayat {2) dilakuken aleh
Ik aedélah  mneodapat  perrimbangan Um pendlal
kincrja PNE pada Instansi Pemerintah.

(£} Promost PNS sebapaimana dimaksud pada avat [1)
diprioritaskan bagi PNS vang masuk dalam kclompok
FENCANA suUksesl,

Furaprat #
Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 201

(1) Tim penila kinerja PNS pada Instansi Pemerintahb
dibentuk oleh P8,

{2} Tim. . .
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Tim penilai kinetja PNS pada Instansi Pemerinlah

sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdivi atas;

a. PyB,

b, pejabal yang menangani hidang kepegawaian:

<. pojabat  yang menangant bidang  pengawasan
infernal; de=n

¢l pyjabat pimpinat tingg] terkail,

Tim penilal Kinerja PNS sebapaimana dimaksud pada

ayat (2) begumlah gasal paling sedikit 5 {lima) orang.

Eetentuan lchih lanjut mengensi pembentukan dan

mekanisme kKerja tim penilai kinerja PNS sebapaimana

dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan
Menterl

Paragral 9
Fenugazan Khiass

Pasal 202

Penugasan khusus scbapaimana dimaksud  dulam
Pasal 178 merupakan penugasan PNS unoak
rmelaksanakan tugas Jabalen secara khusus di luar
[nslanst Pemerintah dalam jangks waktu tertentua.

Ketentuan iebih lanjut menpenai penugasan khusus
diatur dengan Peraturan Menteri,

Bagan Ketiga
Pengembanpan Kompetensi

Faragrat ]
Utrnlm

Pasal 203

Penpembangan  kompetensi sehagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 162 merupakan upaya untuk
pemenuhan  keburuhan  kompetensi PNS dengan
standar kompetensi Jabalan dan reIcana
pengembangan karier.

(2] Pengembangan . . .
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(2} Pengembangan kempetensi sebapaimana  dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
a. instansi; dan

b, nuasional

(3} Betiap PNS mcemilikn hak dan kesempatan vang sams
untuk dukutsertakan dalam pengetnbangan
kewopelensl scbagaimana dimaksud pada ayat (1],
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaan kompetensi PNS yvang bersangkutan.

[4] Pengembangan  kompetensi bapi setiap PNS
schagaimana dJdimaksud pada avar (3) dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh} jam pelajaran dalam 1
[2atu) lahun,

{3 Unluk macnycienggaraken pengembangan konmpetens]
scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, PPK wajils:

A4, mmcnetapkan kebutuhan dan rencana
pengemnbangan kompetensi,

b, melaksanakan pengembanpgan kompetensi; dan

c. melaksanakan evaluasi pengembangan
kompctonsi.

I'azal 24

Pengembangan  kompetensi  sebagaimana  dimaksod
cdatam Pasal 203 menjadi dasar pengembangan kaner
dan menjadi salah satu dasar bagl penganpkatan
Jabaran.

IFaragraf 2
Kebumihian dan Hencana Pengembangan Kompeternsi

Pasal 205

{1} Kebutuhan dan rencaca pengombangan kompetenss
schagnimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5)
hurul a, terdiri atas:

a, lnventarisasi - . .
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a. iwventansasi  jenis  kompetensi vang  petlu
ditinglatkan duri sctiap PMNS; dan

I, rencana pelaksanasn pengembangan kompetensi,

Fenyusunan kebuluhan dan rencana pengembangan
kmpelensl schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada rtingkat:

a. inslans; dan

b. nasional,

Fencana pengembangan  kompetensi  sehbapaimana
dimaksud pada avar [1} dilakukan untuk janghs
waktu 1 (sala) tahun yang pemliaysannya tertuang
dalam rencana kerja anpggaran tahunan  Insransi
Pemerintah.

Pasal 206

Untuk menyusun rencana pengembangan kompetens
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayae (L),
dilakukan analisis  kescnjangan kompelensi  dan
analisis kesenjangan kincria.

Analisiz kesenjangan  kompetensi  sebagsimnana
tdlimaksad  pada  ayar (1} dilakukan dengan
membandingkan  profil kompetensi FNS  dengan
standar korpetensi Jabatan yang diduduki dan vang
akan diduduk.

Analisis kesenjatipan kincrjz sebagaimana dimaksud
pada ayat 1) dilakukan dengan membandingkan hasil
pcnilaian kinerpa PHNS dengan rarpet kinerja Jabatan
vanp diduduki

Pasal =0y

Fenvusunan kehutuhan dan rescans pengembangan
kompetenal instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal M5 avat [2) hurof a dilakukan oleh PvB.

2} Kebuluhan ...
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Kebuluhan dan rencana penpembangan kompetensi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch
FPL.

Kebutuban dan rencana pengembangan kompetensi

sehagamana dimaksud pada ayat (1) melipuri:

a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;

by, rargct PH& Yang alcan dikemhbangkan
kompetensingey;

€. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;

d. penyelenggara pengembuangan kompetensi;

€. jadwal atau waktu pelaksanaan;

[, kesesuaian pergembangan kompetensi dengsn
standar kurikulum dari  instansi pembing

kormpetens:; dan
8. anggaran vang dibutubkan,

Kebutuhan dan rencana penpembanpgan kompetensi
sehagaimana ditmaksud pada avat {2) dimasukkan ke
dalam sistem infurmasi pengembangan kompetensi
LANM.

Pasal 205

Fenyusunan  rencana  pengembangan kompetensi
nasicnal sebapaimana dimaksid dalam Pasal 205
avat (2] harul b  dialkokan  wuntuk memenoahi
kebutuhan  kompetensi  vang  diperlukan ook
mencapal tujian dan sasaran pemerintahon serta
pernbanunan,

Penyusunan rencana pengembanpan kompetensi di
tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
melipull Kempetensi Teknis, Kompetensi Muanajedal,

dan Kompentesi Sosial Kulrgral.

13) Kompetens . .
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Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada avat
(2} terdinn atas kKompelensi teknis dan kompelensi

tungsionai.

Fenyusunat,  rencana  pengembangan Kompotens
blanajerial dan Kempelensi Sosial Kultural dilakukan
olch LAN.

Fenyusunan rencana pengembangan  kompetensi

tekois dilakuakan olel instans: leknis,

Fenyusunan rencans  pengembangsn  kompetens

fungsional dilakukan vleh instansi pembina JF.
Fasai 2049

Rencana pengembahgan kompetensi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 205 disampaikan kepada LAN
sebapal bahan untuk MENYUELI rercata

pengembangan kompetensl nasional,

kencana  pengembangatt Kompetensi nasional
sebapaimana dimalesud pada ayar (1) ditetapkan aleh
Menten dan dipublikasikan dalam sistem informasi
pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
ASN.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

(1]

FPaszal 210

Pelaksanaan pengermmbangsn kompetens: sebagaimang
dimakzud dalam Pasal 203 avat {3 huatf B haras
sesual  dengan  rencana vang  telah ditetaphkan
sebagaimana dimakesie] dadamn Pasal 207 ayat [2].

(2} Pengembangan .. .
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Fengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam
bentuk:

a. pendidlikan; dan/atau

b:.  pelatihan.

Pasal 211

Fengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
sebagaimana dimalsud dadam Pasal 210 avat (2
hurul 4 dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan
dan Keahlian PNS melalui pendidikan lormal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Hengembangan kempetensi dalam benluk pendidikan
formal sebagadmana dimaksud  pada ayat (1)

dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

Pemberan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada
ayal (2] diberikan dalam  rangka  memenuhi
kebutuhan  stundar  komperensi Jabatan  dan

pengembangan karjer.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemmberian tupas

belajar diatur denygan Peraturan Fresiden.
Pasal 213

Pengembangan kompetensi dalam benruk pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat [2)
hiurul b dilakukan melalui jalar pelatihan klasilkai dan
nenklasikal.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
ktumkal sebapaimans  dimaksud pada  avatl (1)
dilakukan melslul proscs pembelajaran tatap muka di
dalam  kelas, paling kureng melaloi  pelatihan,
seminar, kursuy, dan penataran.

(] Fengcmbangan - . .
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{3] Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
nonklasikal scbagaimana dimaksud pada ayat 11
dilakukan  paling  kurang  melaln e-deaming,
bimbingan di tempat kega, pelatihan jarak jauh,
magang, dan percukaran antara PNS dengan pegawal

BWARMA.

(4p Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara
PN dengan pepawal swasta sebapaimana dimaksudd
pada ayat [3] dilaksanakan dalam wakit paling lama
L [satu} rahun dan pelaksanaannyva dikoordinasikan
oleh LAN dan BKN,

Pasal 213

Fenpembangan kompetensi dapat dilakssansbcan sceara:

#. mandiri nleh internal Instansi Peroeriniah  yang

bersangkutan:

b, bersama  dengan Instansi Permerintah  lain ¥HILE
mietoklilci akreditasi untuk melaksanakan

pengembangan kampelens tertentu; ataun

c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetons

vang independen.,
Pasal 214

(1} Pelaksanaan pengembangan  kompetensi leknis

dilakukan melalui jalur pelatihan
(2} Pelatihan tcknis sebapgaitnana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mencapal persyaratan standar

kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

[2] Meleksanaan pongembangan Kompelensi  ickis
sthagaimana dimaksud peda ayval {1) dapat dilakukan
srcard berjenjang.

4 Jems .,
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Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis
ditetapkan oleh instansi teknis vang bersangkutan.

Pelatihan  teknis  diselengparakan  oleh  lemnbaga
frelalihan teralereditasi,

Akreditasi pelatihan leknis dilaksanakan oleh masing-
masing  instansl  wknis  dengan  mengacu  pada

pedoman akreditasi vang ditctapkan oaleh LAN,
Pasal 213

Felaksanaan pengembangan kempetenst fungsional

dilakukan melalui jalur pelatibuag.

Pelatihan  fungeional sebapaimans dimaksud pada
ayat (1} dulaksanakan untuk mencapal persyaratan
standar kKompetensi Jabatan dan pengembanpan

karier.

Pengembangan kompetensi funpgsional sebapaimana
dimaksud pada ayat [1} dilaksanakan  wntuk
MeENCapal  persyaratan  kommpelensi  yang 2esual
dengan jeris dan jenjang JF masing-masing.

Jenis  dan jenjang pengembangan kompetensi
ingsiondl scbapaimana dimaksud pada ayat {3}
ditcrapkan oleh instansi pembina JF.

Pelatthan fungstonab diselenggaraksan olch lembaga
pelatihan terakredicasi.

Akreditasi petatthan fungsional dilaksanakan  oleh
masitE-nasing instansi perabina JF dengan mengacu

pada pedoman akreditasi vang ditetapkan olch LAN.
Pagal 116

Pelaksanaan  pengembangan Kompetensi Sosial
Rultural dilakukan melaly] jalur pelatihan.

(2] Pelatihan. . .
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Pelatthan  sosial  kulturab  dilaksanakan  untul
mencapal persvaratan standar kompetensi Jabatan
dan pengembangan karier.

Pengembanpan Kompetensi Sosal Kuliural
sebapaimana dimalsud pacda ayar (1) dilaksanakan
untuk memenuhl Kompetensi Sosial Kultural sesuai
slandar kompetensi Jabatan.

Pengemhbangan Kompelensi Sosial Kulrural

sehapaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh
LAN.

Pelatthan Kompetensi Sosial Kaltaral diselenggarakan
oleh lembaga pelatihan terakredilas].

Akreditas pelatthan soasial kuliurcal dilaksanakan oleh
LAN.

Pasal 217

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial

dilakukan melalui jalur pelatihan.

Pelakzanaan pengembangan Kompetensi Manajerial
melahgi jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} dilakukan melalui pelatihan stuktaral.

Pelalihen struktural sebapaimana dunaksud pada
avat (2] lerdin atas:

a.  kepemimpinan madya;

b. kepemimpinan pratama;

. Kepemumpinan administrator; dan

. kepemimpinen pongasias,

Pelatihan strukiral kepentimpinan madya

diselenggaralan olch LAN.

15) Pelanhan .
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Pclatihan slruktural  kepemimpinan  pratama,
kepemimpinan  administrator, dan  kepemimpinan
pengawas diselengparakan oleh lembapa pelatibhan
pemerinsah terakrediasi.

Akreditast pelatiban struldural  kepemimpinan
dilaksanakan olelh LAN.

Fasal 218

Dalam rangka menyvamakan persepsi terhadap wgjoan
tlan  sasaran pembangunan nasional dilsksanakan
pelatihan di tingkat nasional vanp dilkuti oleh pajatsat
pimpinan tnggl wtama, pejabat pimpinan  dnpgi
madya, dan pejabat pimpinan tngm pratama, yang
dilaksanakan oleh LAN.

Pelzlihan scbagaimana dimaksud pada zvat (1) dapat
diikbgti jugs oleh peojabat negara dan direksi doan
Bonmisaris badan usaha milik negasa atao badan
uzaha milik dasrah.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapar

dilakulan melalui kerja sama dengan instans lain,

Fazal 21%

LAN bertanggung jawalr alas pengaturan, koordinasi, dan

penyelenggaraan pengambangsan kompelensi.

Pasal 220

Frlaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan

telalul  sigtem informasi pelatihan yang  terintegrasi

denpgan Sistern Informasi ASH,

FParagral 4, . .
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Paragral 4

Evaluas Pengembanpan Koanpelensi

Pasal 221

Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
kKompetensi  Sosial  Hultural dilaksanskan  untuk
menilal kesesuaian  anlara kebutuhan Kempetensi
Manajerial dan HKompetensi Sosial Kultural PNS
dengan standar kampetens Jabatan dan
pengembangan kaner,

Evaluas) pengembangan Kemprtensi Manajerial dan
Kompetensi Sosid Kultural sehagaimans dimaksad
pada avat (1], dilakukan oleh LAN.

Hasil evaluasi pengembangan Kempetensi Manajerial
dan Kompetensi Sosial Kultural disampaikan kepada
hWenter.

Pasa] 222

Evaluast pengembangar kompetensi teknis
dilakzanakan untuk menilai  kescsualan  antara
ketwlluhan kompetensi t(cknis FNS dengan standar
komperensi Jabatan dan penpembangan karier,

Evaluasi pengern angan kompetensi leknis
sehapaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan oleh
instansi teknis masing-masing.

Hasil evaluasi pengembanpan kompetensi  teknis
disampuikan kepada Menteri melalui LAN,

Pasal 223

Fvaluast  pengembangan  kompetens:i  fungsional
dilaksanakan untuk  menilai  kesesuaian  anrars
kebutuhan  kompetensi fangsional  PNS dengan
slandar kompetensi Juabatan dan  pengembangan
karier.

(2] Evaluasi . . .
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(2] Evaluasi pengembangan kompetensi  fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
inslans pembina JF.

(3] Hasil evaluasi pengembangan kompetensi fungsional
disampailcan kepuda Menteri melalui LAN.

Pasal 234

Hasil evaluasi penpembangan  kempelensi  nasional
dipublikasikan datam sistem informasi pelatihan yang
terintegrasi dengan Sistem Inforrmasi ASN,

Fasal 235

ketentuan lebih lanjur mengenal teknizs perencarnaan,
pelaksanaan, dan ecvaluasi penpembongan kompetensi
chiatir dengan Peraturan Kepala LAN,

Bagian Keempat
Sislem Informasi Manajemen Karier

Faragraf 1
Sistem Informasi Manajemen Karier

Instansi Pemetintah
Fasal 23h

{I) Setiap [nstansi Pemerintah wajill memiliki  sistem
itfermes manajemen karier instansi.

(2} Sistem informasi manzjemen kKarvier instansi berisi
informasi  mengensai  rencana dan pelaksanaan

menaemen karier.

[3) Bistem . . .
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Sistern informasl manajemen karier  instansi
sehagaimana dimuaksud pada aval (1) meorupakan
bagian yang tenintegrasi dengan Sistem Infurmasi
ASN.

FPK wajib memutlakhirkan data dan informasi dalam
sistem informast manajemen karier instansi,

PPK memasukkan data dan informasi manajemnen
karier di linghungannya ke dalam Sistermn Informasi
ASN paiing lambat akhir bulan Maret rahun berqalan
untuk pelaksanaan tabhun herikuinys.

Paragraf 2

S1stem Informasi Manajemen Karier Nasional

(1]

{2]

(1]

Pasal 227

SBistern informasi manajemen Karier secara nasional
dikclola oleh BRN berdasarkan informasi dan data
ponyelenggaraan  manajemen  Karier oleh  sclap
I SLESL.

BEN wajill melakukan verifikas: erhadap informasi
dan data penyclenggaraan managjemen kaner paling
lammbkat 1 (satu) bulan screlah penvampaian informasi
oleh instansl.

BAB VI
PENILALAN KINER.IA DAN [HNSIPLIN

Pasal 32K

Fenilaian kinerja PNS hertujuan untuk menjamin
abjekiivitas pembinasn PNS vanp didasarkan siglem
presigs dan sistem karier,

[2) Permlaaan . ..
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Fenilaian kinerya PN3 dilakukan  berdasarkan
perencanaan  Kinega pada  tingkar  iodividu dan
tingkat unit. atau organisasi, dengan memperhatikan
targer, capaian, hasil, dan manfaal vang dicapai, serta
perlaku PNS.

Penilaian  kinerja PHNS  dilakukan sccara  objektil,

terukour, skuniabel, partisipatil, dan transparan.

Penilaian kinerja PNE sebagaimans dimaksud pada
ayat [3) dilakukan oleh atasan langsung dari PNS
dlau pejabat yang ditentukan oleh PvB.

Pasgl 2249

Untuk menjamin lerpeliharanya tata rectibh dalam
kelancaran pelaksanasn tugas, PNS wajib mematihi
disiplin PNES.

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiphn terhadap PNS serta meclaksanakan herbapai
upaya peningkatan disiplio.

PNZ yang mclzkukan pelanggaran disiplin dijatuhi

hukuman disiplin,

Hukuman disiplin sebapaimuana dimaksud pada avat
(3] dijatuhkan noleh  pejubat  vang  berwenang

menghuknm.

Fasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenal penilaian kinerja PNS

dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228

dan lPasal 239, diatur dengan Peraturan Pemerinish

tersaendir.
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BAB Vil
PENGHARGAAN

Pasal 231

FNS wang telabh menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kbecakapan, kepujuran, kedisiplinan, dan prestasi kera
dalam  melaksanakan  tupasnya  dapat  diberikan
penghargaan.

Vazal 232

Penghargasn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 231,
dapat betapa pemberian:

a. tanda kehormatan:

b. kenwmkan pangkat istimewa;

©. kecscmpatan prioritas unrk pengembangan
koempetensi; dan/atau

d. kesempatan menghadiri acara restmi dan/fatau acara

kenegaraan.
Pasal 233

FPemberian  penghargaan berupa  tanda  kehormatan
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 232 hwurui =,
diberikan  kepada FPNS  sesuad  dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 234

Pemberian  penghargaan  berupa kenaikan pangkat
stimewa  sebageimuana dimaksud  dslam Pasal 232
huruf b, dibenkan kepada PNS  berdasarkan  pada
penilaian kitterja dan keahlian yang luar biasa dalam

tmenjalankan tugas Jabatan.

Fazal 235, ..
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Pasal 235

FPenghargaan  berupa  kesempatan  tambaban untuk
pengembangan Kompetensi  aehagaimana dimalbesiad
dalam Pasal 232 huruf ¢, diberikan kepada PNS vang
mempunyal nilai kinecja yang sanpat baik, memiliki
dedikasi dan levalilas yang tingpi pada orpanisasi dan
merupakan lambahan artas pengembangan kompelensi
sebagaimana diatur dalam Fasal 203.

Pasal 236

Penphargaan sebapasimana dimaksud dalam Pasal 232
huruf r dan hurud ¢ diberikan nleh PyB setelah mendapat
pectimbrangan tim penilai kinerja PRS atas usul pimpinan
unit kerja.

Fasal 237

ketentuan Jebih lanjut mengeosi lals cara pemberian
Pengnarpaa1 sebagaimana dimaksud dalam Paszal 232
huruf d diarar dengan Peraturan Presiden.

AR VI
FEMBERHENTIAN

Bapian Kesatu

Dasar Pemberhentian

Faragraf ]
Petnberhentian Atas Permintaan Sendir

Paxal 235

i1} PNS  yang mengajukan permintaan berhenti,
diberhentikan dengan hormat schagai PNS.

{2] Pettoirila=n .
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{2} Perminlaan berhenti szebapaimana dimaksud pada

ayal {1] dapat diturnda untuk paling lama 1 (satu)

tahun, apabila PN& yang bersangkutan masih

dipcriukan untuk kepentingan dinas.

(3] Permintaan berhenti sebagamana dimalksued pada

ayar {1] ditolak apabila:

a,

sedang dalam proses peradilan karena  diduga
melakukan tindak pidana kejahatan;

tcrikat  kewsjiban  bekerja pada  Instans
Femermiah berdasarkan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan;

dalam perneriksaan  pejabat  vang  herwenang
memeriksa karens diduga melakukan pelanggaran
disiplim PNS;

Fedang mengajukan upaya handing administratif
karena dyatuhi hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat  tidak  alas

permintasn sendin sebagal PNS;
sedang menjalani hukuman disipling dat;/ataw

alasan lan menurut pertimbangan PRE.

Parapraf 2

Femberhentian Karena Mencapai

Batas Usia Pensiun

Pa=al 230

(1] PNS vong telah mencapal Bartas Usia Pensiun

diberherniikan dengan hormat sebagai PNS.

[3) Batas . . .
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Batas Usia Pensiun schagaimana dimuaksud pada ayat

(1) yanlu;

#a. 28 (liwa puluh delapan} tahun bagl pejabar
widministrasi, pewbal  (ungsional abli  muda,
pejahat fungsiomal ahli pertama, dan  pejabat
lunpsional kelerampilan,

k. B0 lenam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan
tRgel dan pejabat fungsional madya; dan

c. &3 [enam pulubh lima)l talwun bagi PNS yvange
tnemangkl pejabat fungsional ahli wtama,

Pagal 240

Batas Usid Pensiun bagi PNS yanpg menduduki JF yang
ditentukan dalawm undang-undang, berlaky kelentuan

scsual denpgan Batas Usia Pensiun yany ditetapkan datam

undang-undang vang bersangkutan.

Paragral 3

Pemberhentian karena Prrampingan Organisasi

atan Kehjakan Pemerintah

Froazal 311

(1} Ddalam  hal terjadi perampingan orpanisasi  atauy

(2]

kebijakan pemenintah vang mengakibatkan kelebihan
FME maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan
pada Instansi Pemenntah lain.

Calam hal terdapat FNS yang bersanpkutan tidak
dapal disalurkan sebagaimana dimaksud pada avat
1] dan pada sagl terjadi perampingan organisasi
Hudsh mencapai usia 30 (lima puluhi tahun dan masa
kerja 10 isepuluh) tahun, diberhentikan  dengan
hormat dengan mendapat hak kepegawaian scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3y Apahila . ..
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(3] Apabila PNS sebapaimana dimalksud pada avat f1):
a. fidak dapat disalurkan pada instansi lain:

. belum mencapai usia 50 (lima puluby tahun; dan
. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) 1ahun,
diberikan uang tungeu paling lama 3 {lima) tahun.

{4] Apabila  wsampal  dengan 5 {lima] tahun PNS
schagaimana dimaksud pada avar {3 tiduk dapat
cdisalurkan maka PNS lersebur diberhentilan dengan
hormat dan  diberikan  hak  kepegawaian  scsuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang
tunggun PNS sebagaimana dimakesikd] pada avat [3)
belum  berusia 50 (lima puluh) tabun, jaminan
pensnls pagl PSS mulai  diberikan pada  saar
mencapal usa 59 (lima puluh} tahun.

(5] Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelehihan
PN scbapaimana dimaksud pada ayat [1] diarurc

dengat Paraturan Menteri.

Paragraf ¢
Pemberhendan Karena Tidak Cakap
Jasmani dan fatay Raobani
Pasal 242
(1] PN8 yang tidak cakap jusmani dan/atau robhani
diberbiciilikan dengan normat apabila.

a, tidak dapal bekerja lapi dalam semug Jahatan

karena keschatannya;

b, mendetita ..,
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b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahava
bagi dirinya sendiri atau linpkunpan kerjanya,
atau

w. tidak mampu bekerja kembali screlah berakhiroeeg
vt sakil

(2} Ketentian menpenai tidak cakap jusmani dan/atau
rohani sebagsimana  dimaksud  pada  ayat {1
berdasarkanr hasil pemeriksaan  tim penguji
beschatan.

(3] Tin pengujl kesehatan sebaganimana dimaksud pada
avat 2} dibcntuk alah menleri YAME
menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidang
kesehalan,

(4] Tamn penguji kesehalan scbagaimana dimaksud pads
ayal () beranggotakan dokter pemeriniah.

{2] PNE yvang diberhentikan dengan hormal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian

sesual  dengan  Wetenluan  peraturan  perdndang-
undangarn.

Pardpral 5

Pernberhentian Karena Meninggal Dunia,

Tewas, atau Hilang
Fasal 243

(1} FNS yang meninggal dunia atau tewas diberhenrikan
dengan hormat sebapal PNS dengan mendapat hak
kepegawalan  sesual dengan  Ketenraan  peraturan
perundang-undangan.

(£) FN3  dmyatakan meninggal dunia scbagaimana
dimaksud pada avat {1) apabila:

a. meninggaloya .
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a. merngeslnya  tdak dalarn dan karena
mecnjalankan tugas;

B. meninggulnva  sedang  menjulani masa  wvang
tLngEu; arall

¢ menngpalnys pads wakn mengalani culi di luar
liNZEuUngan Negara.

CNE dinyatakan tewss scbagaimana dimaksucl pada

ayal {1] apabila meningeal.

a. falam dan karena menjalankan tugas  dan
kewajibannya;

b. dalam keadaen lain yang ada hubungannys
dengan dinas, sehinggs kematian itw disamakan
dengan  keadaan sehagaimana dimaksud pada
berarl a:

v. lanpsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani
dlau Jasmani yang didapat dalam dan karena
menjalankan tugas kewadjibannva atau keadaan
lain yang ada hubungannya dengan kedinasan;
dan; alau

d. karena perbuialan anasir yang tidak bertanggung
Jawab atau sebapgai akibat tindakan anasir ity.
Apabila FNS sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan
ayat {3] telah berhkeluarza, kepada janda/duda atau
anoknya diberikan hak kepegawaian sesuai denpan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Apalnla PINS scbagaimana dimaksud pada ayvar (2] dan
ayat (3] tidak beckeluarga, kepada orang wuanya
diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kerentuan
reraturan perundang-undangan.

Pasal 244

Seorang FNS dinvatakan hilang i luar kemampuan
dan kemausn FNS yang bersangkutan apabila:

a. udak . ..
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a. tidak dikelahul keberadaannya; dan

b. tidak diketahul masih hidup atau elah meninggal
dunia.

PNS yang hilang sebapaimana dimaksud pada soat [1)
dianggap telah meninggal  dunia  dan  dapat
diberhenlikan dengan hormal sebagal PNS pada akhir
bulan ke-12 [dua belas) sejak dinvatakan hilang.

Petnyalaan hilang schagaimana dimaksud pada ayvat
(<] dibuat oleh PPK atau pejabat lain vang ditunjuk
berdasarkan surat kcterangan atau Dberita  acara
pemeriksaan dan pilhak kepolisian Negara Repullik
Indaresia.

Janda/duda atau anak M5 sebagaimana dimaksud
pada aval (1} diberikan hak kepepawnisn  sesual
dengan ketentuan peraluran perundang -undanpan.

Pasal 345

Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana cimnaksued
dalarm Pasal 244 ayat [1] ditemukan kembali dan
masith hidup, dapat dianpgkat kembali sebagai PNS
scpanjang yang bersangkutan belum mencapad Batas

D=zia Pensilin.

Fengangkatan kembali sebagai PNS  sebagaimans
dinaksud pada avatl [1] dilakukan setelah PNS yvang
bersangkutan  diperiksa  wleh PPK dan  pihak
kepulisian begara Republik Indonesia.

Malam  hal  berdasarkan  hasil  pemerksaan
mebapaimana dimaksud pada ayat (2} terbulkdi hilang
karcna ketralysn dan kemampusn VATE
bersanpkutan, PN3 yang bersaogkutan  dijatuhi
hukumar disipline sesual dengan ketentuan peraluran
Prérandanp-undangan.

Pasal 2446
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Pasal 246

Dalarm hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksuel
dedam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali clac
telah mencapai Baias Usla Fensiun, PNS  vane
bersangkutan  dibechentikan dengan  hormar  dan
diberikan hak kepegawaian sesusl dengan ketentuan

preratran perundang-undangan.

Femberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
sefelall dilakukan pemerikzaan oleh PFK dan pihak
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalaun hal  berdasarkan hasil  pemerilesaan
sthagaimana dimaksud pada avat (2] terbukti hilang
karena kemauan clzn kemamypuar yaug
bersangkutan, PNS wvang bersangkutan  wajib
menpembalikan hak kepegawaian yvang telah diterima
oleh janda/duda atau anaknys  sesual dengan

keteniuan peraturan perundang-undanpan.

Paragraf &
Periberhentian karcna Melakuakan

Tinttak Prdana/ Penyclewengan

Panal 247

PN5 dapat diberhentikan dengan hormat araw  tidak

diberhentikan karena dihokum penjara berdasackan

putusan  pengadilan  vang  felah memilikl kekuatan
hukum tetap karenan melakukan tindek pidana dengan

hukuman pudeny penjara paling sinpkat 2 {dua] tahun

dan pidana yang dilakukan lidak berencana.

Pasal 248 . .
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Pasal 24K

FN3 yang dipidana dengan pidana penjara 2 fdua)
talhan ataw lebih berdasarkan putusan pengacilan
vang tclah memiliki kekisalan hukum retap karcna
melakukan tindak pidana tidak dengan berencans,
tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

a. perblalannya  tidak menurunkan  harkal  dan
tnartabrar dari PNS;

b. mempunyai prestasi kerja vang baik;

o, tidak mempengarobi lingkungan keria  zetelah
diaktilkan kembpali; dan

d. tersedia lowongan Jabatan.

PN& vang dipidana dengan pidana penjara kurang

dari 2 [dua) tahun berdaswrkan putusan pengadilan

yang telabh memiliki kekualan hukum tetap karcna

melalukan tindak pidana tidak dengan berencans,

tilak diberhentikan sebagai PNS apahlils  tersedia
lowaongne Jabsatan,

Faszal 249

PMNS vang rilak diberhentikan sebagaimana dimaksoud
dJalam  Pasal 248, selama  vang  hersangkulan
menjalani  pidana perjars maks  tetap  bersatus
sebapai PNS dan tidak menerima hak kepepawalannya
sampal diaktifkan kembali sebapal PNS,

FHN3 sebapaimana dimaksud pada avat 1] diaklifkan
kemhall sebagai PNS  apabila  terzedia  lowongan
Jabatan.

Cralam  hal  wodak  wesedia lowongan  jabatan
schagaimana dimaksud pada ayat (2], dalam jangka
waktu paling lamna 2 {dua) tahun, PNS  yang
hersanslatin diverbentikan dengan hormal,

(4} PNS . . .
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(4) PNS vang menjalani pidana penjara sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dan sudah berusia 58 {lima
puluh delapan) tabun. diberhentikan dengan hoomeat.

Pasal 250

FPN3 diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonesia
Tabhun 1945,

dipidana dengan pidana penjara atan kurungan
berdasarkan putusan penpadilan vang telap memiliki
kekuatan hukum totap karena melakokan rindak
pidana  kejahatan  Jabatan aslau tindak  pdana
kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
danj/atan pidana umuan,

menjadi anggota danfaton penguras parlad politik;
atau

dipidana  dengan  pidana  penjara berdasarkan
putusan pengadilan vang telah mermiliki kekualan
hukum tctap  karena melakukan  tindak  pidana
detigan  hukuman pidana penjars paling singkat
2 {dua) tabun dan pidana yang dilakukan  denpan

bereticana.

Pasal 231

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari

2 [dua) iabuan berdasarkan purusan pengadilan vang

telah memilik kekuaran hukum tetap karena melakukan

tindak midana dengan berencana, diberhentikan dengan

hormat tidsk atas permintaan sendin sebagai PNS.

Pasal 252 ...
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Fazal 252

Pemmberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
huruf b+ dan buruf d dan Pasal 251 ditelapkan terhitung
mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan  atas
perkaranya yuny telah memiliki kekurran hukum tetap.

Paragrar 7
Pemberbentian karcna Pelanpggaran Cisiplin

Fazal 253

(1) PN3  diberhentikan  dengan  hormat  ttdak  atas
permintaan sendin apabila melakukan pelangearan
disipiin FNS tingkat berat.

(2} Pemberhentiun sebagaimana dirmaksud pada avat [1)
dilaksanakan sesuai dengan  ketenfuan  peraturan
perundang-undangan  yang  meongatur | mengenai
disiplin PNS.

Farapraf ¥

Femberhentian karens Mencalonkaon DHri atau Dicalonkan
honjadi Presiden dan Wakil Peewicden, Ketas, Wakil Kerua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralovar, Ketua, Wakil Ketua,
dan Angpota Dewan Perwakilan Dacrah, Gubertior dan Walil
Gubcmur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikots

Faszal 254

(1) PNS wajit mengundurkan dirn sebagai PNS pada saat
diterapkan scbagai calon Presiden dan Wakal Presicden,
hetuna, Wakil Ketus, dan Anggora Dewsan Peorwakilan
Ralgyat, Ketua, Wakil Ketna, dan Angpeda Dewan
Perwakilan Daeraly, Gubernur dan Wakil Guhbernur.
atan  Bupan/Walikota dan Wakil  BupatifWalkil
Walikota oleh lembaga yang bertupas melaksanakan
poemilihan vmuym.

{2] Pernyataan . . .
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l£p Pernvaraan peogunduran din sebhapaimana dimaksad
pada ayal (1) tidak dapat ditarik kembadi,

[3] PN yang mengundurkan dici sebapaimana dimaksud

pada avat (1} diberhentikan dengan hormat sebapai
FNS.

(4] I'N&  vang melanpgar  kewajiban  sebupaimans
dimaksud pada avat (1] diberhentikan dengan hormat
sehagal PNS,

(7] Pemberhenlian  dengan bworma sebapai FHS
sehagaimana dimaksued pada awal (3] dan ayat [4]
Berlaku terhitung muolal akhir bulan scjak PNS vang
bersangkutan ditetapkan sehagai calon Presiden dan
Wakil Presiden, Kelua, Wakil Ketua, dan Anpgola
Sewian Perwaikinan Rakeal, Reiua, Wakil RKetua, dan
Angpola Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan wakil
Bupau/Wakil Walikota oleh lembaps vang bertugas

melaksanakan pemilihan umum.

Paragral ©
Pemberhentian karena Meonjadi

Angeola danfatan Penpgurus Partal Politik
Fusal 255

(1p PNS dilarang menjadi anggota danfalan pengurus
pertad politik.
(2 PNS vang menjadi anpgenta dan/fataw pensurus partai

politik wajib mongundurkan din secara rermulis,

(3] PMS ...
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(3] PNS yang mengundurkan flin sebagaimana dimaksud
pada gyal [2) diberhentikan dengan hormat sebagai
FNS techilung mula:r akhir bulapn penpunduran dir
FNS yang bersanghkulan.

{4] FPNS vang melangyar larangan sebapaimana dimalksue
pada ayal (1) diberhentikan tidak dengsm hormat
sebags PHNS,

{3] PRE yang menjade anggota danfatay pengurus partai
politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS sebagaimana dimaksud pade ayat (4) erhitung
mulas akhir bulan PNS vang bersangkutan menpadi
anggota dan,/atal pengurus partai politik.

Paraprafl 1o
Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lag;
Sebaga Pejabat Nepara

Pusal 254

(1} PNZ yang tidak menjabat lagl sebagai ketua, wakdil
ketua, dan anggots Mahkamah Konstitusi, kera,
wakil ketua, dan angeola Badan Pemeriksa Kevangan,
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisiat,
ketua  dan  wakil ketua  Kenisi Pemberantaszan
Korupsi, menteri dan jabatan sedngkat menter,
kepala perwakalan Republik Indencsia di Luar Negeri
yang berbedudukan sebagal Duta Besar Luar Biasa
dan Berkwasa Penuh, diberhentikan dengan hormat
sebagal FNS apabila dalam walkiu paling lama 2 {dua)

tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

{2] Sclana . .
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Selama menungpu  lersedianya  lowongan  Jabatan
seslal  dengan  kompetensi dan kualitikasi PNS
sebapawimana dimaksud pada ayot (1| disklifkan
ketnbah sebapar PNS dan  diberikan  penghasilan

sebeoar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan

Jabatan  terakhic sehagai FN8  sebelurn diangkat

sebagal prejabat negara sesual dengan  ketertuan

peraturan peruandang-undangan,

Pemberhentian  denpan hormat  sebapai PNS
sehagaimana dimaksud pada ayat {1) terhitang mulai
akhir bulan =sejak 2 [dua} tahun tidak tersedia

lowangan Jabatan.

Paragrat 11
Pemberhentian Karena Hal Lain

Pa=zal 257

PNS yang tclah seleswi menjalankan curi o luar
tanggungsn negara  wajith melsporkan  diri secara
leriulis kepada instansi induknya.

Batas waktl melaporkan  diri secara tertulis
schagaimana dimaksud pada avat (1) paling lama
I (szatu] bulan zetelahb selesy) menjalankan cuti i hyar
fAngmingan nepara.

PN yang udak melapockan dinl sccara  tertulis
sebagrimana dimaksud pada ayat [1], diberhentikan
dengan hormat sesuar dengun Ketentuan perafiyean

perundang-urelangsn.

{4] FNS _ . .
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FNE vang toelapurkan din sebagaimana  dimalesad
pada ayat 1), terap lidak dapat diangkat dalam
Jabatan pada instansi indubknya, disalurkan  pada
ingtansi lain.

Ph5 schapaimana dimaksud pada ayat [4) diaktifkan
kembali sebagai PN3 scsuai Jabalan yang lersedia,
Penvaluran pada instanst lain sebagaimana dirmaksarl
pada  aval (4 dilakukan  oleh PPK setelah
berkoordinas] dengan Kepala BKN,

PNS yang tidak dapat disalurksan dalam waktu paling
lama 1 {saru] tahun diberhentikan dengan hormat
schagal PNS.

PN5S yang diberhentikan denpgan bormal sebagaamana
dimaksud pada ayat (7)) diberikan hak kepepasaian
sesal ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

PNS yang terbuklt menggunakan ijazah palsn dalam

pembinaan kepegawaian diberhentikan denpan hormare

tidak atas permintaan seodic.

(1]

(<)

Pasgal 259

PHS vang telah selessi menjalankan tugas belajar
wajitr melapor kepada PPK paling lama 15 (lirma Telas)
hari kerja sejak berakhirnya masa tapas helajar,

Dalam hal PN tidak  melapor kepada  PPK
sebagmimana  dimaksud  pada ayat (1), PNS vang
bersanghutan  diberhentikan dengan  hernmat  tidak
atids permintaan serwcdint dan dikenakan sanksi sesuai

dengan kelenluan peraturan perundang-undangan.

Parapral 12 . ..
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PParagraf 12
Sislemn [nformasi Manajemen

Pemberhentian dan Pensiun
Paxal 2640

Sistemn informasi mangjemen  pemberhentian  dan
pensiun secara nasional dikelola oleh BEN
berdasarkan informasi dan dala  pengclolaan
pernberhenlian dan pensiun Tnstans] Pemerintah.

Instansi Pemerintaby wajibh memutakhirkan informas
dan data FN3 melalui sistem informasi manajemen
pembethentian dan pensmin sebupaimana dimaksud
pada ayal (1)

BEN melakukan verifikasi terhadap informasi dan
data pengelolaan pensiun scbagaimana  dimaksul
pada avat (2] unruk pembenan pertimbanpan teknis
pensiun PN kepada Insiansi Pemerintah.

Sistem  informasi manajemen  pembechentizn  dan

eTsiun merupakan bagian dar Sistem  Informasi
ABMN.

kertentyat lelah langut mengenal sistem  informasi

manarinen  pemberhentian dun  pensiun diafur
dengan Poraturan Kepala BKN.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Paragraf 1

Tata Cara Pemberhentian Atas Perminlaan Scndici

(1}

Fusal 261

Permohonan herhenti scbagai PKS diajukan secara

tectulis kepada Presiden atau PPK melalui PYB secara
hicrarki.

(21 Permohenan . . .
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(2) Permobuonan pemberhentian atas permintaan sendir
disetujui, ditunda, atagu ditelak diberikan setelah
mendapar rekumendasi dari PyB.

(3} Dalarm hal permeohonan berhenti ditunda alau ditolak,
PPK  menyvampaikan  alasan  penundaan atao
penelakan  secara  terttilis kepada  FNS  yang
hetsangkotan.

(4} keputusan pemberian perselyjuan, penundaan, atau
penclakan permohonan pemberheni=n dtas
perminlaan sendin ditetapkan paling lama 14 (cmpat
belas) ham  kepa  terhitung sejak  pertiobonan

diterima.

(3] Sebelum kepuiusan pemberhentian ditetaplean, PNS
vang bersangkutan wapb melaksanakan (opas dan
tanpgung jawabnya.

[&] Presiden mtau PPK menetapkan  kepulusan
pemberhentian PNS  dengan  mendapat hak
kepegawaian sesual ketentuan pecaturan perundang-

urwlangan,

Paragrafl 2
Tata Cara Pocmberhentian

karena Mencapal Batas Uzia Pensiun
Pasal 262

{l) kepala BEKN menyvampaikan daltar perorangan calon
pencrima pensiun kepada PNS vang akan mencapai
Eawas Usia Pensiun melahsi PPE paling tama 13 [lima
belas) bulan sebelum PN%S mencapai Bartas Usia

Persiun.

[2) PPPEC . . .



12]

13)

-

%;

- et

%

PRESIGEM
FEPUBLIF :HMDOMESIA

- 143 -

FPK atau PryB menyampaikan usulan PNS vang
mencapal Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau
FPE  berdasarltan  kelengkapan  berkas  yang
disampalkan oleh PNS paling lama 3 [tiga) ulan sejak
kKepala BRN menyampaikan daitar perorangan calon
penerirng pensian.

Presiden alaw  PPK menetapkan  keputusan
pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama
1 jsaly] tmlan sebelum PHS mencapai Batas Uaia

Peasiun.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan

CGrganisasi alauw Kehijakan Pemerintab

(1]

(2]

{:3]

{4]

(5]

Pazal 263

PPK menginvenlarisasi kelebihan PNS sebagm akibat
LEFANPINERN oTEAnisasi.

kelebihan FNB sebapaimana dimaksud pada ayat [1)
dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKY.

Wfenerl merumuskan kebjjakan penyaluran kelebihan

PNE pada Instansi Pemerintahb.

Kepala BKN melakzanakan pervaluran kelebihan PNS
pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dialam hal kclebihan PNS fidak dapat disalurkan pada
Instans Pemcerintal, FNS yang hersangkutan
diberhentikan dengan hormal dengan mendapat hak
kepegawaian  sesual dengsn  koetontuan  peraturan

perundang-undangan.

FParagraf 4. . .
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Faragraf 4
Tara Cara Pemberhentian

karcna Tidak Cakap Jasmani danfetau Rohani
Pasal 264

(1) Pemberhentian dengan hormat PNS vang tidak cakap
Jasmani  dunfatau rohami,  berdasarkan  hasil
pengulian kesehatan PNS olch tim penguji kesehalan
diajukan oleh;

a. PPK kepada Presiden bapi FNS yanp mendudule
JFT utama, JPT madya, dan JF keahlian alamia;
atan

h, PyE kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF keghlian arama.

(2} Preziden alau I"PK menetapkan keputusan
pemberhenlian dengan  hocmat scbagai PNS
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  [1) dengan
mendapat hak  kepegawaian gesual ketenluan
peraluran perdadang-undangan.

[3] Keputusan pemberhentian  sebagaimana  dimaksud
patda ayval (2] ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
han hkera sctelah diterimanya hasil pemeriksaan
kesehatan PNS oleh tim peonguji kesehatan.

Paragral 5
Tata Cara Pemhechentian

karena Meningeal Dunia, Tewsas, atau Hilang
Pasal 265

(1} PPK atau PyB mengusulkan pemberheniian dengan
hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang
keprada Presiden atau PPE.

2] Presiden - . .
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Presiden  ataw PPK menetapkan  keputusan
pemberhentian dengan hormat  sebagai PNS
schagaimana  dimaksud  pada  ayvat (1) dengan
mendapat  hak  kepeogawaian  sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

heputysan pemberhentian  sebagainana dimaksud
pada avat [d] diletapkan paling lama 14 [empat belas)

hari kecja setelah usul pemberhentian diterima.

Farapral &

Tara Cara Pemberhentian karena Melakukan

(1)

(=}

Tinak Pidana/ Penyelewengan
Pasal 260

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormal  PNS  yvang  melakukan tindak  pidanay
penvelewengan diusulkan oleh:

a. PPE kepada Presiden bagi PMS vang menduduki
JPT atamna, JPT madya, dan JF ahli ulama; atan

h.PyB kepada PPE bagt FNS yang menduduki
JPT pratama, JA,.JJF salain JF ahli utama.

Presiden atau PPE menelapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat atava ridak denpan

hormat sebagai PNS scbhagaimana dimaksud pada

ayat {1} dengan mendapat hak kepegawaian sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan.

[3) Kepurasan . . .
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[3} Keputusan pemberhentian sebagaimana  dunaksud
pada ayal (2] ditctapkan paling lama 21 {dua puiuh

safu] hari kerja setelah usul pemhberhentian diterima.

Paragraf 7
Tata Cara Pembrhentian

karena Pelanpgaran Lhsiplin
Pasal 267

(1] Pemberhentian dengan hermat PNS vang melakukan
pelanggaran disiplin divsulkan clelh:

4. PPE keparda Presiden bapi FN3 vang menduduki
JET utama, JPT madya, dan JF ahli utama; al=u

b, PyB kepada PPK bapi PNS vang menduduki JPT
pratama, A&, dan JF selain JF ahli alama,

21 Preaiden atan FFK menatapkan keputusan
pemberhentian dengan hormmat sebagad PHS
aeliagaimana dimaksoud  pada ayal (1) dengsn
mendapat hak  kepepawsian  scsual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[3] Keputusan pemberhentian sebagaimana  dimaksud
pada avat {2) ditetapkan paling lama 21 {dua puluh

saru] bare Kerja screlah usul pemberhentian dilerima.

Parepral & . . .
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Facagraf &
Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan
Dri alau hcalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewat Perwakilan Ralovat,
Ketua, Wakil Kelua, dan Anpgota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupari/ Walikota,

(1)

Walal Bupat: SWakil Walikota
Pasal 268

Permohonan  berhenti sebapai PNS  karena
mencaloiikan atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden, Kertua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralovat, Ketua, Wakil Kerua, dan
Anpgota Dewan Perwakilan Dacrah, Gubermur dan
Walal Caubernur, Bupati/Walikata, Wakil
Bupall/Wakil Waliketa cdigjukan  seccara  tertulis
dengan tmembuat surat pernvalaan penpunduran din
kepada PPK melalui PyB sccara hierarki  setelah
ditctapkan sebagai calon cleh lembaga vang bertugas

meleksanakan pemilihan umum.

(€] Permolionan sebagaimana dimaksud pada avar {I]
disampaikan oleh:
a. PPK kepads Presiden bagi PN3 yang menduduki
JPT utama, JFT madya, dan JF ahli utama; atau
b. PyB kepada PPFK bagi PNS yung menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF ahli ulama.
15) Presiden atau PPK menelapkan  kepurusan

pemberhentian . denigan hwrmal  schagai PHNS
sebapaimans dimaksud pada ayval (1) dan arat (2]
denyan mendapat hak kepegawaian scsual Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4] Keputusan . ..
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Eeputusan pemberhentian  sebagaimana  dimaksurd
nada ayat (] ditetapkan paling lama 14 [empat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragral @

Tala Cara Pemberhenrian

karcna Menjadi Anpgota dan/atan Pengurus Parctai Polirik

(1l

{2]

(3

(2]

Pasal 269

Permohonan berhenti sebagwui PNS karena mcenjadi
anggota dan/atau pengurus parlai politik diajukan
secara tertulis kepada PPHE melalui PyB  secara
hierarki.

Permohonan sebagaimana dimmaksud pada avat (1)

disampraikan clch;

a. PPK kepada Presiden bapi PHNS vang monduduki
JPT ulama, JJPT maclys, dan JF ahli utama; atau

b. P¥E kepadae PPK bapgl PNS yvang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selzin JF ahli utama.

Presiden  alau  PPK menetapkan  keputusan
pamberhentian dengan  hormar sehagal PNS
schagaimana dirpaksud pada avar (1] dan ayat {2)
dengan mendepal hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Keputusan pemberhentian  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 27 . . .
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Pasal 270

(1] Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang
tidak menpundurkan diri setelab menjadi anpgota
dan/atau pengurus paclal politik dinsulkan oleh;

a. PPK kepada Presiden bapi PNS yanpg menduduki

JPT vlama, JPT madya. dan JF ahli utama: atay

b. PyB kepada PPKE bagi PN5 wang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JJF ahli wama.

(2} Presiden atau PPK = menetaplkan  keputusan
pemberhentian fidak dengan hormat sebagai PNS
dengan mendapat hak kepegawalan sesuai kelentuan

peraturan perundang-undangan.

(4} Eeputusan pemberhentian  sehagsimana  dimaksud
pada ayal (] ditetapkan paling lama 21 [dua puluh
gatup ham kepa setelah PNS yang bersangkutan
terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus poartai
parHitiks,

PParapgrat 10
Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabal Negara
Fusal 271

[1} Pemberhentan dengan hormat PNS  pang  lidak
tmenjabat lagi sebapai pejabat negara dan  tidak
tersedia lowonpan Jabatan ciusulkan oleh:

a. I'PK kepads Presiden bagi PNS vang menduduki
JET utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB ..
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b. PyB kepada PPK bhagi PNS vang menduduki
HPT pratama, JA, dan JF setain JF ahil utarma.

12} Presiden atau PPK menctapkan  kepurtusan
pemberhentian deogan hormat o schagai PNS
sebagaitnana  dimaksud  pada  ayatl (1) dengan
mendapat  hak kepegawaian sesuai ketentoan

perattran perundang-undangan.

(-3} Keputusan pemberhentian schapaimana dimaksurl
pada ayul [2] ditetapkan paling lamsa 14 [cmpat belas)

har: kerja selelah usal pemberhentian diterima,

Poragral 11

Tata i2ara Pemberheniian karena Hal Lain

Pasal 272

(1] Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak
melaporkan diri kembalj kepada instansi induknya
sefelah selesal menjalankan cuti di luar tanggungan

fiegarg dinsulkan oleh:

a. PPK kcpada Presiden hagi PNS vang pada saat
mengajukan cuti di luar  tanggungan negaca
trendudukl JPT utatna, JPT madya, dan JF ahli
utama,; atau

L. PvB kcpada PPE DLy [PNE vang pada saul
rmengajukan  cuti di luar  tanggungan nepara
mendaduke JPT pratama, (JA, dan JF selain JF

ahll utama.

{2) Presiden . . .
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Presiden atau PPK menctapkan  kepuatusan
pemberhentian dengan  hormat sebapai PNS
sthagaimana dimaksud pada ayat [1]  dengan
tnendapat hak  kepepawaian  scsual  ketentuan

peraluran perundang-undangan,

Keputuzan pemberhentiae sebagaimana dimuabksoed
pada ayar (2] ditetapkan paling lama [4 {empat belas|

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima,
Pagal 2373

Pernberhentian dengan hormak tidak alay pernmintaan

sendicc PNE wang  menggunaksn  jjazah  palsu

dinsulkan oleh:

4. PPE kepada Presiden bagl PNS yvang mendoduki
JPT utatma, JFT madya, dan JF alili utama; atan

h. PvB kepada PPK hagi PN5 vang menduduki
JET pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden  atau  PPK  menctapkan  kepurusan
pernberhenilan dengan hormar tidak atas permiltsasan
serdirt. sebapal PNB sebapaimana dimaksud pacds
ayat [l] denpan mendapat halk kepegawalan sesuai
keterilian peraturan perundang-undangan.

Kepurusan pemberhentian  sebapaimana dimaksud

pada ayat (2} diretapkan paling lama 14 (cmpat belas)

harn kerja setclah usul pemberhentian diterima.
Pasal 274

Pemberhentian dengan hormal tidak atas permintaan
serditt bagl PNS yang tidak melapor setelah selesai
menjalankan  tuges  helajar dalam waktu yang

ditentukan dinsulkan cich:

a. PFPR . ..
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a. PPK kepada Presiden bagi PNS yanpg sebelum
memjalankan tugas belajar menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada TPPK  bagi PNS  yang =ebelum
menjelankan tugas belajar meanduduyki
JPT pratama, .JA, dan JF selain JF ahli utama,

(2] Presidenn atau PPK menetapkan  keputusan
pemberhentian dengan hormal lidak atas permintaan
sendiri sebagal PNS sebagaimans dimalkcsud pada avat
il] dengan mendapat hak  Kepegawaian  scsual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(30 Keputusan pemberhentian  sebapaimana  dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah ysul pemberhentian ditevima.

FParagraf 12
Penyarmpaian Keputusan Pemberhentian

Pasnl 275

(1] Presiden ataun PPK menyampaikan  keputusan
pemberhentian sebapaimana  dimaksud  dalam
i‘asal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang
diberhentikan.

[2] Tembusan keputusan pemberhentian scbagaimana
dimaksud pada ayar (1] disampuaikan kepada Kepala
BEN untuk dimasuklWsn dualam sistem  informasi

manajemen pemborhentiat dan pensiun.

Bagian Ketigs .,
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Bagian Keliga
Pemberhentian Scmentara dan Penpaktifan Kembali

Paragrafl 1
FPemberhenlian Scmentara
Pazal 276

FN3 diberhentikan sementars, apabila:

d. dianpkat menjadi pejabat negara,

b. diangkat menjadi kemisioner atau anpggota lembaga

nonstruktural: atay

¢. dilahan karena menjadi lersanghka tindak pidana.

Pasal 277

(1] PNE yvang diangkal menjadi

a. ketua, wakil ketua, dan angegota Mahkamah

Konstlilus:

. ketua, wakil ketua, dan anggota Baden Pemeriksa

Keunangan:

c.  ketua, wakil ketua, dan angpors Komisi Yudisial:

d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasap

Tindak Pidana Korupsi,

& menten dan jabatan setingkat menteri; dan

. kepala perwakilan Eepublik Indonesia di Laar

Negert yang berkedudulkan sebagal Duta Besaar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

diberhentikan sementara sebagni PNS.

{2] Duta Besar Luacr Biasa dan Berkuasa Penuh yanp

berasal dari JF Diplomat dikecualikan dan ketentuan

schagaimana dimaksud pada aval {1).

{3 PNS . .,
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PNE yang diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembayga nonstruktural  diberhentkan  sementara
scbhapai PNA.

PN% yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana

diberhentikan sementara sebagai PNS.
Pasal 278

Pemberhenlinn  sementara  sebagaimana  dimaksod
dalam Pasal 276 hurul & dan humaf b berlaky sejak
vang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saal
zelesainys masa  tugas  sebagal pejabat  negara,
kornisioner, aiau anggota lembapa nonsirulctural.

PN3 wang telah sglesal masa tupas sebagai pejabal
negara,  komisioner,  atau  anggota lembaga
nensttrukivral melapor kepada PPK paling lama

1 [satu) bulan zejak sclesainva masa tupas.
FPasal 2749

PHS vang diberhentikan  sementars sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan buead b tidak
diberikan penghasilun sebapai FNS.

Penghasilan  sebapai FNS  sebapaimana  dirpaksud
pada ayat {1) tidak diberikan pada bulan berikutnya
zejak dilantik scbagai pejabwat negara, komisioner,

utan angegota lembaga nonstrakisral.
Pasal 2&{)

Femberhentlian sementara sebagaimana dimaksod
dalamn Pasal 276 huruf ¢ berlaku alkchir bulan sejak
PME ditahan,

(2] PNS. ..
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PN35 yang diberhentikan sementara dan dinvatakan
tidak bersalah berdasarkan purusan pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukuin tetap, melapor kepada
PPK paling lama 1 {satu} bulan sejak putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 281

FN3 wang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 hural ¢ tidak diberikan
penghasilan.

PNS  yang diberhentikan  semenlars schagaimana
dinaksud  pada ayat (1} diberikan wang

pemberhentian sementara.

Uang  pemberhentian sementara scbagaimana
dimaksurl pads ayat |2) diberikan sehesar S0% [lma
puluh  persent dari penghasilan  jabatan  terakhir
sebapdl PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undanean.

Uang  pemberhentian  sementara scbagaimana
dimaksud pada avat (2] diberikan pada  bulan
berikulnys  scjak diterapkannya pemberhentian

AEmentara,

Pasal 252

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaleaud dalam

Pasal 2¥6 huruf ¢ berlaky sejak dikenakan penahanan

satnpal dengan.

A.

dibehaskannva tersangks dengan surat  perintah
penghentign penvidikan  atan penpuntutan oleh

pejabat yang berwenang; atau

b. ditetapkannya - - .
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k. ditetapkannya  putusasn  pengadilan  vang  telah

mempinyal kekuatan hukum letap,
Fagal 283

(1] PN3 yang dikenakan permberhentian scmentara pada

saat mencapai Batas Usia Pension:

4. apabila belum ada pulusan pengadilan yang telah
mempunya  kekuaran hukum  tetap, diberikan
penghasilan  sebesar 75%  tujuh  puluh  lima

persen| dari hak pensiun;

b. apabula berdasarkan putusan pengadilan
dinyataken tidak bersalah, diberhentikan denpgan
hormat  sebagali PNS  denpan  mendapat  hak
kepegawalan gesual dengan keteniusan peraturan
perundang-undangan dengan  memperhitingkan
uang pemberbentian  scmentara  vang  sudah
diterima. terhitung sejak akhir bulan dicapainya

[atas Usia Pension:

o apahila  berdasarkan  putusan  pengadilan
dinvarakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkal 2 {dua)
tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan
bormat schapgai PNS  dengan mendapat hak
kepepawalan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan
vang borsangkatan mencapai Batags Uzia Pensiur
dan bak atas pensiun dibayarkan mulai bulan

Lhenlkalinya; dan

ol apatala - .,
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d. apahkila  berdasarkan putusan  pengadilan
dinvatakan hersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 {dua)
lahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan
hormat  sebagai NS dengan mendapar  hak
kepegawaian sesunl dengan ketentoan peraluran
perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan
vang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah
dibayarkan.

{Z] PNS scbagaimana dimaksud pada ayat [1) apabila
meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan
yang ftelah mempunyal kekuatan hukum  tetap,
diberhentikan dengan hortnat sebagai PNS dengan
menmndapal hak kepepawaian sesual denean ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragral 2
Tata Cara Pemberhentian Sementara

IPaszal 281

(1] Pemberhoentian sementara PNS diusulkan oleh:

a4, PPR kepada Fresiden bapi PHS vang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli ulama; ataa

b. PyB kepada PFK bkapl PNE yang mendudok;
JPT pratata, (JA, dan JF selain JF ahli urama.

(2} Presiden  atau PPE menctapkan  keputusan
pemberhenlian sementara schapgai PN3 sebapaimana
dinaksud pada ayvat (1] dengan mendapat hak
kepegawaian  sesuad deongan  Ketenfuan  perdaiuran

perundang-undanpan.

{3 Keputusan . ..
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(3| Eeputusan pemberhentian sementars sebagaimana

{1]

(2]

(3]

dimaksud pada avat [2] ditetapkan paling lama

L4

fetnpal belas]  hari kerja oselelah usul

pemberhentian sementara diterima.

Faragraf 3
rengaklilan Kenbali

Pasal JH5

Calam hal PNB yang menjadi;

A,

lersangka rindak pidana ditahan pada tingkat
penyidikan, dan mcnwut  Eepolisian  Neguara
Republik Indenesia yang bersangkutan dihenlikan
dupaan tindak pidananya;

tersangka undak pidana ditahan pada tingkal
peruniutan. dan menurut Jakss vang

bersangloatan dihentikan penuntutannys; alaw

terdaliwa  Unduk pidana ditahan pada  tingkat
pemeriksaan, dan meonurat puresan pengadilan
yang telah herkekuatan hukum tetap, dinyatakan
tidak bersalah  atau  dilepaskan  dar  segala

tuntutat,

maka yang bersangkutan diaktifltan kembali sebagai
PNS,

PNE sebagaimana dimaksud pada avatl {1) diaktifkan
kembali sebagsi PNS pada Jabatan spabila tersedia

lowongan Jabatarn,.

FNE vang dwkttkan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] diberikan penghasilan vaog dibavarkan

sejak dianighal dalam Jabatan.

[4) PNS L ..
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PRE yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS,
pembayaran  penghasilannys  diberikan  sebagai
berikut:

A, lrxagl PNE  yang  dinyatakan tidak  bersalah,
kekurangan bapian penghasilan  vang  tidak
diterima sclama yang bersanghkutan diberbentilan
SEEniard dibavarkan kembalt dengan
memperhilungkan Uang pemberhentian
sementara vang sudah diterirma; dan

b. bagi FPFN3 wang dijatuhi pidana pereobaan,
kekurangan bagian  penphasilan yang  tidak
diterimna zelams yang bersangkutan diberhentikan
sementara tidak dibayarkan.

laragrat 4
Tata Cara Pengaktilan Kembali

Pasal 286

NS wang lelah  selesal menjadi pejabal negara,
komisioner, Aran anpeota lembaga nonstruktural,
aten PNE  yang dinvalaken tidak bersalah oleh
putusan pengadilan yasg felah mempunyai kekuatan
hukum  tetap, mengajukan  pengaktifan  kembali
sebapal PNS kepada PPK melalui PyE paling lama 30
itiga puluhy han terhitung setelah yang bersanphkuran
diberhentikan schagal pejabat negara, komisioncr,
alau anpgota lembags nonstrukoaral, arau PNS yang
dinvatakan tidak bersalah ocleh putusan pengadilan
yvang lelah mempunyai kekoatan hukuam tetap.

FPK menctapkan  keputusan pengakiifon  kembeall
sebagal PNS sebagaimana dimaksud pada ayac [}
denpun mendapat hak kepegawaian sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undungan,

(3] Kepnalusan .
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Keputusan  pengaktifan  kembali scbuapaimana
dimaksud pada ayat (2] ditetapkzn paling lama
14 [cempat belas]) han kega setelah wsul penpaktifan

kembal dicerima.
Paval 2K7

FNE vang telah sclesai menjalankan pidana penfara
paling singkat 2 {dua) tzhun dan pidans  vang
dilakukan tidak berencana, mengajultan penpakiifan
kemball scbagai PNS kepada FPK melalui PyB paling
lama 2 [tiza pulub) har terhitung sejak selesai
menjalankan pidana penjara.

Dralam hal PHN3 yang bersanplutan tidak menpajukan
pengaktfan kembali dalam janpgka wakiu 25 {dua
puluh lima} har, PyE dapat memanpgil PNS vang
bersangkutan  untuk  mengajukan  pengaktifan

kembali.

PPE menctapkan keputusan pengaktifan kembali
zebagai PN disertai hak kepegawaian scsual denpan
ketentuan peraturan perundang-undanparn,

Keputusan  pengaktifan  kembali  schapaimana
dimaksud pada ayat {3] ditetapkan paling lama
14 [empar belas) hart kerja setelah usul pengakeifan

kemlrali ditenma.

Bapian Keempat . . .
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Bagian Keempal

Kewenanean Pemberhentian, Pemberhentian
Scmentara, dan Pengaktifan Kembali

Paragraf |

Kewenangan Pembwrhentian

Pasal 288

Fresiden  menctapkan  pemberhentian PNS

lingkungan [nstanzl Pusal dan PN3 di lingkunean

[nstanss  Dacrah  yang  menduduki  JPT  utama,

JPT madya, dan JF ahli utama,

Paszal 289

{1} Presiden dapar mendelegasikan  kewenangan

pemberhentian PNS selain yane  menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utame kepada:

a.- menteri di keroentienan;

b. pimpinan  lembapa di  lembaga  pemerintah

nunkementerian:

. sekrelaris jenderal di sekretariat lembapa nepara

dan lembaga nonstrukiaral:
. pubernuar di provios, dan

€. bupati/walikota (h kabupaten kota.

{Z] Ketentuan sebapaimana dimaksad pada ayat [1)

huuf a termasuk:
a, -Jaksa Apung; dan
b Repala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

(3} Ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurf b termasiyk:

4. Keopala . ..
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#. Kepala Badan lintelejen Nepard; dan
k. pecjabat lain vang ditentukan olch Presiden.

(1] Ketenluan scbagaimana dimaksud pada avat §1)
huraf ¢ tlermasuk jupa  Sekretaris Mahkamah
Apuhg.

Pasgal 290

PPE Pusal menctapkan pemberhentisn terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk

diangkal menjadi PN di lingkungannya; dan
L. PNS yvang menduduki:
1. JFT pratama;

2. JA;
2. JF ahli madyva, JF ahli muda, dan JF ahli
pcriama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF erampil, dan
JF pemula.
Paszal 291
PPK [mstansi Daerah Provins menetapkan

pemberhentian terhadap:

#. calon PNE yang tidak memcnuhi svarat untuk
diangkat menjadi PNS di linglkungannya; dan

. FNS yang menduduki:
1. JPT pratamas

2. JA;
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JV ahh madva, JF ahli muca, dan JF zhli
HErlaTha; dan

JE O penvela, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Pasal 292

FPK Instansi Daersh  kabupatenkota menetapkan

premlrerhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi svarat untok

dinngkat menjadi PNS di ingkungannya; dan

b PNS yang menduduki:

1.
2.
3

JPT pratama;
JA;

JF ahli madva, JF ahli muda, dan JF ahB
periama; dan

JF - penycha, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Paragraf 2

kewenangan Pemberhentian S8ementary

dan Penpakrifan Kembali

Pasal 293

(E) Presitdlen menctapkan pemberhentian sementara PNS

di lingkungan Inatansi Puzar dan PNS di lingkungan

Instansi  Daerah yang menduduki  JPT utama,
JPFT madya, dan JF ahli urama.

(2] Presiden. . .
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{2] Presiden dapat tnendlelegasikan kiwenangan
pemberhentian scinentara FPNS sehrapdimana
dimalzsud pada sayat (1] kepada PP, selain PNS di
lingkungan Instansi Pusat dan PHS di lingkungan
[nstans Daerah yang menduduki:
JPT Pratama:

B JA;

¢. JF ahlh madya, JF ahli muda, dao JF ahli
pertama; dan

d. JF penyelia, JF mahir, JF  terampil, dan

JF pemala,
Fasal 294

Presiden aran PPK menctapkan pengaktifan kembali PNS
vang diberhentikan semettara di lingkungan Instans
Pusat dan PN3 di lingkungan Instansi Daerah.,

Bagian Kelima

Hak kepepawalan bapgi PNS yang Diberhentikan
Pasgal 295

PNE wvang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendin, dan
tliberhentikan  tidak  dengan  hormat  diberikan  hak
bepepawmian sesual dengan ketentuan  poraturan

perundang-undangan.

Eagian Kcocnam . . .
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Bagian Keenam

Uang Tungegu dan Uang Pengahdian

Pazal 296

Uang runggu diberikan setiap lahun untuk paling lama

2 (lima) tahun.

(1}

2]

[3)

Pasal 297

Uang tunggl sebagmmana dimaksud dalam Pasal 296

diberikatn dengan ketentuan:

a.  100% [seralus persen) dar gaji, untuk tahun
percama; dan

b 8% [deiapan puluh persen) dari gaji untuk talwn
selanjuinya,

Resarnva uang wnggy sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji rerendall sesuai

dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang tungpgu  diberikan muolai bulan bernkumya

terhitung sejak tanggal PNS  yang  bersanekutan

diberhentikan dengan hormat dari Jabatlannya.

Fasal 205

PNS vang menerima uang tunggu wajit: melaporkan diri

kepada FPE melalui PyB paling lambar | [satu] bulan

sehelum berakhirnya pemberian vang tunggs.

(1)

Paysal QL

FNE vang menenma uang tungpu, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.

i2] PNS. . .
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{2] PR3 wvang menerima dang tunggu vang menolak
untuk diangkar kemtzali dalam Jabatan,
diberhentikan dengan hormat tidek atas permintaan
sendiri  sebagal PNS  pada  akbhir bulan  yang
bersangkulan menolak untuk dianghkat kembali.

Pagal 300

PN3 yang menenma wang tunggu dan diangkat kentbali
dalarn Jabalan, dicabut pemberian wang fungeanya
terhitung sejak peEngangal ATy A, dan YANR
bersanghkitan menerima penghasilan penuh sebapai PNS.

Pasal 201

Pemberian dan pencabutan uwang tunggu ditetapkan oleh
PPK.

Pazal 302

(1} PNS wang tidak dapat disalurkan pada Instansi
Pemernmtah laim karena perampingan organisash aidau
kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 241 diberikan uang tunpgu.

(2} PN5S sebagaimana dimaksud pada avat (1) pada saal
maka vang tunggu berakhir, memiliki masa kerja
pensiun kurang dari 10 f{sepuluh) tahun
diberhentikan  dengan  hermat dan diberi gang
pengabdian  sesuan  dengan kerentuan  peraturan

perundang-undangar.

(3} Besar vang pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ava! [2] adalah & {enam) kali mesza kepja kali paii

terakhir yang diterimma.

BEaB 1x. . .
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BAaR TX

FENGGANAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS

Pasal 303

(1} PNS diberikat gan, tunjangan, dan lasilitas,

[}

Lraji, tunjathgan. dan fasilitas scbagaimana dimaksud
pada ayat {1] distur denpan Peraturan Pemerintah

lersendin,

Bag X

JAMIMNAN PENSIUN DAN JAMINAN HART TUA

il

2]

{:3]

{1)

Fazal 34

PHE wang berhenll bekerja berhak atas jaminan
pensiun dan jamman han tua PNS scsuar dengan

ketentuan peraturan perundanep-undangan.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari iua FNS
diterikan  sebagsn  perlmdungan kezinambungan
penghasilan han tua, sebapai hak dan  sebapai
penphargaan atas pengabdian PNS.

Jaminan  pensiun dan  jamiman han ma NS
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] mencakup
jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan
dalam program juminen sosial nasional,

sumber pembiayaan jaminan pensiun dan Jaminan
hari faa PNE berasal darn pemenntah sclakn pemberi

kerja dan luran PNS yang bersangkutan.

Pazal 305 . . .
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Pasal 305

Jaminan pensiun sebapaimana dimaiksud dalam Pasal
404 ayal (1) diberikan kepada:

.

FN5  yang diberhentikan dengan hormatl  karenas
meninggal dunia;

FNS  vanp  diberhentikan  dengan hormat  atas
perminfaan sendiri apabila telah berusia 43 [empat
pulult lmal lahun dan masa Kerja paling  sedikit
20 [dua puluh} tahun:

PN3  yang diberhentikan dengan hormat  karena
mencapal Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki
masa kerja unruk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun,;

FN3 yang diberhentikan dengan hormar  karena
perampingan orpanizas) atau kebijakan pemcrintah
vang mengalibatkan pensien  dini apabila  telah
bertisia paling sedikit 50 {ima puluh) tahun dan

masa kerja paling sedikit 10 (sepulub) tahun;

FN3 wvang diberhentikan dengan hormat karena
dinyatakan tidak dapat bekerja lapi dalam Jabatan
apapun karenm keadaan jasrant ¢danSztau rohani
yvang discbabkan oleh dan karena menjalankan
kewajiban Jabatan tanpa mempertimbanpkan usia

Jdan masa kerja, ataw

PNE  yang diberhentikan dengan hormal  karena
cinyatakan tidak dapal hekera lagl dalam Jabatan
apapun karena keadsan jasmani danj/atay tohani
vang tidak disebabkan vleh dan karena menjalankan
kewgjiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja

Jriluk pensiun paling singkal 4 [empat) talinn.

Pasal 306 . . .
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Puaugl NG

Pembenan pensiun bagi PN gan pensiun janda/duda
FPN& ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat
pertimbangan teknis kepola BEN.

Pazal 307

Ketenluan lebih lanjut mengenal pengelolaan program
Juminan pensiun dan jaminan han tus PNS diatur dalam
Peratutan Permmerintah tersendiri.

BAB XI
FPERLINDUMNGAXN

Pazgl 308

(1} Pemerintah wajibh memherikan perlindungan bherupa:

8. Jarminan keschatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
£, Jaminan kematian: dan

d. bantugn hulwum.

(2} Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan

[3]

{4]

kccelakaan kerja. dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} humal &, huraf b, dan huraf ¢
mencakup  jJaminan  sosial vang  diberikean  dalam

program jaminan sosial nasional.

Bantuan hukum schapaimana dimaksud pada avat [1)
hurad d, berupa pemberian bantuan hukum dalam
porkara vanye  dihadapi di pengadilan rerkait
prlaksanaan tugasnya.

Ketentuan  lebih Janjut mengenai  perlindunpan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) disiur dengoan
Peraturan Pemerintah tersendio.

EBAEB XN ...
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BaB XIT
CUTI

Eagian Eezaru

mum
Pasal 309

Cuti diberikan oleh PPE.

PPE sebapmimana dimaksud pada ayat (1] dapat
mendelegasikan  sebagian  wewenangnya  kcepada
priabat di lingkbungannya untnk memberikan cuti,
kecnal ditentukan lain dalam Peraturan Pemerineah
Ini atau perafiran perundang-undangan lainnya.

Cuti bagt PNS yang ditugaskan pada lembaga vang
bukan bagian dar  kementerian  alaw lembaga
tlibenikan vleh pimpinan lembraga yang bersanpkutan

kecuah cudl di luar tenggungan negara.

Gagian kedua

Hrenes Cute

Fasal 314

Cuti lerdinl atas:

.,
1.

.

cuti tahuanan,

outi besar;

cutl sakt:

cuti melahirkan:

cultl karena alasan penting;
vt bersama, dan

cuts Jdi lbar tanggungan negara.

Bagian Welga . . .
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Rapian Ketiga

Cuty Tahunan

Pasal 311

FMN3 dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang
1 [satu} tahun secara torus mensrus berhak atas cati

tahunati.

Lamanya hak atas cutl tahunan  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) adalah 12 {dua belas) hari
kerja.

Untuk menggunaken  hak atas  cuti  tahunan
3ebapmimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat §2),
PNE atau calon PNS yang bersangkilan menpajukan
permintaan secarn tertulis kepada PPE atau pejabat
AL Imcncring delepasi WEWCTIANE untuk
memberikan hak alas cutl rahunan.

Hak atas curi tahunan sebagaimana tersebyt pada
avat (1) diberikan secara tertolis oleh FPE atau
pcjabat yang menerima delegasi wewenang uniuk

memberikan hak atas cuti tabunat.

Fagal 212

Dalam hal bwk atas cutl tahunan yang akan dipunakan di

tempar yang sulit perbubungannys, jengka waktua cuti

tahunan tersebut dapat ditambab uniuk paling lama
12 {dua belas) hari kalender.

Pasal 313, ., .
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Pasal 313

Hak atas cuti tahunan vang ridak digunakan dalam
tahun wvang bersangkutan, dapat digunakan dalam
tahun berikutnva untuk paling lama 15 jdelapan
belas) hari ketja rermasuk cutd tahunan dalam tahun
beerjalan.,

Hak afas cull lnhunan yanp tidak dipunakan 2 [dual
tahun zataun lebh becturor-torit, dapat  dieunzkan
dalam tahun berikulnya untuk pating lama 24 jdua
puluh etnpal}l han kerja termasuk hak atas ot
tahunan dalam 1ahun begalan,

Pranl 314

Hak alss cuti  tahunan  dapat ditanpguhkan
penggunaannya oleh PP atay pejabal yang menerima
delegas wowenang untuk memberikan hake atas cotl
untuk  paling lama 1 {satu]  tahun,  apabila

kepentingan dinas mendesal:.

Hek atas cuti tahunan  yang  ditanpguhkan
sebagaimana dimaksuwd  puada  ayat (1) dapar
dipunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua
puliuii cripal) harl kerja termasuk hak atas coud
tahunan dalam 1ehun berjalan.

Pasal 315

PNS yang mendudouki Jabatan puru pada sekolah dan

Jabatan dosen pada pergurvan Hngel vanp mendapat

liburan  menurut  peraturan porundanpg-undanoguan,

disamakan dengen PNS vang telah mengpunskan hak

cuty tahunan,

Bapian Kecmpat . . .
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Bagian Keempal

Cuti Besar
Pasal 316

(11 PN3 yang lelah bekerja paling singkat S (lima) tahun
sccara terus menerus berhak aras coti besar paling
lama 3 [tiga) bulan.

i) Ketentuan paling singkat 5 [lima) tahun secats tecus
menerus dikecualikan hagi PN3 yang masa kerjanya
belur 5 (lima) rahun, untuk kepentingan agama.

{3) PN5 wvang mengeanakan hak datas cull besar tidak
berhak atas  cutt tshunan dalam  tshun vang
Lersanghaia,

(4] Untuk mendapatkan hak alas oull besar, PNS vang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PFE arau pejabat yang menerima delegasi
wewenang uniuk membenkan hak atas oall besar,

{2] Halk cuti besar dibenkan secara tertulis oleh FPK atao
pejabat vang menerima delegasi wewenang unfak

membenkan hak atas cuti besar.
Pasal 317

Hak cuti besar dapar ditangguhkan penggunaannya aleh
FPK atau pejabat vang menetima delegast Wewenang
untulk memberikan hak atas cun bezar untak pabing
lama 1 [salg)  tahun apabila kepentungan  dinas

mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 3185 ...
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Pazmal 318

Sclama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang

bersangkutan menerima peonghasilan PRS.

EBagian Eelima
Cutl Sakat

Pasal 319

Setiap PNS yanyg menderita sakit berhak atas cuti sakit,

1y

(2]

(3]

Fasal 320

PN vang salot lebih dari 1 {satu)] har sampsd dengun
14 [empat belas) hard berhak atas culi sakil, denpan
ketenruan PHNS yang bersanghulan hargs mengajukan
permintasan secara tertulis kepada PPK atau pojabat
yang —mencnma  delegast o wewenang | untuk
memberikean hak atas cuti sakit dengan melampickan
sural keteranpean dokter,

PHS yang menderita sakit lcbih dan 14 {cmpat belas)
far berhak alns call salat, denpean ketentuan BMNS
vang bersanghaltan harus mengajukan permintaso
secarg  Tertulis kepads PPE alau  pejabal  vang
menerima delegasi wewenang unbuk membenkan hak
alas rli sakil dengan melampirkan surat keterangsan
dekrer pemeariniah.

Surat kcterangan dokter sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} paling scdikit memuat pertvataan tentang
perlinyva diberikban cutl,  lamanva  cut, dan

kererangan iain yanp diperlukan.

{41 Hak . . .



(4}

(3}

E]

{7)

(1]

3}

FRFSINDER
JEMUOLIK INEO-E A

- 175 -

Hak atas cutr sakir sebagaimeana dimaksud pada avat
(2) diberikan untuk wakiu paling lama 1 [sata) tahon.
Jangka wakty cuti sakit scbagaimana dimalssud pada
ayat (2 dapat dilambah untuk paling lama & {enam)
bulan apabila diperivkan, berdasarkan  surat
ketcrangan tim penguil keschatan vang ditetaplean
oleh  menteri  wvang menyelenggarakan  urusan
pemernintahan di bidang kesehatan.

PHNE wyanp ldak sembuh dari penvakilngs dalam
jangka waktu sebupaimana dimaksud pada ayat {4
dan ayat (3], harus diujl kembali keschatannya oleh
bm pengyji kesehalan yang ditetapkan aleh tnenterd
yang menyelenggarakan  urisan  pemenntahan  di
tidang kesehatan.

Apabila  berdasarkan  hasil pengujian  kesehatan
schagaimana dimaksud pada ayat (6) PNS belum
scrmbub dari penyakitnya, PNS yang bersanpkutan
diberhentikan dengan  hormat  dari JJabatannya
karena sakat dengan mendapal usng tunpeu scsual

tlengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Mazal 331

PNS yang mengalami gugur kandungan berhak aras
cutr sakit uniuk paling lama 1 12 [(satu setengaby)
bulan.

Lntuk mendapatkan hak atas culr sakit scbagaimana
dimaksud pada avat (1), PNS yang bersanghkutan
rieTpaukan permintaan secara eriulis kepada PPE
atay  pejabkat vang menerima  delegasi  wewenmng
unruk  memberikan hak atas cuti sakit dengan

melampirkan surat keterangan dokeer atau bidan.

Pasal 322 . ..
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Pasal 322

PNS vang mengalami kecelakaan dalam dan oleh kuarena
menjalankan  tugas  kewajibannya sehinggas yang
bersangkuran perlu mendapat perawatan berhak atas
cuty sakit sampal yang bersangkutan sembuh  dari
penyakitnya.

Pasal 323

Selama menjalanlcan cuti sakiat, FNS yang berasangkutan

menerima penghasilan PNS.
Pasal 324

(1] Cuti sakil diberikan secara tertulis olch PPE atau
pejabat. yang menerima delegasi wewenang untuk
tmefmbernkan hak atas cuti sakit.

(2] Cutl sakit sebeagaimana dimaksud pada avat (1]
dicatat oleh pejabal yang membidanpi kepepawsian,

Baglan Keenam
Cuti Melahirkan

FPasal 225

(1) Untuk kelahirant anak pertama sampal  dengan
kelahiran amal ketiga pada saat menjadi PNS, berhak
atas cut] melabirkan,

(2} Untuk kelahiran anak Keempat dan  seterusnya,
kepada PNS diberikan cuti besar,

(3] Lamanva culi melshirkan sebagaimana dimaksad

pada avel (1} dan ayat (2] adalah 3 (liga) bulan.

Pasal 326 . _ .
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Pasal 326

Untuk dapat menggainakan hak alas culi melahirkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, PNS yang
bersanghutan menpajukan permintaan secara tertulis
kepacda PPR atau pcjabat vang menerima delegasi
wowenang  unfuk  memberikan hak  atas  cuti
melahirkan.

Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1] dikberikan secara tertolis oleh PPK atay
pejulal yang menerima delegasi wewenang untuk

memberikan hak atas curd melabirkan.

Pasal 327

Selama menggunakan hak cuti tnelahirkan, PNS yang

hersanpkuran menerima penghasilan PNS.

Bagian Ketujuh

Cuti Karcna Alasan Penting

Pasat 328

PN5 berhak sras cuti karena alazan penting, apahbila:

=

ibu, bapal, ister alay suami, anak, adik, kakak,
merhua, atan menantu sakit ketas atay meninegal
g

salah seorang anggota keluarga yvang dimaksud pada
hurut a4 meninggal dunis, dan menurut peraturan
pemindang-undangan PNS vang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anpgota keluarganya yvang
roeningE:s]l dunia; atau

melangsungkan perkawinarn.

Pasal 329 . . .
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Paszal 325
PN3 wung ditempatkan pada  perwakilan  Republik
Indonesia  wang rawsn danfatau  berbahava  dapat

rienpajukan cutl karena  alagan  penting  guna
memulihkean kondisi kejiwaan PNS vang bersangkutan.

Pasal 330

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK
arau pojabat vang menenma delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti Karena slasan penting paling

lama 1 [sata) hulan.

FPazal 331

(1) Untuk menpgurnakan hak atas cuti karena alasanb
penting, PN5  yanp bersanpkutan  mengajulan
permintaan  secara  tertulis dengan menyebutkan
ainsan kepads PPE atau popabst yang menerima
delegazi wewenang unluk memberikan hak atas cuti
karcna alasan penting.

(2] Hak atas outi Karena slasan penting scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} diberikan secara teriulis oleh
P arau pejabat yany menvrima delogasi wewenang
untuk memberikan hak alas ruli karenas  alssan
penting.

(3} Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS wvang
hersanpkuian tidak dapat menungm kepaltusan dard
PPK atau pejabat vang mensrima delepast wewenang
untuk memberikan hak atas cull karena  zalasan
perilimy, pejabat yang tortinggi di terapar PNS vang
bersangkutan  bekerja dapat  memberikan izie
sementara sevara tertulis untuk menggonakan hak

aras cuti Karena alasan penting,

{3 Pemberian ..
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Pemberian 2in  sementara sebagaimans dimaksud
pada ayat {3) haris sepera dibedtahukan kepada PPK
atau  pejabal yang menerima delegasi wewenang
untuk membenkan hak atas cuti karena  alasan
penting.

FPK atau pejabwal yang mencnma delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
penting setelah menerima pemberitahan
sehagaimana dimaksud pada ayal [4), memberikan
hak atax cutl karena alasan penting kepada FNS yang
bersangkuian.

[asal 332

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan

penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan
PME.

(1}
(2]

(2]

{4]

Bagian Kedeiapan

Cull Bersama
Paszal 333

Presiden dapat menelapkan cut bersama.

Culi bersama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
riclak mengurangi hak cuti lahunan.

FNS vang karena Jabalannya tidak diberikan hak
alas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah
2e2llai dengan Jumlah curd bersama yang  tidak
dibcrikan.

Culs hersama sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden,

Bagian Kesemntnlan . - .
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Hagian Kesembialan

Cutn di Luar Tangpungan Negoara

Pasal 334

FNR vang telah bekerja paling singkat 5 {lima] tabun
gecara terus-meners Karena alasan pobach dan
tnendesalt dapal dibernkan call di luar langgungsan
tepara.

Cuti di luar tangpungan tegara dapat diberikan
untuk paling lama 3 (tiga) tabun.

Janmgka  waktn o cutl i luar lanpelngsan negsara
sebapgamana dinaksud  pada aval  [Z) dupal
diperpanjang paling lama 1 {zatu] tahun apabila ada
alasan-alasan Y4ng penting untuk

TS T T AT B

Pasal 333

Cull di luar tanpgungan nogara mengakibatkan PNS
vang bersangkulan diberheniikan dan Jabalannys.
Jabaran yvang menjadi lowong karena pemberian cuti

di luar tanggungan negara harus diisi.

Pasal 336

Untuk mendapackan cutl di luar tanggungan nogara,
PNE  wvang hersangkuatan mengajukan  petmintaan
secard lerlulis kepada PPK disertas dengan alasan.

Cubi di luar tangeungan negara hanva  dapat
diberikan dengan  suarat keputusan PPE setelah

mcendapat persctujuan dari Kepala BKN.

(3] PPK . _ .
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PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2] Hdak dapat
mendelepasikan kewenangan pemberian cuti di luar
tangEUEan negara,

Permohonan  ocuti di luar  ranggungan  negara
sehageimana dimaksud pada aval [3] dapat ditolak.

Pazsal 337

Jelama menjalankan ot di Juar tangpungan negara,
FNS yang bersanghutlan tidak menerima penghasilan
PN,

Selama menjalankan cuti di luar tanggungsn nepara
tidalk diperhitungkan schagai masa Rerja PNS.

Baglan Kesepuluh
Ketentuan Lain Terkait Cutj

Paszal 338

PHE  jang sedang menpgunakan hak atas  cuti
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 310 hurul a.
hurud b, huraf e, dan hurd f dapat dipanegil kembali
bekera apabila kepentinpan dinas mendesak.

Dalarn hal  PNS  dipanggil kembali bekerja
sebagaimans dimaksud pada ayat (1), jangka waktu
cuil yvang belum dijalankan tetap menjadi halk PNS

yang bersanghutan.

Pasal 339, . .
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Pasal 330

Hak atas cuti sebapaimana dimaksud dalam Pasal
313 huruf a sampal dengan huruf e vang akan
dijalankan di luar negeri, hanva dapal diberikan oleh
FPK.

Dalatn hal yang mendesak, sehingga PNS yang
hersangkutan tidak dapal menunggu keputusan dari
TR sebagaimana dimaksud pada ayar (1), pejabat
vang tertinggi i tempat NS yang bersangkuian
bekerja dapat memberikan izin scmentara  zecars

tertulis untuk mengeunakan hak atas cuti.

Pemberian  izin  sementara sebagawmana  dimaksud
pada ayar {2) hurus segera diberitahitkan kepada PPE.
PPE selelah mencnima pembentablan sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) memberikan hak alas cuti
kepada PNE yang bersangkutan.

Pasal 340

Ketentuan mengenal cuti sakit, cull melahirkan, dan cuti

karcna alasan penling berlaku secara mutalis mutandis

terhadap calon PNS.

Pasal 24|

Ketentuan lebih lamgut menpenai tata cara pomberian cuti

diatur dengan Peraturan Kepala BKN,

EAB XII . ..
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ragian Kesatuy

PNS vang Menjacdi Pejabal Negara dan

Pimpanan alaun Angpota Lembapa Noosiriakdural

Pagal 342

FNS dapat diangkat, dicalonkan. stau mencalonkan dird

tnergadl pgabat nogara dan pimpinan artal anggola

lembaga nonstrukiural,

Pasal 343

(11 PN3 dapat diangkat menjadi pejabat negara dan

pdtnpinan alau angegota lembaga nenstruktural.

(2} Pejabal neyara sebagmmana dimaksud pada ayvat {1

(<IN THE

d,

o

5

ketua, wakil kerua, dan anggola  Mahkamah
Agung;
ketua, wakil ketua, dorv angpota  Mahkamah

Eonstitusi;

ketua, wakil ketua, dan angpota Dadan Pemeriksa
Keusngan;

kelua, wakil ketua, dan anpgota Kermisi Yadisial;

ketua dan walal ketua Komizi Pemberantasan
Tindak Mdana Korupsi,

menteri dan jabatan setingkat menteri;

g kepala o ..
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g kepala perwakilan Republik Indonesia di Iaar
negerl yang berkedudukan sebapal Duta Besar
Luar Biaza dan Rerkuasa Penuh; dan

li. Pejabar negara lain yvang ditetapkan oleh Undang-
Undang.

PN vang diangkat menjadi peiabat negara dan

pimpinan atau  anggota  letnbaga  nonscruktuaral,

dibcrhientikan sementara sebapa PNS.

Femberhentian  semeniara schagamana dimaksud

pada avat [3] ditetapkan oleh:

a. Presiden bagi PNS yvane menduduki JFT wlama,
JPT madya, dan JE abill utama; dan

E. PPK bagl PNS vang menduduki JPT pratama, -JA,

dan JF selain JIF ahli utamea.

Jalinan surat keputuszan pemberhenlisn sementara
sebapaimana dimaksud pada ayat (4} disampaikan
kepada Kepala BRN.

Tala ¢ara pemberhentian sementara schagsumana
dimaksad pada avar (3) dilaksanakan sesual dengan
keterituan Pasal 284,

Pazal 444

Seclama memjadi pojabat nepara dan pimpimsan datau

angeata lembapa nonstruktural, masa kerja scbagm

poclabat negara dan pimpinan atau  anpgota lembaga

nensimakiural tidak diperhitunpgkan sebagal masa kens
FrNEZ,

Bapian Keduna . . .
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Bagian kedua

PNE vang Mencalonkan Diti atey Dicalenkan

{1]

(2]

[1]

[}

-3t

mernjadi Pejabat Negara

Pagal Ad5

PNS dapat mencalenkan diri atay dicalonban menjadi
pejabat negara.

Pejabal nepara scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
mehpull Presiden dan Wakil Presiden. Ketua, Wakil
Ketua, dan Anpgota Dewan Perwalilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketus, dan Anpggota Dewan Perwakilan Daerah,
{mahernyr dan Wakil Gubernur, Bupau/Walikota dan
Wakil Bupati/Wakil Walikoeta,

Pasal 34df

FN3 yang mencalonkan dim atau dicalonkan menjads
pejabat negara sebagaimana dimakesud dalarm Pasal
345 ayat {2) wahbk mengundurken diri secara terrolis
schagal PNZ scjak ditetapkan sebagai calon oleh
lemnbaga  yang bertugas melaksanaken  pemilihan

UHUTEL.

FPernyaraan pengunduran diri sebagaimanad dirmaksid
pada ayat (1} tidak dapat ditarik kemnbali,

FHE  wvane mengindurkan din secara tertulis
sebagaimana dimalsud pada ayvat (1} diberhentikan

dengan hormat.

(4] BNS . .
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(4 PHNS  wange lidak mengajukean pengunduran  din
sebapaimand dimaksud pada ayat (1] diberhentikan

ticlak dengan hormat sebapal PNS,

() Pemberhentian dengan hormat  scbagar PNS
sebapaimana dimaksud  pada  avar {3]  dan
pollibernentian lidak dengan lwrinsd  sebagar PNS
sebapaimana  dimaksied pada  ayar [4) brerlakiy
termbing mula  akhir bulan scjak PN3 yang
bersangkltan ditetapkan scbagal calon oleh lembaga

yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bagian Kelipy
Hak Kepegawaian PN3 vang diangkat
Menjadi Pejabat Negara dan Fimpinan atau
Anggota Lembaps Nonstrukilural

Pasal 347

PN3 vang diangkat menjadi pejabat nepara fdan pimgpinan
Aty anggpela lembaga  nonstruktoral  berhak  atas
penghasilan scbagal pejabat negara dan pimpinan atal
anpeala lembaga nonstruktural sesuai dengan ketentuan

poraturan perundang-utudangan.,
Pasal 348

PN5 yang diangkat menjadi pejabal negard dun pimpinan
alaw angeota lembaga nonstruktueal tidak dibaorarkan

penghasilan sebagan PNS,

Pagal 349 . . .
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Pasal 3449

(1} PNS vang diangkat menjady,

(<)

A- kelua, wakil ketusn, dan angeola Mahkamah
Konsliluws;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Eevangan,

¢,  ketus, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

d, ketua dan wakil ketua Komist Pemberantazan
Tindak Fidana Korupsi;

e. menteri dan jabatan setingkal menter,

. kepala perwakilan Republik [ndonesia di loar
tegeri vang herKedudukan sebagsy Duta Besar
Luar Biasa clan Rerkuasa Penuh;

E-  pampuaan alal angedla lembaga nonstrukoural;
wa kil menter;

L. staf khusus; dan

1. pimplnan atau stat pada crganisasi internasional,

pada saal mmencapal Balas Usia Ponsiun zclama masa
Jabatannys, diberhentikan dengan hormat sebagal
FPN3, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undanpan.

Batas Usia Penmiun PNS schagnimana dimaksud pada
avat (1) adalah 538 (lirma puluh delapan) tahun kecoali
untuk  PN3 yang menduduki JF diplomat yang
diangkat  meniadi kepala  perwakilan Republik
Lindenesia di luar negen vang berkedudokan selsagsi

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Bapian Keempat . . .
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Bagiean Kecempal

Masas Persiapan Pensiun
Pasal 3o0

PHNS wanp akan mcncapal Batas Usia  Pensiun
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 259, sebelum
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hak pensiun, dJdapat mengamiil masa  persiapan
pensiun dan dibebaskan dart Jabatan ASN,

Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] untuk jangka waktu paling lama 1 [satu)
tahun.

Belama masa persiapan pensiun SCDAEALMATLA
ditnaksud pada ayar (2}, PNS vang bersanghutan
mendapatl uang masa perslapan pensiun seliap balan
sebesar 1 [sall) kab penghasilan PNS terakhir yang
diteritng.

Dalam hal ada alasan kepentingan dinzas mendesalk,
permohonan maga persiapan pensiun PN3 dapat
ditolak atau ditanpguhkan.

Ketenfuan lebih lanjur mengenal tata cara masa

persiapan pensiun diatur denpgan Peraturan Kepala
BEKN.

BAbB X1V _ ..
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33l

Calon PNS denean masa kernja lebih dan 1 (satu] lahan
dan belum menegikuli pelatihan prgjabatan sampal
dengan  Peraturan  Pemenntah 1m ditelapkan,  waph
mengikutlt pelalihan prajabatan berdasatkan Peraturan
Pocmenniah mi dalam jangka waktu paling lama 1 [sand]
tahun tertutung sejak tangpal Peraturan Pemerinlah ini

mulal berlaku.

Fazal 352

Pangkat dan gelongan roang FNS yvang sudah ada pads
aaai Peraturan Pomeriniah inl o mwualal beriaka, torap
berlaku sampm dengan diberlakukannya kKetentuan
mengenal g4 den tdigangan berdasarkean Peraturan
Pemerintab,. mengensd gajil <an tfunjangan  sebapal
pelaksanasn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
fentang Aparatar Sipil Nepara.

Pasal 153

Pejabal adminiateator yang helum memenahl persyaratan
kualifikasi  dan lingkat  perdidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1] huruf b wajib
memenuhl  porsyvaratan kuaalikast  perchidilcan dalam
jangka wakio paling lama 5 {lima) tahun terhitung sejak

tangeal Peraturan Pemerintah ima mulat beclakuy.

Pasal 334 ...
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Pasal 354

PNE yang berusia di atas 60 [enam puluh) tabun dan
sectang  menduduki  JF O ahli tnadya,  yang  sebelum
Peraluran Peomerintah ini mulai berlaku Batas Usia
Fensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh linal tahun,
Batas Usia Pensiunnva (etap 85 {cnam puluh limay

tehun.

Pasal 335

PN3 yang berusia di ataz 58 ([ima puluh delapan) tahun
dan sedang mendudult JF ahll pertama, JF ahli muda,
dan JT penyelia, yany sebelum Peraturan Pemerintah ini
mulal  Berlaku Batas  Usia Pensiunnya ditetapkan
60 jenam puluh) tzhun, Batas Usia Pensiunnya tetap
a0 lenam puluhj tahun,

Fazal 356

PNS vang diangkat dalam JF abhli muda, JF ahli pertama,
denn JF  penvelia sctelah berlakunva Peraturan
Permeriminh Momor 2] Tahun g lenlang
Pemberhentian Pegawal Negeri Sipld Yang Mencopsd Batas
Usia Pensiun Bagi Pejabat Fugsinnal (Lembaran Negara
Tabun 2014 Nomor 58}, Batas Usia Pensiunnys 58 {lima

pulub delapan) tahun,

Fasal 357 . . .
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Pasal 357

PHNS  vang menduduks Ja dan JPT yvang  telah
melaksanakan tugas-tugas JF  sebelum  Peraturan
Pemerintah  ini mulai berlakn dapat diangkat dalam
JF melalul penyesusian yvang dilaksanakan 1 (satu) kali
sernrs pasonal unluk paling lama:

a, 2 [dua) tahun untuk masa persiapan; dan

k. 2 [dua) tahiun untule masa pelaksanaan,

terhitung sejak tangeal Peratvrzn Pemerimilah ini milai
berlaku, denpan memperombangkan kebutuhan instansi,
kualiikasi, dan kompetenst scrta dilaksanakan sesual

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Fosal 358

PNE yatg 1elah menduddubs JPT letap belym meatmeniihs
prrsyaralan Jebatan berdasarkan Peraluran Pemeriniab
iniL, wapl memenuhl persyaratan Jabatan dalam jangks
wakly pahng lama 2 [dual tahun terhitunp scjak tangpal

Peraluran Pemerintah ini mulal berlaku.
Fasal 354

Pada saat Peraturan Pemermtah in mula berlaky, PNS
yang selang menjalan pemberhenlian sementara vang
ditahan karena menjadi tersangka atan terdakwa tetap
menerimna penghasilan PNE =esual dengan ketentuan
peEraturan perundang-undangan rampai dengan

sclosainya masa pemberheontian scmentara.

Fasal 360 ., ., .,
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[Fusal 36400

FNE  yaung sedang menjalenkan culi berdasarkan
Peraluran Pemenineah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pepawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1976 Nomer 57, Tambahan Lembaran
Wegara MNemor 3093), sisa masa outinva Lerlaku sesuai

dengan ketentuan dalum Peraturan Pemerintaby ini.

BAD XV
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 361

Peraluran pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ind
harus ditctapkan paling lama 3 (tigg) tahun sgjak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 362

Paila saal Peraturan Pomerintah ini mulai Berlaky:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 15966 tentang
Femberhentian/Pemberhentian  Sementara  Pegawai
Neperi sepunjang mengeonal ketentuan yang berkairan
dengan PNS [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tabn 1956 Nemor 7, Tambahan Lembaran Negarz
Republik [ndonesia Notmor 2797);

!J

Feraluran Pemenmtah Noemor 21 Tabun 1975 Lentang
sumpahfJanyi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Kcpublik [ndonesia Tahun 1975 Nomer 27, Tambahan
Lecnbaran Negara Republik Indaonesia Nomor 3059);

I, Peraturan . ..
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Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1976 ienlang
Curi Pepawan Neger Sipal (Lembaran Negara Repualilik
Indemesis Tahun 1976 Nemoer 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Daftar Urutan Kepangkaian Pegawal Negeri Sipil
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 197G
Momoer 22, Tambsahan Lembaran Negara Eepublik

Tredlonesia Nomor 3138},

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (entang
Pembethenian Pegawal  Negenn Sipll  [Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran MNegara Repulilik Indonesia
homor 3149, sebagaimana  telah beherapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 22 {entang Perubahan Keempat Atas
Peranutan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawal  Negern Sipil (Lembaran

Negara Republik Tndomnesia Tahun 2013 Nomor 31);

Perataran Pemeritilsh Eepublik [ndoncsia Nomor 16
Tahun 1994 terlang Jubatan Funpsional Pepawal
MNeperl 3ipill [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 19941 Nemor 22, Tambahan Lembaran Negara
REepublik Indonesia Nomor 3547) sebapgaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 440
Tahun 2010 tenlang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerinrah Republik indonesia MNomor 16 Tahun
19%4  {entang Jabatan Fungzional Pepawai Negen
Sipal [Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun
20010 Nemer 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nemor 3121

7. Peraluran . . .
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7. Feraturan Pemerintab Momor 29 Tahun 1997 tontang
Fegawal MNepern Sipil Yang Menduduki  Jabalan
Fangkap (lcmbaran WNegara Republik  Indonesia
Tahun 1997 MNomor 65, Tambahan Lembaran MNegara
Republik [ndonesia Nomor 3697 sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintalhh Nemor 47
Taluan 2003 wniang Perubalian Atas  Peraturan
FPetnerindaly Nomor 2% Tahun 1997 tentang Pegawai
Hepenn Bipdl Yang Menduduki  Jabatan  Rangkap
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 121, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar ¢360);

& Peraturan Pemerintah Nomeoer 97 Tahun 2000 tentang
Formast Pegawdl Nepen Sipill  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Naomor 40135), sehapaimang  lelah diwbah dengan
Ieraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 97
Tahun 2000 tenlang Formas) Pegawal Neperi Sipal
(Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Nomeor 4322);

9. Peratoran Pemerinlgh MNomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pepawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Incopesin Tuhun 2000 Nomer 193,
Tambahan Lembaran Negara REeopublik  Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telabh diubah denpan
Peraluran Pemenntah Nomaor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tenrang Penpacaan Pegawai Nepen Sipil
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002
Momor 31, Tambahan Letmbaran Megara Republik
Indoncsia Nomor 4192}

1. Peraturgn . ..
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Peraturan Pemerintah Nomor %8 Tahun 2000 rentang
Kenaikan Pangkat Pepawal Nepen Sipil {Lembaran
Mewsra Hepublik Indonesis Tahun 2000 Nomor 196,
Tambuhan Lembaran Nepara Republie Indonesia
Womor 4017), sebagaimansa telah diubeah dengan
Fetaturan Pemmermlah MNomor 12 Tahun 2002 enlang
Perubsahan Atas Peraturan Pemierintah Momor 99
Tahun 2000 rtenlang Kenalkan Pangkat Pegawal
Nepen 5ipl [Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nogara
Eepublik Indoncsia Nomor 4193},

Peraturan  Pemenntah Neomer 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pepawai Nepgen Sipil Dalam
Jabatan  Struklural (Lembaran MNegara Repubilik
Indonesiy Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran MNegars Repubhike Indonesia Nomor 18],
scbagaimana  telah  dwbah  dengan Peraturan
Femerimtah  Nomer 13 Tahun 2002  cntang
Perpbahan Atas Peraturan Pemenintah Notmaor 100
Tahun 2000 tcntang Pcnpangkatan Pegawal Negerl
Sipil Dalam Jabatan Struktural [Lembaran Wegars
Eepublik  Indonesia Tahun 202 MNomoe 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Moo 4 149%);

Peraturan  Pemernintah Nomer 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawas Negen Sipil
{Lembaran Nepara Repuhblik Tnedonesia Tabuane 2000
Moo 198, Tambahat Lembaran Negara Republik

[ndonesiy Nomor 40 169);

[ 3. Peraturan . . .
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Feraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Fengalihan  Status  Anggota Tentara  Nagsional
Indonesia dan Angpota Kcopobisian Negara Repubilik
Indonesia  Menjadi  Pegowan  Negeri  Sipil  Uniuk
Mendudubks Jabatan Struktural [Lembaran Negara
Republit  Indenesia Tabun 2001 Nomor 28,
Tamhahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Norer 4083], scbhagaimana telah lheberapa  kals
diubah terakhir dengan Peraturan Pemeriniah Numor
& Tahun 2010 rentang Pouabahan  Ketipa  Afas
Petaturan Pemernnlah Nomer 15 Tabun 2001 Tentang
Pengalihan  Status Angpota  Tentara  Nasional
Indonesia dan Anpgota Kepolisian Negara Eepublik
Indonesia Menjadi  Pegawal  Neperi Sipil Urniuk
Menduduki Jabatan Strukiural {Lembaran Negara
Eepubiik [ndonesia Tahun 20010 MWamor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Mnmor S095];

Pcraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkalan. Pemindahan, dan
Pemnberhenlian  Pegawaa  Nepeni Sipil {Lembaran
MNepara Repubhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan  Lembaran Mepara Bepublik Indonesia
MNotnor 4263). sebapmmana  welah divubah densan
Peraturan Pemeriniah Nomor 63 Tahun 20049 enlang
Peribahan Atas Peraluran Pemenntah Nomer 9
Tahun 2M}  Aeprang Wewecnang HPonpgangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegaweail Negeri Sipil
iLembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2009

Weorner 1ad]; dan

15, Peratuaran, ..
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15. Peraturan Pemetintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Femberhentian Pegawal Negeri Sipill Yang Mencapsd
Balaz [U=sa  Pensiun  Bagl  Pejabat Fungmional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 585},

dicabur dan dinyalakan tidak berlaku.

Paxal I63

Peraluran  pelaksanaan  dari  peraluran  perundang-
undangan ¥ang mengatir mengena penyusunan dan
penetapan kebnlluhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan,
pengembangan  kaner, pola karier, promesi, mutasi,
penilaian kinerja, PENERU]ian dan tunjanpan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, den perlindungan, dinyatakan
masih tetap beérlaky sepanjang tidak bertentangan atau
belutn digantt berdasarkan ketentnan dalam Peraturan
Permerintah ini.

Pasal 364

Peraluran Pemerintah ind muolai beclaku  pada langgal

dinndanghkan.

Agar. ..
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Agar  setiap  orang  mengetahomya,  memerimabban
PengundEngsn Pecrataran Pemerintah 0l dengan
penempatannya  dalam Eernbaran Negars  Republk

Indonesia,

Chtetapkan i Jakarla
poda tangpal 30 Maret 2017

PRESIDEN REPUELIK INDORNESLA,

td.

JOURKC WD)

Diurelanghan o Jakarty
Pada lanpeal ¥ Apnl 2017

MENTERI HUKUM DAN FIAK ASAST MANLISTA
EEFUEBLIK INDONESLA,

tidl.

YASOMNNA Ho LAGLY

TLEMBARAN NEGARS REPUBLIK TNDONESTA TAHUY 2017 NOMOE 63

malinsn scsual dengan aslinya
EEMENTERIAN SEKEETARIAT NEGARA
EEPUBLIK INDOINESETA
Asistenn Deputi Bidane Palitik, Hukun,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUNW 20317

TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Manajiemen ASN  yang
berdasarkan Sislern Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen
FNS3. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghagilkan
FNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dard
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotizsme
dalamn  rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas
pemenntahan, dan tugas pembangunan tertentu,

Penyelenggaraan Manajernen PNS dilaksanakan aleb Presiden
sclakuy pemegang keklasaan terbnggi pembinaan ASN yang dapat
mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPE.

Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK
Mermpunyal kewenangan menctapkan pengangkatan, pemindahatt,
dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi
Pemerintah scsuai  dengan  ketentuan pecraturan perundang-
undangan.

Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan
kepada PyB dalam pelaksanaan proscs pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perutndang-undangars.

Dalam . . .
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Nalam rangka menjamin efisicnsi, efcktivitas, dan akurasi
pengatnbilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem
informasi pengembanpan kompetensi, sistem informasi pelatihan,
sisletn Informasi manajeret karier, dan sistem informasi manajemen
pemberhentian dan  pensiun, wvang merupakan  bagian  vang
tcrintegrasi dengan Sistemn Informasi ASN.

Manajemen PFNS dalam Peraturan Pemerintab  ini berisi
keteniuan  mengenai penvilsunan dan  penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan kacier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinera, penggajian dan  tunjRnpan,
penghargaan, disiplin, pemberhenlian, jaminan pensiun dan jaminan
hari tus, serly perlindungan.

PAZAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Fasal 3
Cukuyp jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

rasal 5
Avat {1]
Cukup jelas.

Avat [Z) ...
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Ayar (2]
Cukup jelas.
Arat (3]
Cukup jclas.
Avat (4)
Cukup jelas,
Ayal [3)
Yang dimaksud denpgan  dinamika/perkembangan
OrEAniSas] Kementerian/ Lembaaga antara lain

penghapusan penggabiingan Kementenan/ Lembaga,

Pasnl &
Cubkup jelas,

Pasal 7
Culkup jelas.

Pasal R
Culkup jelas.

FPazal o

Cukup jclas.

Pasul 10
Cukup |elas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Paxal 12 ...
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Pagal 12

Cukup jelas.

Fazal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas,

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasdl 1B

Culoup jelas.

Pagal 17

Ayat 1)

Cukup jelas.
Ayat (2]

Culkap jelas.
Ayat (3]

Cukupn jelas.
Ayat {4]

Huruf &
Culup clas.

ITumaf by . ..
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Hural b

Cukup jelas.

Hurul ¢

Hurul

Huruf

Huruf

Huruaf

Yang dimaksod dengan “mengoordinasikan
mstansi pembina JF dalam penyusunan materi
scleksi kompetensi bidang” adalah mengoordinasi
instansi  pembing  dalam  penyusunan  materi
zeleksi yang sesual dengan kebutuhan JF yvang
bersangkulan, tcrmasuk penyasuran scal yang

dilakukan oleh instansi pembina JF.
d

Cukup jelas.

=

Cukug jelas,

I

Cakuyp jelas,

&
Cukug jelas.

Hurul h

Cukup jelas.

Flucal

Avat (5

Cukug jelas.,

Cukugs jelas,

Faszsal 18
Cukup jelas.

Pazal 19
Cubkup jclas.

Fasal 20 . ..



Fasal 20

Cukup jelas.

IPazal 21

Cubkup jelas,

ikl A2

Cukup jclas.

Pazal 23

Cukup jelas.

Fasgal a4

Cukup jelas,

Pasal 25

Cukup jelas.

PFazal AR

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas,

Pasal 2%

Cukup jslas,

FPasal 20

Cukup jelas.

Pazal 30

Cukup jelas.

%a - r-r;
o

FPRLCS5CEH
REFUELIE IMNSGOMZ% A

-6 -

Pa=zal 31 . ..
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Pasal 31
Culkup jelas.

I"'azal 32
Cukup jelas.

Fasal 33
Cukup jelas.

Pazal 34
Ayt (1]
Fenghitungan 1 (satu) tahun masa percobaan dilakukan

terhitung mulal tanggal pengangkatan scbapai calon
FMN3.

Arat i)
Cukup jelas,
Avat [3)
Cukup jelas.
Ayul (4)
VYang dimaksud dengan “lerintcgrasi® adalah proses
pendidikan dan pelatthan yeng memadukan antara
pelatihan  klasikal dengan nenklasikal, dan antara
Kompetensi Sosial Kultural dengan kompetensi hidang,
Aval [5]
Culup jelas.
Avat 5]
Cukup jelas.
Ayat {7
Cukup jelas.

Pasal 35 . ..



Pasal 35

Cukupr jelas,

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 37T
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas,

Paszal 3%
Cukup jclas.

Pazal 4
Cukugp jelas,

Pasal 41
{Cukup jelas.

Pasal 42
Cukufr jelas,

Pasal 43
Cukup julas.

Pagal 344

®

C
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Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jclas.

Pasal & _ . .
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Pasal 4§
Cukup jelas.

Dasal 47
Cukup jelas.

Fasal 48
Cukup jelas.

Fasal 449
Culnap jelas,

Pasga] 50
Cukup jclas.

Pasal 51
Culkup jelas.

[Pasal 52
Cukupg juias,

Fasal 53
Larangan rangkap Jabatan dimaksudkan untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 34
Ayar 1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culkunp jelas.

Murof - ..
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Huruf -
Culkup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “JF yang setingkat cengan
Jabatan  pengawas™ adalah JF yanp  kelas

Jabatannya  sama  dengan  kelan  Jabatan

PUNEAwAS.
Hurul ¢

Cukup jelas.

Huruf £
Cukup jelas,

Hurul g
Culkup jelas.

Ayatl [2]

Cukup jelas,
Avar [3]

Cubkup jelas.
Ayat {4]

Cukup jelas.
Ayar {5]

Cukup jelas.
Ayar (6]

Cukup jelas,
Ayark £7)

Cukup jelas.

Pasal 35
LCukup jelas.

Pasal 56 ., .,
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Cokup jelas,

Posal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jclas.

Pazal 549

Cukup jclas,

Puasal B0

Cukup jclas.

Paszal 61

Cubup jelas.

Pasal &2

Cukup jelas,

Pasal 3

Culiup jelas,

Pasal &4
Awxat [1}

Hurufl a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jefas,

Hutuaf el . . .
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Huruf d
Femberhenlian karcna menjalani {upas belajar
adalah pembechenlian pejabat administrasi yang
ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengarn
sama sekali tidak melaksanakan wupasava lelih

darl & {enarm) bulan secara terus menerus.

Huruf &
Yang dimaksud dengan “ditugaskan sccara penuh
di duar JA" adalab prjabat administrasi yang
secara defimtif diangkat dan ditupaskan dalan SV
atan JFT.

Hurof {
Yang dimaksud dengan “persvaratan Jabatan”
adalah ayarat menduduki JA pada masing masing
Jenjang -fAa.
Ayat [2]
Dalam keadaan tertentu antara lain yang bersangkulan
harus  menvelesaikan pekegjuan atau tanpgung

Aawabnyva.
Ayal {3

Cukilp jelas.
Avyar {4]

Cubrap jelas.

Fasal 65
Culkup jelas.

Fasal 66
Cukup jelas.

Basal 67 . ..
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Pasal 67
Fenentuan  berkedudukan dan  tangpung  jawab  secara
langsung discsuaikan dengan struktur organisast masing-

masing Instansi Femerintah.

Fasal 68
Cukup jelas.
Fasal &U

Avalt 1)
Cukup jelas.

Avat ()
Urutan jenjang JF keahlian dari jenjang paling tinpgi ke
paling rendah adalah abli wlama, ahli madva, ahli
tnudd=, dan ahli peritama.

Awat |3
Urutan jeryang JF keterampilan dari jenjang paling
tinggl ke paling rendah adalah penyelia, mahir, terampil,
dan pemula.

Ayt (4)
Cukup jelas,

Avat (5
Cukup jelas.

Axat ()
Cukup jclas.

Awat (7}
cukup jclas,

vl (8]
Cukup jelas.

Avar {9) ..
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Ayat (9}

Cukup jelas,
Ayat (1LY

Cukup jelas.

Avat [11)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Fasal 71

Cukup jclas.

Paxal 72

Cukup jelas.

Ma=zal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Avat [1]
Humfa

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas,

Hurufl ¢

Yang ditnaksud dengan “penyesuaian” adalal
¥ang dikenal dengan istilah inpassing.

Awat (2. ..
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Avat (2)

Cukup jelas.
Avvat (3}

Cukup jelas.

Avat [44
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jclas.

Pasal TH
Cukup jetas.

Pasa] 79
Cukup jclas.

Pasal 80
Culup jelas.

Pasal 1
Cukii jelas,

Pasal 52
Cubkup jclas.

Pazsal 83 . . .



Paszal 53

Cukup julas,

Fazal A4

Cukup clas.

Pazal 85

Cukup jclas.

Pasal 86

Cukup jelas,

Pazal H7

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas,

Pasal 24

Cukeiipr jerlas,

Pasal 20

Cukup jelas,

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Fraxal 432

Cukup jelas.

Yo, 8
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Pasal G4
Avat (1}
Huruf a
Cukup jclas.
Hhuruf b
Cukup jelas,
Huraf ¢
Cukup telas.
Huruf d
Femberhentian  karena menjalani tupas belajar
adalah pemberhentian pejabal fungsional wvang
ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan
sema sekali tidak
fungsionalnye lebih darl 6 (enam) bulan secara
terus menerus.
Humf e
Yang dimaksud dengan “ditugaskun secara penuh
di luar JF° adalah pejabar fungsional yang secara
definitif disngkat dan ditugaskan dalam JA atan
JPT.
Huruf £
Yang dimalisud dengan “persyaratan Jabatan”
adalah syarat mendudulsi JJF pada masing-masing
jenjang JF.
Arar |2)
CuKup jelas,
Pasal 95
Cukup jrlas,
Pasal 96
Cukug jelas,

melaksanakan

Pasal 97 . ..



PRESIOCR
REFOEBEL.E 1NDOMNES] &

S 1M -

Pasal 97
Cukup jelas.

['asal 4R
Pengecuahan vang dimaksudd dualam Pasal ini seperti:
a. Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi,
wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri,

atau kepala cabang kejabksuan neperi;

b. Perancang peraturan perundang-unddangan ahli madva
yang diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan
Ferundang-undanpan atau Direkdur Harmonisasi
FPeraturan Perundang-undangan parda Direkioral Jenderal
Peraturan Perundang-undangan; atau

. Diplomat ahli utama yang diangkat menjadi Dircktar
Jenderal Ammerika dan Eropa.

Pasal 99
Cukup jelas.

Fasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas,

Pasal 143
Cukup jelas,

Pasal 104 _ _ .
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Fasal 104
Cukup jelas.

Pasal 15
Culkuy jelas.

FPasal 106
Ayal {1)
Yang dimaksud dengan “non-PNS" adulah warga ncgara
Indemesia di luar kalangan PN3 dan prajurit Tentara
MNasional Indonesia dan anggora Kepnolisian MNegara
Republik Indonesia,

Avat ()

Cukup jelas.
Avat |3

Cukup jelas,

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Hurul g
Angka 1
Yang dimaksud dengan “warga negara Tridonesia”
adalaly warps negara [ndoneata vang Hdak pernsh
mendapat kewarganegaraan lain atas permintaan

sendirl.

Anglka 2

Cukup jclas,

Angka 3
Culkup jelas.

Angka 4 . ..
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Anghka 4
Cukup jelas,

Angka 5
Cukup jelas.

Angka f
Cukui:p |clas.

Angka 7

Tary dimzksud dengan “integrilas” antara lain

tidak pernah mengikuti wajib militer atau dinas

militer negard lain.

Angka &
CLukup jelas.

Angha @
Cukup jelas.

Angka 14}

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jclas.

Pasal 103

Cukugs jelas,

Pasal 110
Cultugp jelas,

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113 .. .
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Pasal 113
Cukup jelas.

Fasal |14
Ayal {1]
Huruf a
Cukup jclas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hural ¢
Cukup jelas,
Huruf 4

Yang dimaksud  dengan  “sistern”™  adalah
mckanisme penctapan status pelamar pada setiap
tahapan.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Aval (2
Cuokup jelas,

Avat (3]
Yang dimaksud JPT Madya tertentu adalab jubatan-
Jabatan yang oleh Presiden selaku pemepang kekuasaan
tertinggi  pembinaan  ASN  dipandang  perlu  proses
pengisiannys  dilakukan oleh  panitia  seleksi  yang
pembenlukannya oleh Presiden.

Avval (4]
Cukup jelas.

Aval [3]
Cukup jclas.

Avar (6]
Humf a

Cukup jelas

Hurul b
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Hurul b
Cukup jelas,

Huruf ¢
Cubkwup jelas,

Huruf 4
Yang dimaksud dengan  “kenfllik  kepentingan”
antara  lain  memiliki  hubunpan  keluacpa,
hubungan tali perkawinan, dan hubungan darah.

Axal (7]
Cukup jelas.

Pasal 115
Huruf a
Cukup jelas,

Huruf b
Cukupr jelas,
Humf ¢

Cukup jclas.

Huraf d
Cukup jelas.

Huyrul &
Cukup jelas.

Huruf £
Yang dimaksud dengan “seleksi administrasi™ adalah
perlaian kescsuaian  berkaz  administras1  dengan
dokumen persyaratan.

Hurf g
Cukugs jelas.
Pasal 116
Cubkcugp jelas,

Faszal 117
Cukup jelas.

Pasal 118 . . .
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Faszal 118
Avat 1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Yang dimaksud dengan “rekomendasi™ adalah surat ijin
atau perzetyjuan yang diberikan oleh PPK instansinya
dalam bentuk tertulis.
Pazal 113
Cukup jelas,
Pasal 120
Avat [1}
Cukup jelas,
Avat [2]
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Ayat [d]
Cukup jelas.
Avat {3]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf I
Scilcksi kompetensi dilakukan dengan

menggunakan metode gssesment cenler  alau
metode penilaian lainnva.

Huraf ¢
Cukup jelas.

Huraf = . . .
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Hurul d
Cukup jelas.

Avat (6]

Cukup jelas.
Avat 7]

Cukup jelas.
Ayat [H]

Cubeayp jelas.

Pasal §21i

Ayat {1]
Culoup jelas.

Avat {2
Yang dimaksud dengan “panitia scleksi wajib
mengumumkan  secara terbuka pada setiap tahapan
stleksi™ adalah menpamimnkan secara torbuka nilai
yang diperolch  setiap  peserta  seleksl  berdasarkan
perinpkat, kecuali pada rahapan akhir.

Avat {3
Culiap jelas.

Fasal 122
Cukup jelas.

Pazal 123
Cukup [clas.

Pazal 124
Cukup jelas.

Pazal 1253, .
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Cukup jelas.

Hagal 126
Cukup jelas,
Pasal 127
Axat (1)
Cukup jclas.
Ayat [Z)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Yang dimaksud dengen  “dikoordinasikan” adalah
bupati/walikota metaporkan 1 [satu) orang  calon
pejabat  pimpinan  rngei  pratama terpilih kepada
subernur.
Avat (4
Yang dimaksugd dengan “dikonsultasikan® adalah PPE
melaluy PyR meminta pendapat pimpinan  dewan
perwakilan rakyat daerah untuk dijadikan sebapai salah
aatu pertimbangan bagi PPK dalam memilib 1 (satu) dan
3 [tiga) nama calon pejabal pimpinan tingpl pratama.
Pasal 128
Cukup jeclas.
Pazal 129
Cukup jelas.
Pazal 134

Culkup iclas.

Paszal 131 .. .



£
X

FRESIDE®N
RERPUBILIE IMODRES|L

- TH -
Pzasal 131
Ayat (1]
Ujt kompetensi dapat dilakukan melalui penelusuran
rekam jejak Jahatan dan wawancara.
Avat (2}
Hurul o
Yang dimaksud dengan “saty klasifikasi Jabatan®
adalah Jabatan yang memiliki fugas pokok dan
Mangsi yang scjenis ataw serumpun.
Huruf b
Culkup jclas.
Huruf c
Cubup jelas.
Avat |3
Hurul a
Sertifikasl teknis dikeluarkan orpanisasi profesi
buik Intemasional atau nasional vang swadah
diakui cleh lembaga pemerintah vang berwenang
di bidang serrifikasi profesi. Datam hal belum
lerbentuk  organisasi profesi, sertifikasi 1eknis
dikeluarkan oleh inatansi teknis.
Huruf b
Cukup jelas.
Aval (4]
Cubkuy jelas.
Aval [3]
Cukup jelas,
Avyat (5]
Cukupe jelas.
Avat {7)

Cukupy jelas,

Pagsal 112 ., .,
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Pasal 132
Cukup jelas.
Pusal 133
Ayat {1]
Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan
> (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-
Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dapat dilakukan  penilainn kembali  terkait
dengan  Lkescsucian  kompetensi  dun jabatan yang
diduduki.
Ayal {2)
Persetujuan  PPRE dibenikan  apabila  JJPT  telah
membuktikan bahwa tarpet kinerja orgamisazi yang
dipimpinnya tercapai  selama yang  bersangkutan
mernjadl Pojabat Pimpinan Tingg.
Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Jipil Negars” adalah setiap perpanjangan JPT
dilaporkan kepada Komsi Aparanir Sipil Negars,
Pasal 134
Ayat [1]
Cukufr jelas.
Avat (2]
Hurul &

Cukup jclas.

Hurul b
Cukup jelas,

Huruf o .,
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Hurul ¢

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan aeleksi clan
promosi  dilakuken  secara terbukas® adalah
releksanman rekrutmen  dan promesi Jabatan
dilakukan secara terbuka pada lingkup internal
[nstans  FPemerintah  wang  telah menerapkan

Sizterm Merit.

Huruf ¢

Yang dimaksud denpgan  “kelompok cencana
suksesi® adalah vang dikenal dengan istlah tafent
pool.

el e

Cukup jelas.

Hurul I

Cukup pelas,

Hurul g

Culoap jelas.

Huruf h

Cukiug jelas,

Huruf'i

Ayat (23}

Cukup jelas,

CLkup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Paxal 136

Cukup jelas.

Pasal 137, ..
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Cukap jelas.

Pasal 138

Cukp jelas.

Fasal 13%

Cukuy jelas.

Fasal 140

Cukup jelas.

Fazal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukuap jelas.

Fasal 143

Cukup jelas,

Fasal 144

Culup jclas.

Pasul 95
Ayt [1]

Hural =«

£
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Cilkup julas,

Hurul b
Cukup julas,

Huruf ¢ . .
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Huruf ¢

Yany dimaksud dengan  pejabar lain  adalah
nejabat yang menduduki jebatan pimpina pads
lembaga negara.

Hureul o
kol jelas,

Hurul ¢
Cukuyp jelas.

Avat [2]
Culkiup jetas.
Avat (3]

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

I'asal 147
Yang dimabkesud dengan *prajurit Tentara Nasional Todonesia

dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia™ adalah
prajurit atau anggata dalam dinas aktif,

Pasal 145

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas,
Frazal 130

Cukup jelas.

Fazal 131 .. .
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Pazal 131

Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jetas,
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 155
Aval (1)
Huruf a
Cukup jelas,
Huraf b
Penarnikan kembale dilakukan berdasarkan wsal
Fanglima Tentars Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Nepara Republik Indonesia, atan PPE
Instansi Pusat tertentu tersebnit,
Alagzan terenty antarz lain tidak sehar jasmani
dan fatay robani.
Avat [2]
Cukup jelas.
Faszl 156
Cukun jelas,
Fazal 157
Culup jelas.

Paszal 1535 . . .
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Fasal

Fazal

Pazal

Pasal

FPasral

[Pa=al

Fasal

Prsal

Pasal

Payxal

125

Cukup jclas.

1354%

Cukup jelas.

160

Cukup jclas.

1651

Cukup jelas,

162

Cukup jelas,

53

Cukup jelas,

1654

ke relas,

165

Cukup jelas.

166

Cukup jclas.

167

Cukup jelas.

1658

Cukup jelas,

5
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Pazal 16% . ..



Fagal

Pasal

Pasal

Pazal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pataad

Faual

169

Cukup jelas.

170

Cukup jelas.

171

Cukup jelas.

172

Cukup jelas.

173

Cukup jelas.

174

Cukun jelas.

175

Cukup jelas.

174

Cukup jelas.

|77

Cukup jelas.

i1¥8

Culup jclas.

L7

Culkup jelas.

R, F
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Pasal 150 . . .



Fazal 180

Cukup jelas.

Puzal 181

Cukup jclas.

Fasai 1H2

Cukup jelas,

Pasat 183

Cukup jelas.

Paszal 184

Culiup jelas,

Pagal 1585

Culaip jelas.

Pasal 186

Cukup jclas.

Pasal 1587

Cukup jclas.

Fusal 188

Culkup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Faszal 1940
Aval (1]

ge‘ﬂ =2,
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Cukup jclas.

Avat [2) . ..
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Avat (2]
Yang dimaksud dengan “perwakilan MNegars Kesaluan
REepublik Indonesia ¢i luar negeri* adalah perwakilan
Hepublik Indonesia yang diakreditasikan pada nepara
PENTrima atau organisasi internasional.

Aval (3)
Cukup jclas.

Ayal (4}
LCukup jelas.

BAorat (5
Cukup jelas.

Ayl |G

Cukup jelas.

FPasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

FPasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pazal 195
Cubkup jelas,

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197 .
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Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukug jelas,
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Paayl 201
Cubiup jelas.
Pasal 12
Avat (1]
Yang dimaksud denpan “tugas Jabatan" adalah tugas
Jabatan PN3 yanp masih merupakan tugas Jabalan
¥ang berhibangan  denpgan LJabatan pada instans
imduknya atauw merupakan tugas:  vang  mewakili
kepentingan pemerintah.
Contoh antara lain:
1. Jaksa yang mendapal penugasan khusus pada
Komiz Pemberantasan Tindak Pidana Korupst [KPE),
dan
2. PNB  Kementerian  Keuangan  vang  mendapal
petugasan khusus pada Interrational Monetary Fund
(IMEF].
Avar (2]
Cukup jelas,

Fazal 203 . . .



Pasal 203

Culaip jelas.

Pasal 2041

Cukup jelas.

Pasal 203

Culp jelay,

Faszal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas,

Paszal 208
Avat (1)

Culkup iclas.

Avat [2)

Cukup jelas.

Axat (3}

Cukup jelas,

Moral (4]

Cubkup jelas.
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Contoh instansi teknis antary lain;

a. Lemhbiaya

llmu Pengetahuan

Indonesia untuk

Kompetens: Tekniz bag JF Peneliti;

b. Badan . ..
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b. Hadan Pengawasan Keuangan den Pembangunan

untuk Kompetensi Teknis bapi JF Auditor: dan
¢. BhN unluk Komperensi Teknis bapi JF  Assessor
Kepegawnaian.
Ayal o)

Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas,

Pazsial 210
Cukup jelas.

Pasal 211

Ayar {1]
Ketenfuan peraturan perundang-undangan antara lain
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Fendidikan Tingsi.

Aval {2
Cukup jolas.

Ayat [3)
Culkup jelas.

Aval (4}
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jeias.

Pasal 212
Cylkup jolas.

FPasal 214 . ..
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Pasal 214
Cukup jelas,

Pasal 215
Cuslup jclas.

Pasal 216
Cukup jelas,

Pasal 217
Avat (1)
Cnleup jelas.

Avat (2]
Culup jelas.
Ayat (3)
Humil &
Pelatihan srrulktural kepemimpinan madya adalah

pclatihan uniuk mendudulti agu dalam JPT
madya.

Hurufl b
Pelatthan  strubetural  kepemimpinan pratama
atlalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
JPT pratlama,

Huruf ¢
Felaunhan strukitural kepemimpinan adminisirator
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalum
Jabmilan administrator.

Hurmf d
Feiatihan  strukiural  kepemimpinan  pengawas
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
Jalmlan pongawas.

Avat (4] ...
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Ayak (4

Cukup jelas,
Ayt (5]

Cukup jelas,

Avat (5)
Cukup jelas.

Pazal 218
Culiup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

IPasal 220
Cukup jelas.

Pazal 271

Cukup jelas.

Fasal 2272
Cukuyp jelas,

Pasza] 223
Cukup jelas,

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup j«las,

Pasal 22& . . .
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Fazal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cubup jclas.

Pasal 228
Ayat [1}
Cukup jelas.
Awvat [2]
Culoup jelas.
Avat {3
Cukup jelas.

Avat (4]

Yang dimaksud dengan “pejabai vang ditentukan aleh
PyB” adalah pejahar vang ditunjuk olch PyE dalam hal
atasan langsungnya belum rersi ataw belum ada.

Fazal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pusal 231
Cuoup jelas.

Pasal 232
Cukup jclas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasnl 234 . .
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Fasal 234
Cukup jelas,

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas,

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Aval {1]
Cukup jelas.
Byvat 12)
Cukup jelas.
Avat [3)
Hurul g
Cukup jelas.
Hurul b
Terikatl kewajiban bekerjn antara lain NS sedang

menjalani ikatan dinas karena tugas belajar.

Hurul ¢
Culup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,

Huraf =

Cukup jelas.
Hurrl [

Cukup jelas.

Pasal 239 _ _ .
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Cukogp jelas,

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pazsl 244

Cukup jelas,

Pasal 245

Cukup |elas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Fasal 248

Cukup jelas,

Fasal 249

Cukup jelas.
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Pasal 250 . ., .



IPazal 250

Cukup jelas,

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Culkrp jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pa=al 254

Cukup |clas.

Paszsal 255

Cukup jelas,

Pasat 256

Culup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Paszal 2558

Cukup jelas.

Pasal 2549

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.
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Pasal 261 ...



Pasal 261

Cukup jelas.

Pazal 262

Cukupr jelas,

Pasal 263

Cukup jelas.

I'asal 254

Cukup jclas.

Pasal 265

Cukup jolas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Culkiup jelas.

[Pasal 268

Cukup jelas.

Fazal 264

Cukun iclas.

Paszal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Culkup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 2723

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukun jelas.

Paszal 2753

Cukup jelas.

Fasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277
Avar 1)

ok
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Cukup jelas,

Avat [2)

Khusus Duta Besar Luar Blasa dan Berkuasa Penouh

yang berasal dan JF Diplomat dikecualikan dengan
pertimbangan Undang-Undang Momor 37 Tabun 1999

tencang Hubungan Luar Neperi dan Undang-Undang

Namor | Tahun 1982 rentang Pengesahan Konvensi
Wine 961 dun konvensi Winae Tahun 1963,

Ayat (3]

Cukup jelas.

Avat [4]

Cukup jelas.

Pasal 278% . . .
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Pasal 278
Culoun jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 280
Culkup jelas.

[*a=al 231
Coleup jelas,

Pasal 282
Pujabal yang berwenang uniuk mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia atan Pejabet yang berwenang mengeluarkan Surat
Ferintah  Penghentian . Penuntutan adalah Penuntue
Umutn/ Kejakszaan,

Pasal 2R3
Cukup jelas,

Fasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas,

Pasn] 2856
Cukup jelas.

Paszal 28T . ..
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Paral 287
Cukup jelas.

FPasal 2R5
Cukup jelas.

Pawal 284

Cukup jelas,

Fasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jclas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jclas.

Fasal 295
Yang dimaksud denpan “hak kepegawalan™ antara  lain
jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
dat jamminan kematian.

Pasal 206
Cukup jclas.

Pasal 297 . ..
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Pasal 297
Cukup pelas,
Pazal 245
Cukup jelas.
Pasal 299
Axat (1}
Yang dimaksud denpan “digngkat  kembali  dalam
Jabatan apabila ada lowongan® adalsh PNS tersebur
mcmenuhi  persyaratan  Jabatan vang lowong  dan
dilaksanakan sesuai denpgan prosedur dan ketentuan
peraturan perundeng-undangan.
Avat (2]
Culup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301

Cukup jelas.

Faszal 302
Culkup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelay.

Pasal 305 _ ., .
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Pasal 305
Cukup jelas.

Pasal 306
Cubug jelas.

Pasal 307
Cukup jelas.

Pasal 38
Culbolp jelas.

Pazal 300
Cukoan jelas,

Pasal 310
Cukufr jelns.

Pasal 311
Culilp jelas.

Pasal 312
{Cukup jelas.

Fasal 313
Culliup jelas.

Pasal 314
Culup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316 . _ .
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Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Cukup jelas.

Fazal 318
Cukup jelas,

FPasal 319
Cukup jelas,

Pazal 320
Cukup jelas,

Paszal 321
Cukup jelas,

Pasal 322
Cukup jclas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Culup jelas.

Fasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 227 ...
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Cukup jelas,

Fasal 3258

Cukup jelas,

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cubougy jelas,

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 2532

Culoay jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Fasal 334

Cukvp jelas.

Pasal 335

Cukup jelas,

Fazal 33k

Culup jelas.

Paszal 337

Cruakitee jelas.
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Pasal 338 . .
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Culiup jelas.

Pasal 3230

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas,

Pasal 341

Cukup pelas,

Pazal 3472

Cukup jelas,

Pasal 3423

Cukup jelas,

Pasal 344

Cukup jelas,

Pasal 343

Cukup jelas.

Pisal 316

Cukup jelas,

Pasal 347

Cukup jclas.

Pasal 345

Cukup jelas.
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Pasgl 349, .,



Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 331

Culup jelas.

Pasal 3572

Cukup jelas,

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup elas.

Pagal 355

Cukup jclas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas,

Pasal 358

Culoup jelas,

Prsal AR

Culkup jelas.
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Pazal 360
Cukup jelas.

Fazal 361
Cukup jelas,

Pasal 362
Cukup jelas.

Pazal 363
Cuksp jelas.

Fasal 364
Culup jelas,
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